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Legislation and adjudication as instruments
for bringing law into harmony
with social progress.®

" Roeene Pound, The Formative B of dmesicor Dw (Bodion: Lith, Brown ond Company, 1958), hal 62
Terjemahen bebas: Penmdisp-undangan dan putusan bakim sebagai inenemen nbak nsembawa bukum agar
selaras despan kemajuan sosial.




Kata Pengantar

ata hukum Indonesia berkembang demikian pesar, Apalag setelah

runtuhnya Orde Bamg pada tahun 1998, disusul dengan era

reformasi yang twmboh dan berkembang hingea saat ind. Telsh
mendorong munculnya pranata dan lembaga bukum bary, Perubahan pada
struktur ketatanegamaan relah menciptakan hubungan antarlembags negara
menjadi dinamik. Khususnya, hubungan antara Presiden dan DPR dalam
pembuatan atau penyusunan undangundang yang membuka peluang hagi
DPR untuk  berindsiarif menyvustun  rancangan undangundang, Hal ind
memberikan konstribusi untuk terbirnya undangundang ban,

Tidaklah mudah mempelajari tra bukum Indonesia yang bepin
rumat. Bidangbidang hukum dalam mta hukum rumbuh dan berkembang
dengan pesat yang ditandai dengan rerbitnyas undangpundang baru, Ada
tendensi, munculnya undangundang itu lebih dimjukan unmk mengejar
target kerja sebagalmana tercantum dalam Program Legislass Nasional
(Prolegnas),  Maka, tdaklah heran apabils pada era  reformasi ini,
bermunculan undangundang baru,

Keberadaan undanpuondang baru i sevopianys  dikap dengan
siksama, apakah  pembuatan  undanpundang o sudah memenuhi
persyararan sesual dengan ketentuan undangundang. Apakah substans: arau
matert yang diatur dalam suam undangundang sudab memenuhi rasa
keadilan masyarakar. Banyaknya undangundang vang berlaku di masvarakar
berpotensi menimbulkan keridakadilan bagi masvarakae atau ketdakeertiban
antarnorma.  Dalam koneeks i, disosunnya buku  ini mempakan
sumbangan  pemikiran  unruk memabami bidangbidang  tatn hukum
[ndonesia.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan buku ini masih  terdapat
kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, untuk it harap dimaatkan.
Penulis terbuka aras saran dan masukan vang kenstrukeif. Penvusunan dan
penulisan buko in dapat terselenggara berkar banmian Jdar berbagar pihak

"



yang tidak dapar penulis sebutkan satu demi satu karena bewitu banyak.
Berkenaan dengan hal ini, penulis mengucapkan terima kasih aras
bantuannva. Semaoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal.

Bandar Lampung, Desember 2012
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AB 1

STRUKTUR TATA HUKUM
INDONESIA

1.1 struktur Tata Hukom Bersifat Terbuka

i rata hukum ditngau dari aspek kebahasaan adalak certib hukom

Uegal wvder. vecht onded. Tata juga berarn aruran, susunan atau cara

menyusun, dengan demikian tata bukum dapar diarrikan sebapai
susunan atau matanan darl normanorma hukum, Kosumadi mengartikan
tata hukam sebagas suatu taranan menyeluruh yang bagian-bagiannya saling
berhubungan dan saling menentukan secara seimbang.’ Sedangkan, Purnad:
Purbacaraka dan Soerone Soekante mengarrikan tata hukum  dentik
dengan hukum positif, Menurumya: tat hekun adalah sermktur dan proses
perangkat kaidabhkaidah hukem sang berlabs pade swam waktw don tempat
tettenitu serte berhentuk tertulis,’

Tata hukom menunjukkan adanva kererriban. Dalam konteks ini ada
dua tingkar kererniban, Pertama, ketertiban pada ringkar normatf atau
peraturan-peraturan hukum, Kedwa, ketertiban pada ringkar implementasi
norma-norma hukum e di masyarakar, Norma-norma hukom yvang berlaku
di masyarakat beragam jenis Jdan bentuk, vang esensinya untuk memenuhi
keburuhan masyarakar (social need), Dengan demikian, perrumbuhan dan
perkembangan norma hukum senanriasa disesuaikan dengan kebutuhan

! Degarneinen Fembadikan dan Kebudayazn, Kasus Beser Batpens docimesi, Edvd Be-2 {Jakaria: Balsi
Pustaka, 19901, hal. 1014,

* Kasurnadi Pudposewsn, Pedomsan Pelaaran Tata ke fadmeio (kanta: Aksara Banr, 19851, hal,
.3

" Purnade Puibacamks dan Soegone Soskamio, Semd-Sewat Mo Mk dan Tate Hukson | Bandung
Almme 19749, hal 13,

Strarctur Tara Hubkue frdenesia 1



musyacakatnya. Misal, norma atau peramiran hukum yang dibuar unruk
menganir |'||i'TI'IL‘I."|L1|I|iI11 kelwurnihan mq:mpl:n"l]leh informasi dan berinreraksi
antarindividy arsu bahkan melakukan transaksi dengan mengrunakan
sarana atay media elekrronik diatar dalam UndangUndang Nomor 11
Tahun 2008 rentang Informasi dan Transakst Elekmonik (LN RI Tabun
2008 No. 58, TLN RI No. 4843).

Padahal, keburuhan manusia dan masvarakar cenderung bermacam-
macam jenisnya dan tidak rerbaras jumlahnya. Akibamya, porma atau
peraturan hukum yang mengatur pemenuhan keburohan i pun akan
sangat banyvak jumlahnya dan beragam jenis serta henmknya. Normanorma
hukum itu dalam prakekoya di masyarakat berlaku secara serempak
(simultancoushs), sehingga ada kemungkinan  terpadi  perrentangan atau
kontradiksi (comeradiction} antarnorma. Berkenaan dengan hal ini, maka taea
huknm  herfungst menata, menyusun, dan  mengatur  agar  fercipea
harmonisas: lharmonizonen) atan keserasian dan sinkromsest (amchvonizacion)
atau keselarasan antarnorma hukuim

Hasil dari penaman normanorma hukum herupa susunan atiu
tingkatan yang disebur dengan srukeur eata hukum. Setiap peraturan
hukum yang dimasukkan ke dalam strukoor e bukum it haros sinkron
dan harmonis arau tdak saling bertentangan bask secara horisonral maupun
verrikal. Perrencangan peraturan hukum secara horisoneal rerjadi apabila ada
dua atau lebih peraturan yang sederajat tingkasmnya, misalnya antara
sesama UL memuoat ketepmuan vang saling  bertentangan.  Sedangkan,
pertentangan peraturan hukum secara verrikal rerjadi apabila ada dua atau
lebih peraturan yang ridak sederajar ingkatanoya saling berrentangan, misal
antarn ULID dan UL,

Meski di dalam strukeour e hukom terdiri dari norma-norma bukum,
namun menurur Harold | Berman tata hukum sesunggubnya ridak hanya
memuat peraturan hukom (egel mle) rerapi juga memuat ajaran arau dokrin
hukum (egal doctring) dan prakeik hukum legal practices) yang berupa
perilaku para ahli hukum (lawsers) dan keputusan badan peradilan.®

Masyarakar sejatinya yang membentuk suar norma hukum sesuai
denpgan kebutuban atau perubaban pada unsurunsur yang terdapae di
masyatakat, Dengan demikian, norma atau peraruran hubkum dapar berubah-
uhah secara elastis arau luwes dan terbuka werhadap perubahan vang terpudi

4 Harold J. Berman, Law angd Revedution: i Enrmnstos of ie Henem Lagal Vi (Cambridge:
Harvard University Press, 1981}, kal 29,

2 Mempenal Tara Hidoem Indenesia



di masyarakat. Apabila suatu norma hukum berubah, maka rat hukumnya
dapat  berubah  karena masvarakat yang mengakui, menenmukan, dan
menetapkan keberadaan suarn norma hukum dalam rate hukum. Dengan
demikian, tata hukum pun bersifar tetbuka rerhadap perubahan vang terjadi
di masyarakar.

Susunan atau struktur tata hukum akan mengalami perubahan apabila
muncul peraturan baru akibar dari perubahan sesial yang mendorong
munculnya permintaan dan twnmitan dari masyarakar sebagai pendapar atau
opint  publik {public opinum). Perubaban vang terjadi di masvarakat
cenderung atau mendorong untuk dibuar peraruran hukum baru agar dapat
mengantisipast dan mengakomadasi perubalan sosial vang tenadi. Dengan
demikian, suare perubahan sosial dapat menimbulkan perubahan norma
hukum dan pada gilicannva dapar mengubah susunan agae scrukour tata
hukum.

Dalarm penyusunan tata hukum digunakan caracara dan kriteria
tertenmu dengan berbagar kegiatan. Di antaranya, melaskukan  klasifikasi
(classification) arau pengelompokan  bidang  hukum  berdasarkan kriteria
tertentu. Menurur Paton: clossification has twe objects: firstly, the discovery of
logical stvuecture that will enable the mles of the law o be so interdlared and 5o
effecuvely gl comcisely stated thar they may be more casily grasped. applied, and
developed; secondly, in order to enable lwyers te find ther faws” Berarmi, ada ada
dua sasaran sekaligus dalam pengelompokan hukum, vaitu untuk mencari
strukrur hukum yang logis araw dapar diterima akal dan untuk menemukan
peraturan hukoam.

Sehubungan dengan hal i, Kranenburg menyusun struktur tata
hukum berdasarkan kriteria atau perbedaan antam hukom publik dan
hukum perdasa” Pembagian ini menurur Utrechr didasarkan pada tradisi
hukum (legal eradinen) Romawi yang diwariskan melalui proses sejarah
hukum yang panjang dan berlangsung lama, Utrecht pun melakukan
pembagian atan pepyusunan stouktor tata hukum berdasarkan kriteria aau
pembedaan menurur isi atao substansinya, yairn hukum publik (pablic few)
dan hukum perdara (private law)” Adapun pembagian hukum menurur
Urechr, selagat berkur:

" Pan, Cicorpe Wheteerss Poion, 4 Teor-Sod al darigrudencey, 2 Edison {Loesdon: Oxiond
Umiversity Press, E951), hal. 204,

" E Lirechi Pengonior dalam ks Tedonesir, Cetslan Ke (lakarta FT Penerdyil dan Bala Fuks
Ichisar, 0], hal. 6T

b, hal SH
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1, Hubum publik, terdiri aras:
i1 Hukum Publik dalam arti sempit (Hukum Negara dalam arti luas),
terdiri aras:
1.1.1 Hukum Negara dalam arti sempit (Hukum Tara Negara}
1.1.2 Hukum Administrasi Megara
1.2 Hukum Acara, terdiri atas:
1.2.1 Hukum Acara Administrasi
.2.7 Hukum Acara Privat
1.2.3 Hukam Acara Pidana
1.3 Hukum Perburuhan
1.4 Hukum Pajak
1.5 Hukum {Publik) Internasiona
L. Hukum Privar, terdirt atas:
2.1 Hukum Perduta
1.2 Hukum Dagang
3. Hukum Perselisihan, rerdir atas:
3.1 Hukum Perselisihan MNasional, terdiri atas:
1.1.1 Hukum Intesgentil (Hukum Antar Golongan)
1.1.2 Hukum Antar Amami
1.1.3 Hukum [ntetlokal
3. 1.4 Hukum Interregional
3.7 Hukum Perselisihan Internasional arau Hukum Privar Internasional
4, Hukum Ekonomis
Hukum Pidana
Hukum Transicue (Hukum Peralihan, Hukum Antar Walkau).”

o

Pembagian atau pengeolongan hukum berdasarkan hukum publik dan
hukum perdata ini didasarkan pada s, materi, arau substansi yang diarnur.
Hukum publik memuar peraturan yang mengatur kepentingan umum atai)
kepentingan publik, Sedangkan, hukum perdata memuat peratliran yang
mengarur kepentingan khusus atau kepentingan perdata atau kepentingan
pribadi.

Hukum publik dalam konteks sekarang, disebur pula hukum negara
karena negara merupakan organisas: yang mengatur dan mengelola atau
menvelengrarakan kepentingan publik. Hukum publik terdiri atas hukum
publik dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur onganisasi negara
sehingga disebut hukum negara, Dalam hukum negara rerdin aras hukum

* Ihict, hal &7
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negars Jalam ard loas mencakup hukum mm negara dan hukum
sdminisrrasi negara. Sedangkan, hukum negara dalam arti sempic hanya
HTK. Kemuodian, hukem publik dalam arti luas yang mencakup hukum
acara, hukum perburuhan, hukum pajak, dan hukum internasional yang
bersifar publik. Setelah ine, bidangbidang hukum fain di luar hukum publik,
Khusus untuk hukum pidana, Utrecht memiliki pandangan vang berbeda.
Menurutnya, hukum pidana bukan rermasuk hokam publik aru hokem
privar, rerapi hukum pidana sebagm hukum sanks istimewa atan khosus
(bejronder sancnereche), baik pelangearan hukam privar mavpun pelanggaran
hukum pidana”

1.2 Serubktur Tara Hukom Tndomesia

Berkenuan  denfan  scrukeur tarn hukum Indomesia,  kriveria
pengelompokan hukum sangar ditenmikan ofeh masyarakar dan bangsa
Indonesia. Kusumadi menyatakan hahwa setiap tara hukum mempunyai
struktur tertentu didasarkan pada kepribadian  masvarakamnya." Dengan
demakian, tata hukum Indonesia memiliks strukror dan kepribadian sendiri
yang didasarkan pada falsafah bangsa Indonesa, mlah Pancasila. D dalam
Pancasila memuar nilai-nilai yang dijonjung tinggi, vaim kepentingan publik
(public mterest) ditemparkan afag berada di aras kepentingan pribadi atau
kepentingan individu (individual meerest) dan kepentingan masyarakar (ocial
interest). Kepentingan publik dalam hal ini dilaksanakan oleh negara sebagai
organisasi yang menyelengegarakan dan melindungi kepentimpan publik.

Berdasarkan pemikitan itu, maka strukmor fars hukom Indonesia
terditi aras hukum publik {pacblic tawd,”’ hukum perdata (privace lawd,” dan
bidangbidung hukum lainnea sebagaimana divraikan berikur ini:

1. Hukum Tata Negara;

- Hukum Administrasi Megara;
. Hukum Kepegawaian;
Hukum Perburuhan;

. Hukum ajak;

b e e

* ikt Hal, 5%

' B i, Pedkomssan, lul. &1

" Bean A CGiamer F, Flack s L Phenemary (Minnesoas: Wes Uiroup, Bseily, hal. Pidd: P
Lo The I"'l'.l.-l'l'-l.f'i'-llulu' :I'l.'dl'.'.l.llg wlth the sekaekans fenees v riviotacal g i Levernmeny. s with
e e e ol ipe e i of prvernment dsev

=] fhid, baf 1213 Priware Oew T fondye of dane el weitke e perTEes amd fheir properie fri g
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Huskum Agraris;

Hukum Pidana;

Hukum Perdata;

9. Hukum Dagang;

10. Hukum [neernagional;

11, Hukum Acara;

12. Lembaea Peradilan:

1 3. Penyelesatan Sengkera Alternaeif dan Arbitrase,

iy

o

Strubrur tata hukum i aras disesuaikan dengan pengertian tata
hukum yapg tidak hanya memuoat norma ataw peraniran hukum yang
direnrukan oleh pemegang otoritas, tetapi juga mencakup kepurusan hakim
puda badan peradilan dan keputusan para profesionalis sebagai ahli hukom,
seperti mediater dan arbiter.

Mengenai keberadaan dan kedudukan hukum acara dalam serukour
tata hukum berada di bawah, dapar dijelaskan babwa hukum ascara pada
hakikatnya memuar kerentusan tentang proses penegakan houkom atau hak-
hak subjek hukum. Mareri yang diatur dalam bukum acara tentang rahap-
talap dan prosedur atau tara cara yang harus ditempoh dalam menegakkan
hidang hukum rertenti atau tahapan dan prosedur untuk memperoleh dan
menegakkan hakhak tertenm, Qleh sebab iwa, bukum acara juga disebur
dengan hukum formil vang fungsi utamanva untuk menegakkan hukom
materiel. Dengan demikian, keberaduan dan kedudukan hukum marericl
diprioritaskan daripada hukum formil.

Bidanglidang hukum yang berlaku di Indonesia vidak diarur datam
Konstinsi UUD Tahun 1945, Berbeda dengan ULID Sementara Tahun
1950 vang memuar hidangbidang bukum yang harus disiapkan dalam
bentuk peraruran perundspgundangan sebagaimana diacur datam Pasal 102
LILIDE 1950 vang menyatakan:

Hukem petdata dan hekum dagang, adom pidana siptl maspun hukem
pidang milier, hukam atjora fpordona dean hukum o pidana, suswndn
dan kekuasaan pengadilan diane dengan swndangundang dalam kitabkivab
hackum kecuali jika perundangundang menganggap perhe unesk mengatur
beberupa ol dalam wndangundang rersendivi,

Bidanghidang hukum  rersebur merupakan  bidang  hukum  yang
kanvensional atau menganut tradisi hukum atau kebiasaan yang sudah bama,
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vaitu membagi hukum pidana dian hukuem perdara, dikombinasikan dengan
pembagian hukum materiel dan hukum fornul aeaa hukom acara.

Meski demikian, srruktur rara hukum dapar disusun sesuai dengan
pembagian  berdasarkan mustan marens yang  diawr, Dalam bal inid,
dibedakan anearn hukum-bhubkum dasar (hasic lows) dan hukum-hukum
sekvoral {sectoral bavs) yang mengatur sektor tertenmu, sebagnimana divraikan
di bawah ini:

1. Hukum-hukum dasar mencakup:

- [-Hukum Tata Megara;

I.2. Hukum Administrasi Negara;
[.3. Hukum Pidana;

.4 Hukum Perdara;

1.5, Hukum Acara; -

|6 Hukum [nrernasional.

L. Hukum sckroral, Hukum Ekonomi misalnya, yaite peraturan-peraruran
bukum yang mengatur sektor ckonomi, antara lain mencakup:
1.1. Hukum Kekavaan [neelekmal;

1.2, Hukum Perusahaan;

13 Hukum Perbankan;

L4, Hukum Pasar Modal;

1.5. Hukum Penanaman Modal;
La Hukum Perambangan;
1.7.Hukum Kepariwmsataan,

Berkenaan  dengan Hukum  Ekonomi,  Sunanat Hartono
membedakannya menjadi dua bagian, vair:

1. Hukum Ekonomi  Pembangunan,  menyangkut  pengaturan dan
pemikiran hukum mengenar cara<cara peningkatan dan pengembangan
kehidupan ekonomi Indonesia.

2, Hukum Ekonomi Sosial, menyangkur pengaturan dan pemikisan
hukum. mengenai caracara pembagian hastl pembangunan ekonoms
nasional secara wdil dan meraea

Litrechr pun mengentukakan tentang hukum ekonomi. Menurutnya,
hukum ekonomi terdine dari peraruran-peraruran hukum publik dan hukum

"OFG :‘-:-IIrII:lr_h‘-:II:i Hanoess, Fikiowe E&aisimi Prmadvnerean Ingosera (Jakors: Bmdan Pembicsan
Huleam Sassonal, 19570 hal. 35 e reg
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privat sekaligus yang mengatur akrititas atau keguacan perekonomian, bak
yang dilakukan oleh individu maupun pemetintah, '

Pada masa mendating dimungkinkan munenloya bidang-bidang
hukum yang mengarur sebtorsekror rertentu, karena sebagaimana dikerahui
bhahwa norma hukum bersifar teebuka terhadap perubaban. Begito pun
Jdengan  strukrur tata bukum. Perubahan sosial  vang  terjadi  dapar
berpengareh langsung erhadap  pengorganisasian sosial  melalud norma
hukum, Hal ini berpengarub terhadap strukeur e hokom yang ada.
Apalagi, perkembangan masyarakat cenderung mengarah pada eliferensiasi
Jar spesialisasi, norma hukumnya jugs demikian,
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HUKUM TATA NEGARA

7.1 Arti, Unsur, dan Bentuk

ukum Tara Megama secamn sederhana dapat deartikan  sebagai

BOFMA ATAU petamiran yang mengatur rentang negart. Berkenaan

dengan hal ind, ada baikoya rerlebih dahuolu divraikan renrang arri
netrarn yang menjadi obyek pengacuran.

2.1.1 Arti Negara

Istilah negara dalam bahasa Belanda seaee, Bahasa Ingeeis stare, dan
bahasa Perancis erar. Nepara dapat diamikan secara formal dan marerial.’
Wegara dalam arti formal adalah negara ditinjau dan aspek kekuasaan, yair
suanl organisasi kekvasaan yang secara bukum egal) merupakan subyek
hukum yang diberi wewenang untuk bertindak dan dalam menjalankan
rindakanryn dapar dipaksakan secara fisik melalui aparamsnya. Kekuasaan
negara dalam arei luas mencakup tiga kekuasaun polink artau rias politika
(trias politica), vaitu: eksekuotf, lesisladf, dan yadikarf, Meski demikian,
kekoasaan negara lebibh berkaitan dengan kekvasaon  eksekurnit yang
dyalankan oleh pemerinzah (government). Kebuasaan negara dalam literarur
lazim disebut dengan kedaulatan negara (smevereym state).” Negara dalam arn
marerial merupakan organisasi sosial vang secara realitas sosial diakui sebagai
salah satu benruk dari organisasi arau perkumpulan sosial. Dalam hal ini,
negara memiliki kesamaan atan ounp dengan organdsasi sosial  pada
umumnya, perkumpulan olah raga misalova, memuliks Resamaan unsur

'F. kjware, Pesganiar S Politk (Bandung: Banacapia, 14743 hal B2
T Adiew Yiscoil Theories of e Siese OO Toed Bagdl Bllackwell Lal, 19874, hal. 22,
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sepern adanya pengurus dan peraturan organisast.

Roger H. Solrau mengarikan negara sebagar an awthoriny or agency
managing or controlling these affairs on behalf of, and in the name of, the
community. This agency or asthority we call the stare.’ Dalam ilmu policik, negara
lebib dipandang sebagai kekvasaan atu perwakilan yang bertmadak unruk
dian atas nama masyarakar untuk mengelels dan mengendalikan kebadupan
hersama {common  life). Sedangkan, Maclher mengartikan negara adalah:
preaiasg vang mensclengrarakan |1||_-n|,-'rr|.||1rn:| et didarn stetoe massarakae dalom suarn
wilgvah  dergan  berdasarkan  sistem hukum vong  duelenggarakan eleh  suatu
pemerintah vang wniek maksud terscbur diben kekwasoan memaksa” Konsep
tersebur memiliki kesamaan makna. Kesamaan it berkenaan dengan aspek
perwujudan negara, berupa perkumpulan, agen, amu asosiast dan berkenaan
dengan  aspek  mijuan dibenmikova  negara unmk  menyelenggarakan,
menpelala, atau menpendalikan kehsdupan bersama amu melakukan
penertiban masyarakar, Dalam ilmo hukem, konsep negara dipandiang Jan
aspek hukum dan aspek kelembagaan, Hans Kelsen misalnya, menempatkan
nepara sebaral sistemn hukom (snae as lepal swstem) don negara sebapai
Piraskrast (st s bureawcracy). Datam koneeks ini, Kelsen menvatakan:

The state, then, 15 @ lepal system, Not every legal swzem,  however, s
cherractenized s a seate, this charactevization is used onty where the Lpal svset
estiblishes certaim orpany—whose vespective functions weflect o divisiom of
fuhr_nur—f'r_lr credating ol |_1.p|‘1£:1::lu1l the wirens r.lml'llill.'k: the ['-s,uu! FAFLenm. When the
begal svstem has achicved o cortain degree of cencralization, it is characterized ws
a state. The state organ functioning along bines that reflecr a diwasien of labour
becomes—as bearer of the centralized legal function—a st official, which is
e omgan legally qualified in g speafic woa, The wate, acting through these
afficiecls,, The  apparanes  comprising  officuls  onpons of  the  state—the
Paveasecracy—is few o the cvobetion from judicial state o administrative statde,”

Fumusan  kabmar di aras sengaja dikutip agak lenpgkap  karena
i L
merupakan dasar pemikiran yang melandasi reori hukum, dokten atan

" Boger 1L Solou, Ae farvdictinm o Fidinc (London: Lonpmans, 19800, bal 1.

YR Mackver, "The Modemn Siate,” dalam Dirror-thasar flew Pofiol Bl Sevwsd okeh Misam
Hudiardjie ( lukaris: PT {ampenlas Pustehs | ema, 20050 bal, &0

" Haes Kelsen, “Reine Becheslehre or Pore Theors of Liw ™ dareodurcnes e oe Probiemy af Leps!
Theory, iranskabed by Bonmnae Litschewiki Proleoes dan Stankey L Paslson (Oxfonk: Clanmibon Press, 2002,
lial #2
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ajaran hukum dari Kelsen yang rerkenal dengan sebutan ajaran hukum yvang
murni {reine rechtslehre atau the pure theary of leud,

2.1.2 Unsur-Unsur Negara

Pendirian arau pembentukan suaty negara harus memenuhi unsur-
unsur terrentu. Berdasarkan konvensi mtermasional di Moneevideo tahun
1933, disepakari bahwa negara sebagai subyek hukum internasional dan
untik itn harus memenuhi unsur-unsue negara. Adapun unsur-unsur negara
menurut konvensi repsebur;

L. Tenduduk yang reeap;

L. Wilayah verrentu:

3. Pemenintah;

4. Kemampuan mengidakan hubungan dengan negaranegara lain®

Unsur penduduk penring bagi suatu pesara karena  penduduk
merupakan orangorang vang bertempat tnggal aroe berdomisili retap i
suat negara. Konsep im sesuai dengan art penduduk menurat Pasal 26
Ayar (2) UILIDY 1945 Perubahan Kedua wang jues dicantumkan dalam
UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(LN Rl Tahun 2006 No. 124, TLN Rl No. 4674), hahwa penduduk adalsh
WKI dan orang asing vang berempar ringgal di Indonesia. Penpertian ini
mendasarkan  pada  pemikiran  rentang  orangorang vang  berasal  dan
keturunan atan nenek moyang yang sama, berdiam ara bertempat tingpal
pada suaru daerab. Kemudian, berdatangan orangorang dan Jaerah atau
wiliyah laio dart keturienan st nenek MY ALE bain. EH_‘l_:l.i]j]j['nl'_':l_r dalam L1
Admunisrrasi Kependudukan dinyatakan bahwa penduduk Indonesia wagnb
memiliki NIK yang berlaku seomur hidup dan selamanya karena NIK
merupakan nomor idenritas penduduk vang bersifar unik arau khas, ringeal
dan melekar pada seseorang vang rerdaftar sebagai penduduk Indonesia,

Pengertian penduduk tersebur secara konseprual berkaitan denpan
konsep-konsep lain, seperni masyarakar, rakvae, wars negara, dan bangsa.
Dalam kamus sosiologr, orangorang atau kelompok orang vang berrempat
ringgal di suaen Jaerah aau wilavah rerrencu (dalam arti geografis) dengan
baras-batas terrenn, disehur masyarakat setempat.’ Ditinjau secara polirik,
penduduk suata negara juga disebur rakyar {peopled sebagai pihak yang

* Bapwam, Pawsganios, hal 83
" Anidal Hasjir v af., Ko ferdka Sownsbop ¢lakarts: Penerbit Progres bebespa sama dengan Pusal
lizhaaa Depanemen Pendidekan Masivnal. 2HE3 L hol édea?,
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herhadapan dengan pemerintah. Dengan demiksan, penduduk, masyarakar,
dan rakvar dalam polieik saling berkaitan schagaimana  dikatakan oleh
Soltau: There can be no community without people to form one, und no commin Life
withowt some definite picce of remitory i which 1w make that particular experinient
in collective living.! Penduduk suara negara juga berkaran dengan bangsa yang
menurur Urrecht: s gelovpan manusio sang bersamasama sadar gkan sudti
kesatuen politiic (dam hestoris) sang telah ada di antar mereka dan mereka it
mempninyai kehendak meneriskan dan mempertahankan kesatuan politik revseba.”
Penduduk suatu  negara—sehagaimana telah  dikemukakan—juga
dapat dikategorikan sehaga warga negara. Menurnic Undang-Undang Mo, 12
Tahun 2006 wentang Kewarganesaraan Republik Indonesia (LN RI Tahun
1006 Noo 63, TLN Rl No. 4634), warga negara berarti warga suatu negara
yang ditetapkan berdasarkan feraruran perundangundangan. Pengertian ini
sinkron dengan konsep warisa negara vang dikemukakan oleh Utrecht, yait
mereka vang mempunyai  keangpotaan yuridis  dars negara.”  Dengan
demikian, negara sehapsi organisasi memiliki anggota wlah warga negara,
Logis, apabila  persyaratan keanggoraannya  Jidasarkan padi  kerentuan
vuridis.
Dabauli, status kewarpenesaraan seseorang didasarkan pada dua asas,
vairy asas darah keturunan (s sanguinis) dan asas tempat kelahiran Gus soli),
Kedua agas rersebut menimbulkan persoalan hukam, yait:
|. Bipatrida ata kewarganegaraan ranghkap. Apabils seorang berketuninan
banesa A yang didasarkan pada asas ne seguinis, lahic di negara B
Jengan asas ius soli, maka dia menjadi warganegara dari negaranya dan
sekaligus menjadi warga negara B

2. Apatrida atau tidak memiliki kewarganegaraan {srareless), Apabila seorang
keturunan bangsa A vanye didasarkan pada asas s soly, lahir di negara B
dengan asas ius sanguings, maka dia bukan warga negara dani negaranvi
dan quza bukan warga negara B, karena fa tidak lahir di negaranya dan
juga bukan keturunan dan bangsa B,

Sekarang, UL Kewarganegaraan 12/ 2006 menganut asasasas fertentu,
yALEELL:
1. Asas mes segwmss (ow of the Bood):  asas  yang menentukan

* Snliow, fevredectin, bak 135,

"B Lltsechl, Pergantr cifmer Fladom Sidoacssr, Coeakan Ke-d Jakama: Penirhil T dcitior, |y
hal, 1141

' M sl 30
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kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara rempat kelahiran,

2 Asas e soli (ke of the swl) secara terbaras: asas vang menenmikan
kewanganegaraan seseorang berdasarkan negara rempar kelahiran, yang
ihiberlakukan terbaras bagi anak-anak sesuar dengan ketentuan vang
dizeur dalam U1 Kewnrganegaraan,

3 Asas kewarganegaraan  tungral: asas vang menenrukan sar
kewarganegaraan bags setinp orang.

4 Asaz  kewarpanegaraan  ganda  terbatas:  asas  yang  menenmukan
kewarganegaraan ganda bapl anak-anak sesuai dengan kerentuan yang
diarure dalam UL Kewarganegaraan.

Dengan demikian, U7 Kewarganegaraan 1272006 ridak mengenal

kewarganesaraan ganda (bipafide) arau manpa kewarsanesaraan {aparide).

Kewarganegarasn panda vang diberikan kepada anak merupakan suam

penpgecualian (exception),

Status kewargancgaraan seseorang secara konseprual ditenmokan oleh
dua stelsel. Pertama, stelsel pasif, yainu seseorang dianggap menjadi warga
negars tanpa adanya permohonan atau onpa melakukan suam dndakan
hukum. Menurur stelsel ini, apabila seseorang memenubi persvaratan
sebagai WNI menurur UL maka dia menpadi WNI tanpa melakukan
tindakan hukum. Kedua, seclsel aknif, yait seseorang dapar menjadi WNI
apabila telah melakukan rindakan arau perbuatan hukum terenta yang
diajukan secara aktit kepada nezara. Menurmir selsel i1, rindakan ataw
F'I.Tt'll'll.l-:H:lTI hukum ru melalui W e AT i, 1_|.',|i|:1_1 1A Cari I'\ngi GEng
asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalun permohonan,

Menurur Pasal 26 Ayar (1) UUIDY 1945, vang menjadi WNI ialab
orangorang bangsa Indomesia asli dan orangorang bangsa lain yang
disahkan dengan UL sebapar warga nepara. Menuror Tasal 4 UL
Kewarganegarman 10720060, WNI memiliki krireria tertentu, antara lain
yaitu; :

L setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dansatan
berdasarkan perganjian dengan negara lain sebelum UL ind Beclabu
sudah menjadi WK1

L anak vang lahir dard perkowinan yang sah dari seoringe avah Jdan ibu
WL

1. anak yang lahir dari perkawinan vape saby dad seorane avah WNI dan

i WA,
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4. anak vang Iahir darl perkawinan vang sah dan seorang ayah WA dan
i WML

5. anak vang lahir dari perkawinan vang sah dari seorang i WNIL, retapi
avahnva ridak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal
ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak rersebur.,

Menpenai permohonan pewarganegaraan menumt kerentuan Pasal 9

UL Kewarmanegaraan 1272006 harus memenuhs persyaratan erment, Ji

wnEAranYa yaii:

. telah berusia 18 rahen acau sudah kawing

T pada waktu mengajukan permohonan sudah berrempat ringmral i
wilayah negara Republik Indonesta paling singkae lima tuhun berrurut-
rurue atan paling singkst 10 rahun cdak bernurusturon;

. sehar jasmani dan rohani;

4. dupar berhahasa Indonesia serta mengakai dasar negara Pancasila dan
LILIDY 1945,

LILT Kewareanesaraan 1242006 diharapkan dapat mengatasi persoalan
hukum dalam pengaturan tentang kewarganegaraan yang lama, yaru UL
No. 62 Tahun 1958 tensng Kewarganegaraan RITILN Bl Tabun [958 No.
113, TEXN RI Mo, 1647

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami babwa WKL teedir atas
Ui n-OrAne 11;.1”9;5;; Indonesia  asli dan DFART-OTE TR ]Mns_;.-i:a lain VAT
disahkan dengan ULY sehagai WNL Adapun yang dimaksud dengan bangsa
Indonesia asli menurut Pasal 2 UL Kewarganegaraan | 2/2006 adalah orang
Indonesia yang menpadi WNI sk kelahitannya dan tidak pernab
menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dalam komreks lid,
Utrechr mengemukakan konsep arau arti bangsa, yaitue siao golongun
mamesk sang bersamsame sador akan st kesatidn politik {don fuseeris)h yang
coliah adit i cntava mereka dan mereka it mempunyai kehendak memeruskan dan
mempertahankan  kesatwan  politk temebut.! Dengan demikian,  ketika
Indonesia menyarakan kemerdekaan pada tahun 1945, orangotang atau
sekelompok orang vang sadar bubwa mereka merupakan sat kesaruan dan
herkehendak unmk meneniskan dan mempertahankanoya, merekalah
bangsa [ndonesia,

Berkenaan dengan hal ina, muncul wsrilab negara bangsa {the narion
stazed, yury suarn pegara yang didirikan berdasarkan kesamuan wilayah

" ibet, hol 310
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dengan penduduk vang rtinggal sebagai suat kesatuan,  Sebagaimana
dikarakan oleh David Roberrson: Natmsate desiribes g comtext in which the
whole of geographical urea that 18 the hameland for people who identify themselves ax
g comrunity becese of shared culture, history, ond probably lanmage and ethnic
chavacter, 15 poverned by ome polinecal syseem.'” Mendasarkan pada pengertian i,
Indonesia masuk dalam karegori negara bangsa sesuai dengan Konsritusi
LLD 1945 dan Wawasan Nusancara, Meski demikian, menurut Joeniaro,
warga negara, Pangga, Jdan rakyvat sesungrobinya sama karens menunjubk isi
dan kelompok yang sama, vang berbeda hanva pengpunaan kaca-karanya
s,

Unsur wilayah rerrenma bagi sisty pegara. merupaken unsur yang
diharuskan, Wilavah adalah bagan dari bumi ataun dunia yang menjadi
empat bagm suatu negara uneuk menjalankan kekuasaannva, Hal ini
berkensan dengan kekuasaan  rertingei atau kedaulatin suatu  negara
dilabsanakan pada wilayah rertentn. Dengan kara lain, wilavah merupakan
bngkungan kerja dan kekuasaan atau rempar kedaulatan negaen dapat
difalankan secara efekrit.'t Kekussaan negara mencakup seluruly wilayah,
tidak hanya tanah, tetapi juga laoe di sekelilingnyva dan angkase di acasnpa. "’
Wilavah suarg negara juga disebur eeritorial {eriterioal) atu zona {zone).
Batas-baras wilayah svam negara ditencukan aleh hukum inrernasional,
khususnyva hukum  peranjian internasional, baik vang  beesifar Dilaceral
mepun multilateral.

Wilayah Indonesia ditenukan oleh  penanjian internasional yang
pemah dibuat oleh Pemerintah Belanda dengan negara fain, antara lain
seperti konvenst London mhun 1814 vang memuat kesepakatan tentang
penyerahan Hindia Belanda dari Pemerinmb Inggris kepada Pemerinmah
Belanda. Adapun wilayah Indonesia melipuri;

L Wilayah darar: selurub Joeeah (tapak) bekas Hindia Belanda, termasuk
Irian Barar {sekarung bernama Papua). '

2 Wilayah laut: awalnya 3 mil dari panrai (sesuai dengan jarak embak
meriam).  Indonesia  sebagai negara kepulavan denpan wawasan
nusantara, yvaitu pulavpulae sebaga satu kesaruan wilavah dengan lebar

" Diavid Bobersen. The Fenpen Dhicranaer of Paflios | London: Penguin Hooks Did, 1990 kel 532

" Joentario, fTmu e Tia Nygorw el Sambher-Sumier fadie T Soporr | Y ogyvakema: Yavasan
Bailan Pererhin Gajah Muda Yogyakane, 1962}, bal 15,

4 fhidt, hal M

" Memnam Basdiardje, DasorDarar Bee Mol Bdist Revisi (okama: PT Grameslis Pustbn ©lnaiea,
TR §, hul. 1

* Utrecht, Feapanter, hol. WK,
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12 mil dari garis dasar, zona rambahan selebar 24 mil doan sars dasar,
dan zona skonomi eksklusif 200 mil dari garis dasar.”

I, Wilayah udara: menurut konvensi Paris tahun 1919 seriap nepara
memiliki kedaularan murlak dan  eksklusit eerhadap wdara di aras
wilayahnya."

Linsur pemeriniah merupakan unsur yang weama bagi negaea, Tsrilah
atau kata negara sering dikaitkan dengan pemerintah karena berkenaan
dengran kekuasaan yane ado pada negara. Dalam konteks ini, Mirtam
Budiardioc  menguraikan  bahwa negara  mempunyai ormandsasi yang
herwenang unmk merumuskan dan melaksanakan  keputusun-keputusan
vang mengikar bagi seluruh penduduk di wilayahnya, Kepunusan-keputusan
ind, antara lan berbentuk UL arao peratsran-peramuran lain, Pemerintah
bertindak untuk dan atas nama negara serta menyelengearakan kekuasaan
dart negara.'™ Istilah pemenntah merupakan padanan dan kata geoemment
dalam babaza Ingeris, vang menurar Bryan A, Garoer beearriz {a) The serconee
of principles and mules determining fume o stare or organizacion 5 repulated; (b)) The
semvereign power in g nation o state: () An ovganizotion through which o body of
peopde  exercize political auchories, the machiners by which sowvereipn power s
expressed, "

Pemerintah sebagai soatu orpanssesi terdii don otangorang atau
sekelompok erang vang diberi kebuasaan atau wewenang oleh hukum untuk
menyelenggarakan dan menjalankan nigas-migas negara. Dalam lieeracur,
pengertlan pemeringab dibedakan Jdalam aeci luas dan sempit. Menurur
Kusnardi dan Theahim, pemerineah dalam arri luas adalah segala sesan yang
ditaksican oleh negera delom memelegparokan  kesepahreraan rakyamnya dan
kepentingan negara sendin; jodi tdak diortikan sehapai pemerintah womg hanywt
menjulonfun ugas kel saja, melainkan jepa meliputi pastugas lainny
wrmesuek begislanf dan ssadikanf®! Sedangkan, pemeriniah dalam arti sempit,
hanya mencakup tupas eksekunt,

Seriap negara memliki cara memenniah yang berbedabeda sehingea
dikenal berhagai bentuk pemerineahan. Menurut Roberron: There ane rany

Walseesn Sk, "Wawnsan Musantam schuah Eonsepsi Geopodilk,” #aweean Nusamlane olch Adi

Sumardiman ef ., Jakara: Peneriol Surya Imdah, 1970, hal, 26

* Iniwodundi, "Hak dan Kewajiban Indonesaa sebagar Megars Pants,” Foniesan Nesomtanr olch A
Sumardiman ef o, Jakara: Penerbil Surya Idsh, 1925, hal, 53

™ Rudizrdin, Dasar-fhasar. hal. 53-34

* Bryan A, Carmer B, Wlack 5 Line Dictiveary, | Wes Cieeug, 199%), Bal N1

A ddali, Kusnardi dan Harmaily |brahim, Meaganiar vkess Tafe Negova fecfonesia Cakaria: Pusi
Bt Hakom Tat Megam Faknltas Hukom Liniversitas Imboiwmsin, 1976, hal, #5
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different forms of governmens, swch s democracy, autooacy and dictatorsdup,
Bentuk pemerintahan demokrasi sudsh dikenal pada masa Yunani yang
dikemukakan oleh Arstoteles. Tsrilah demokeasi berasal dari bahasa Yunani
kuna (ancent Cireek) terdiri dan karakara: demas berarti rakyae (the people} dan
kratos berarri kekuatan  {sremgh) arau kekuasaan. Denean demikisn,
demokrasi adalah kekvatan rakyar acan kekuasaan pemerintahan berada di
angan rakyat. Menurur Roberrson, demokrasi baru memiliki makna yang
bermanfaat (ascfiel meaning), apakila Jdikaitkan dengan kara lain, yair
demokrasi liberal (beval democracy), demokrasi perwakilan (represenzarive
demacracy), demokrasi partsipast (participatory democrae) aran demobkrasi
bangsung (direct democracy).”’ Sementara itu, George . Edwards 11 et al,
mengarakan: {J{'mxrﬂq 15 g Pedns of selecting p.;i-|r'|_'_b."rn.:[|:;.|_'r_*: and of organizing
governnient 5o that policy reffecns cinizens’ preferences. Todas, the rerm democracy
thes 115 place among terow Like freedom, fustice, and peace as o word that seemingly
nas onby positive conotations.” Konsep atau pengertian ini lebib mendasarkan
pada demokrasi dalam tataran praksis yang digunakan sehagai suan sistem
pemilihan dan tentang pengelolaan pemerintshan vang mencerminkan
pilihan rakyar.

Unsur negara vang  keempat  berkerson dengan kemampuan
mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Menurur Starke, hukum
meernasional memperhatikan aspek kemampuan mengadakan hubungan
dengan negaranegara lain sebagai aspek yang paling penting (the most
important),” karena aspek ini membedakan negara sebagai kesanian potieik
vang berdaular dengan kesamian polivk lun vang ridak berdaular atau ridak
sepenuhnya memiliki kedaulatan.™ Misal, negara vang berada di hawah
perlindungan  atu  perwalian  suang Megard, vaitu negara proektorae,
dianggap tudak mampu mengadakan hubungan dengan negara lain karena
vang melakukan hubungan adalab negara vang melindunginy.

Berdasarkan data dan fakra sejarab nasional Indonesia menunjukkan
bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tangeal 17
Agustuz 1945, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaular diakui
oleh  negara  lain.  Berikur  ini beberapa peristiva  sejarah  yang

" Robestzon, The Feapis, hal. 201

2 thid,

* Goomge C. Edwards 1. Martim P Wattenberg, Roben L. Lineberry, Giovernmgnt i Amerca: Peaple,
Podirics, g Podiey, Briel 3™ Edition (ew Yook: Pearsan Edusnim bne., 20065, bal 14

10 Srarke, “An Introducton 1o lntermational Lew.” dalam Femganies o Fafink vich F. Isjwara,
Plempantor o Podick (Bandung: Bmacipae, 19745 kal #3
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meneindikazikan hal in:
1. Tangeal 13 Marer 1947: Dura Mesit mermbawa surat dari Liga Arab,
Abdul Maunem.
2, Tangmal 31 Maret 1947 Inggris mengakui Indonesas de facto secara
tethatas.
1. Tangeal 11 April 1947 delegas Indonesia diketuai oleh K.H. Agus
Salim riba di Mesir,
4. Tungeal 17 April 1947: AS mengakui de facto Republik Indonessa.
5. Tangeal | Juni 1947: Mesir mengakui Republik Indonessa.
6, Tanpeal 12 Agustus 1947: Delegasi Indonesia diterima menjadi anggota
Jdalam Dewan Keamanan PEB.
_ Tungeal 24 November 1947 Saudi Aralia  meneakui  Republik
Indinesia. *
8, Tanggal 26 Mei 1948: Rusia mengakui Republik Indonessa.”

-
]
i

Berdasarkan peristiwa sejarah Jdi aras, terbukti babwa Induomnesia
sehagai negara berdaular mampu mengadakan hubungan imternasional dan
Lahkan diakui sebagai subyek hukum internasional:

2.1.% Bentuk MNegara

Menurut Leen Duguir, bentuk negara dapar dibedakan dan aspek
pengangkatan kepala negara ™ Apabila kepala negara diangkat berdasarkan
bak waris arau keturunan, bentuk negars i adalah monarks dan kepala
neparanya disebur raja atau rane Sedangkan, apabila kepala negars dipilih
melalui pemiliban umum untuk masa jabaran tertentu, maka Dentuk negara
st adalah eepublik dan kepala negaranya disebunt  presiden.” Meski
Jemikian, menurur Wolhofl pembahasan tentang benuk negars sulit
dipisahkan  dengan  sisrem pemerintahan, ™ Hal 1 herkenaan  dengan
susunan  negara  dalam  menplankan  kekuasaan  atan kedanlaran  di
wilayahmya, maka dikenal benruk-hentuk negara, Ji antaranya.

Pestama, benmuk negara uni, yaion penggabungan atau perserikatan
negarpnegara. [stilah umi dari bahasa Inggrs union herarti penyataan,
Menurut Urrecht, negara uni terbeneuk apabila dua (arau lebih} negara yang

17 [ svnra, ok Aoty Srwmdu . fisaeran Winkd fpeppw’ |7 Agiius JURS Ko Panglaahinee
ravegpal )7 Agrecus JAER akatta: Yayusm Pendidikan Kaqurinn, [%535 hat 1H-d6

T pean Duguit, dalem Busmand dis Ibrahimn, Pengsaar. il B3

= Thad.

% g4, WolhotT, Pongeatnr T Sk Toe Negorse Sacfunesto [1akam Penerbiz Timun Enue, 198,
hal, TR BD
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merdeka dan berdaular mempunyai saru kepala negara yang sama acau dua
negara dikepalai aleh sar kepala negara,” Dalam koneeks ini, dibedakan
smrara pepara uni real dan negara uni personal. Negara uni real rerhenmk
apabila negarsnegara angpora perserikaran ditkar secara konstitusional
untuk membenruk badan aau organ pusae bersama vang menguros
hubungan internasional.™ Sedangkan, uni personal terbentuk apabila
masing-masing negars anggora perserikatan masih rmemiliki kedaularn Jdan
arributnya sendiri.

Kedua, bentuk negara tederasi, vairu penvatsan atan peleburan dan
negira-negara. Masing-masing negam itu melebur dan membenmok saro
megara yang berdini sendint dan berdaular. Masing-masing negara yang
melebur it disebur negara bagian, Dengan demikian, ada  susunan
kebouasaan atau kedaulatan nepara, yain negara foderal dan negara bagian.

Kenga, bentuk negara konfederasi, yainu penpgabungan negaranesara.
Masingmasing negara anggorn konfederast masth tecap memiliki acribur
xenegaraan dan kedaulatan, dalam hukum incernasional ridak merupakan
megara,

Keempar, benmuk negara kesatuan {unitary staw), yainn negara yang i
dalamnya terdapar persamuan (enion) dan kesatvan  (wnind.”* Menurur
Utrecht, negara kesatuan adalab suatu negara yang odak terdini atas
beberapa daerah yang berstarus negara bagian, dengan UUD sendiri, dengan
kepala negara sendini dan menteribmenteri sendiri, yang mendeka dan
berdaular.” Bentuk negara ini relevan dengan Indonesia. Dalam Pasal 1
UL 1945 Perubahan Ketiga, secara regas dinvatakan:

I Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbenruk repuklik.

1. Kedaulatan berada di tangan rakyar dan dilabsanakan menurut undang
undang dasar.

3. Negara Indonesia adalah negara hukum,

Berdusarkan ketentuan rersebur dapar diketalun bahwa  Indonesia
adalah -Negara  Kesamuan Republik  Indonesia,  dengan pemerintaban
demokrasi konstitusional yang didesarkan pada negara hukum. Indonesia
secara konstitusional  mengakui  dan menjamiin adanya  pembatasan

" Ltireche, Spspairiar, hal. 170
" lswarn, Feapawiar, bal TEb.
Ytk bal 18K

" phgt,

¥ Utreche, Fowpaner, il 197
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kekuasaan dJalam  penyelenggaraan  kekuasaan pegarn.” Dalam hal ind,
hukum menurue Krabbe merapakan kekoatan memermrah, hukan hanya
manusia yang berada di bawah kekuasaan hukum, negama pun di bawah
perineah hukum, Hukum ity berdaular, vang berada di agas sepaly sesuatu,

termasuk negar,’

2.2 Pengertian Hukum Tata MNegara

Hukum Tam MNegara adalabh hukum  negara yvang merupakan
terjemahan dan bahasa Belanda stantsrechy, Hukum negara secara konseptual
serdiri atas hukum negara dalam arri luas (staatsrecht i namere zin) dan
hukum negaga dalam arti sempic (staacsreche m engere zin).” Hukum Tara
Negara merupakan istilabvang digurakan untuk hukum negara dalary arti
sempit. D Ingeris, digunakan silah Constitetional Low unruk Hukum Taea
Megara karena substansi yang dibahas lebih dominan tentang konstitus,
Namun, ada yang mengrunakan sstilah Stare Law. Di Perancis digunakan
istilah Droir Constiutionnel, ™

Dalam hirerarur dipumpar beberapa konsep atau pengertian tentaby
Hukum Tara Negara, Berikur ini dikemukakan definisi Hukum Tar Negara
dari para ahli:

[, wvan der Pon peraneran-peraturan vang menentukan badan-badan yang

diperlukan  serta wewenangnya  masing-masing, hubungannya  sam

dengan yang lainnya dun hubungannya dengan individu-individu (dalam

Legraraniya)

Logemann: hukum yang mengatur organisasi negara.

van Apeldoom: hukum negara dalam artt sempin menunjukkan erang:

orang vang memesang  kekuasaan  pemerintshan dan basashars

kekuasaannya.

4. Wale and Philips: peraturan  hukum  yang  mengatur alatalat
perlenghkapan negara, rugasnya dan hubungan antaralar perlengkapan
EEata ini.

5. Moh: Kusnardi dan Harmaly Thezhim: sekumpulan peraturan hukum
yang mengatur onganisasi negard, hubungan antarala perlengkapan

R

® Finily Asshsddigie. Memgontor Moo Hubun Toda Negoro (rakann: BT RajaCinafisdo Persmla, 2011},
hal. 2H1

U ypeche, Fongamar, hal W4-415

" Kausnardi dan IBeahim, Fengeesar, hat 5
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. negara dalam garis vertikal dan horizontal, dan kedudukan warga nesara
dan hak asasinya.™

sementars itu, himly Asshiddiqie memberikan pengerdan wentang
L HTN dengan membahas berdasarkan mimusan pada masingmasing kata:
|

Perhataan "Hukset Tate Negara® berasal dari perkataan "hudkum™, “rawa®,
dan “regara”, yung i dalomnya dibahas mengenai wasan penatacan negiro
Tatt yung terkont dengan kama “reob" adeloh order yamg basa juga
diterjernahkan sebagai "ma fertib® Tato negara herarti sistem penataan
negara, vang berisi ketemtwan mengenan stnckoer kenegavann dan sebsienst
nema henegparaian.’!

| Perbedaan perumusdn definisi lazim dijumpad, karena secara ilmiah
atan akidemik masing-masing sarjana atau pakar hukom memiliki sudue
pendang acau perspektif vang berbedabeda sehingea fokus perhatiannya
Yoas of interest) juga berbeda. Logis, apabila mercka membuat rumuosan
definisl yang berbedabeda pula,

2.3 Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia

Sehagnimana telab dikemukakan bahwa setelab gerakan reformasi
Serhasil menumbangkan rezsim pemerintahan Orde Baru yang dipimpin
oleh Presiden Suharto pada abun 1998, telah cerjadi perabahan sistem
ketatanegaraan  Indonesia  secara  signifikan,  Perubahan UUD 1945
dilakukan hingga empat kali dalam kurun waktu yang relacif pendek.
| Substanst yang diatue dalam UUD 1945, khususova berkenaan densan
fembaga (ringei) negara telah mengalami perubahan, Lemboga negara yang
duatur dalam UUD 1945 sehelum dilakukan perubahan beriumlah enam
Eembaga (tinpgi) negara, yait;

Magelis Permusyvawaratan Rakyat;
Presiden;

Dewan Merimbangan Agung;
Dewan Perwakilan Rakyar
Badan Pemeriksa Keuangan;
Mahkamah Apune,

ok ol L

* feid, hal. o2
“ msshiddwie, Pengrwser, bal 14-15
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Sekarany, lembagadembaga negara tersebur sudah berubah  dan

perubahan itu bukan hanya terhadap keberadaannya tetspi juiga perubahan
terhadap wewenang pada masingmasing lembaga negara. Adapun lembuaga-
lembaga (tinge) negara serelah dilakukat amandemen atu perubahan UL
1945 adalah sebagai berikut:

L

Majclis Permusyawaratan Rakyar: keberadaan MPR sekarang sudah
beruhah karena MPR bukan lagi sehagai lembaga tertinggl negara dan
wewenangnya pun Jdilatasi.

Presiden: wewenang Presiden dalam pembuatan UL sudah berubah,
Semula kekussian membenmuk UL berada di rangan Presiden
sehagaimana diame dalam Pasal 5 Ayar (1) LILID 1945 sebelum
penibahan (praamandemen).

Diewan Perrimbangan Agung: pada tahun 2004 melahui LUUD 1945
Perubahan Keempat, dibapuskan arau disiadakan keberadaannya. Meski
demikian, menusur Pasal 16 UUD 1945 Perububan Keempat, Presiden
diberl wewenang membenruk dewan pernmbangan unruk memberikan
nasihat dan pertimbangan,

Dewan Perwakilan Eakyvat: wewenang DR dalam |-E*;Etb|.:h5l semakin kuar
sebagaimana thatur dalam Pasal 20 Ayar (1) UUD 1945 Perubahan
Pertama yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasan membentuk
L

Dewan  Perwakilan Daerah: keberadian DPD merupakan lembaga
(tingei) negara yang baru dalam sistem keratanegaraan. Keberadaannya
dicantumkan dalam UL 1945 Perubahan Ketiga pada mbun 2001
DPD sehagat lembaga (ringsi) negara merupakan realisast dari sistem
bikameral. Semula, MPR adulah  pelaksana sepenuhoya {(runggal)
kedaulatan rakvat, Dalam konteks ini, MPR rerdiri atzs: DPR, urusan
daerah dan utusan  golongan. Sekarang, MPR bukan sstesamnya
pelaksana  kedaulatan rakyar dan komposisi keangpotzanmya  pun
berubah, yaitu terdiri atas: DPR Jdan DD yang keangeotaanmya dipilih
melalui Pemilu. Dengan demikian, sistem parlemen berubah menjadi
sisrem bikameral ¥

Badan Pemeriksa Kevangan: keberadaan dan wewenang BPK menurue
Pasal 13 Avar (5} LIUD 1945 unruk memeriksa mngsung fawah
keuangan nemra. Sekarang,  berdasarkan Pasal 23E ULUD 1945

o bahfud MO Perdemran Hobmm T Mepanr Parcecsonieees  Eossfed {lakema FT
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Perubahan Ketiga, wewenang BPK untuk memeriksa pengelolian dan
rangeung jawab keuvangan negara, Berarn, kedudukan dan WEWETL T
BPK seperti akuntan vang melakukan pemeriksaan baudiing) kevangan.

7. Mahkamah Apung: keberadaan MA bukan SAMUSATUNYE  pemesng
kekuasaan  kehakiman,  Sckarang,  kekwasaan  kehakiman yang
diselengrarakan oleh MA dibarasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 244
Ayar (1) UL 1945 Perubahan Ketiga.

5. Mahkamah Konseitusic keberadaan MK merupakan lembaga (nings)
negara yang bara, yait sejak tahun 2001 kerika dilakukan perubahan
LIUTDY 1945 yang ketiga. MK berkedudukan sebugai pemepang kekuasaan
kehakiman berwenang mengadili pada tingkac perama dan rerakhir
Yang putusanove bersifar final, yaitn untuk pengujian UL rerhadap
L. =

Kelembagaan  (tinge) negara di anas meripakan  realisasi  arau
peraujudan dari mias politica. Selain, lembaga (tngei) nepara di acas masih
ada lembaga negara lain yang diarur dalam UUD 1945, seperrt Komisi
Yudisil dan Komisi Pemilihan Umum, Namun, keberadaannya dianggap
merupakan cabang dani ciga kekuasaan  dalam Jokerin erias profitici.
Perubahan pada lembagadembaga negara tersebur telah mengubah sistem
ketatanegaraan Indonesia,

Perubahan ftu bukan hanva rerhadap kebersdaannya retapt juga
perubahan pada hubungan antarlembagn negara vang hersifar mengawasi
dan menyeimbangkan (check and bulance) ' Sebelum petubahan LILID 1945
menunjukkan bahwa pihak eksekurif berada pada posisi vang kuar (evecutive
heavy) sehingga dapat mendominasi kekuasaan poliik lainnya. DPR selagai
lembaga legislatif dan MA sebagai lembaga yodikadl dibuar ridak berdaya
oleh Presiden Suhareo, Melalui perubahan st amandemen LU 1945
kesetaraan  kedudukan antadembaga  nesara dapar  Jdiwujudkan  dalam
hubungan antarlembaga nepaea melalui mekanisme check und balance,
Namun, setelah dilakukan empar kali perubaban TILID 1945 ternyars yang
terfadi justru sebaliknga, Pihak legistatit sekarang berada pada posisi yang
kuar (egislanee heans). Bahkan, Jimly Asshiddigie menyatakan hahwa sistemn
konsritusi UUD 1945 tidak lagi menganur dokerin pembasian kekuasaan
rerapl menganut doktrin pemizsahan kekoasaan,*

" bt ol &9
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Hukum Tt Mepara 23



2.4 Hak Asasi Manusia

Indonesia sehagai negara berdaular diakus sebagai sulwek hukum yang
memiliki kebebazan dasar untuk mengambil kepurusan dan menentukan
kebijaksanaan, baik bersifar nasional maupun internasional.  Kebebasan
dasar tersebur dicantumkan dalam Pembukaan ULID 1945 yang memuat
mareri  atau  substanst  tentang makna  kemerdekaan,  penghapusan
penjajahan, pelaksanaan ketertiban dunia, dan mjuan dibenmknya nepara
Republik Indonesia.

Kebehasan dasar vang urama adalah hak-hak asasi manusia (human
mghts), Hak dalam doktrin hukum disebur hukom subyektif (subjecteef rechr)
karena berasal dari peraruran hukum. Sedangkan, peraruran hukum disebut
hukum obyekeif {objectief reche)? Keberadaan hak sebagar hukum subyekof
bergantung pada hukum obyektif. Misal, peraruran perundangamdangan
tentang pertanahan mengatur tentang hak milik tanah. Apabila seseorang
membeli sebidang ranah berart dia memiliki hak ranah sebagaimana diamr
dalam peraturan itu, dengan kara fain, keberadaan hak ranah bergantung
pada peraturan. Namun, konsep it tidak berlaku bag HAM, karena HAM
tidak bergantung pada hukum dari negara, melainkan pada hukum alam
(namural law). Oleh schab itn, HAM hemitar universal.¥ Meski demikian,
dalam perkembangannva perlindungan HAM diarure dalam hukom posind
atau peraturan hukum nasional, sebagaimana diuraikan di hawah ini.

Berdasarkan cataran sejarah perlindungan HAM Ji Eropa Barar
dimulai di Inperis. Pada tahun 1215, Bwa John Lackland menandaangani
Magna Chava, Pada tabun 1628, Raja Charles | menandatangani Metition of
Rights dari parlemen yang terdin atas utusan gpolongan masvarakor vang
ngin membarasi kekuasaan maja. Pada wmhun 1689, Raja Willem I
menandatangani Bill of Rights sehagai hasil dari Gloniows Revolution (Revolusi
Suci), schingga terbenmaklah parlemen yang terdiri atas Howse of Lovds dan
House of Commons, Menumt Wolhoft, House of Londs terdirt atas kaum
bangsawan feodal (Lords), pemimpin gerepn (Lombs of Church), kaum kot
(Commons) yane  dwngkat oleh raja. Sedangkan, Howe of Comemons
angeotanya dipilih oleh rakvar? Perlindungan HAM di Amerika, ditandai

¥ Wahyu Sasongo, Dwear-Chovar ime Sk {Bandar lamgung: Penerbin Usiversiss Laspung.
20007, hal, 54

* Wahyu Sasongko, foplemeninss BAN e ok Sl dae Bk Elosod (Sl sz Poser Poimi)
Disggikan padu Keglolan Himbengen Teknis HAM disclenggamban oleh Kanior Wilnah Kememeran
Hukiam dan HAM Provins Lampung di Bandar Lampung, anggal 3 Aprif 2125 Side 2

T WalkalT, Pemgeanizr, hal. 140-14)
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dengan peristiwa tangsal 4 Juli 1776, Konpres AS menyerujui Declaration of
Indeperulence {Deklarasi Kemerdekaan) vang memuat rumusan tentang HAM:

We hold rhese truths o be self svideme, that all wmen are croated eifuatl, that
they are endowed by therr Creator with certain unlienable Rights, thay
among these are Life, Liberty and the pursacic of Happiness. Thar to secnre
these rights, Governmens are institueed antong Men, demvamg their Just
powiers from the consent of the goemed

Calam rumusan deklarasi it secars tegas dinvarakan bahwa semua
manusia diciptakan sama, mereks diwarisi oleh Penciptanya dengan hak-bak
certency yang tidak dapar dicabur, di antaranya hak-hak hidup, kebebasan,
dan pencapaiae  kebahagisan. Deklarasi itu dirumuskan oleh Thomas
Jettersom," yang substansinva dipengarahi oleh pemikiran John  Liocke
(1632-1704), rokoh pembela hukum stam, yang pernab menyatakan: Man
bemg born, ax has been proved, with a eitle o perfoce freedom, and an wncontrolied
enjeviment of all the rights and privileges of the law of narure, equally with any other
man.” Pernyaraan kemerdekaan di AS menginspirasi rakvat Perancis unok
melakukan  revolusi yang  memperuangkan prinsipprinsip  libenrd
{kebebasan), egalitd (persamaan), dan fatemité (persaudaraan). Mada mngel
16 Agustos 1789, diretapkan Declaration des droic de Uhomme et du citereen
(Pernyaman HAM dan Warga Negara),

Pada tahun 1942, Franklin Delane Roosevele dilanrik menjadi
Presiden AS, dalam pidatonya dia mengajukan the four freedam, yairu: freedom
af sprech, freedom of seligion, freedom from fear, freedom from wane. Pada tangeal
10 Desember 1948, negara-negara angeota PRB sepakar untuk menetapkan
Universal Declasation of Human Right {Deklarasi Umom HAM), Pernyaraan
wentang HAM itu kemudian diperkuse dengan perjaniian inrernasional
multilateral, vaitu:

L. Covenane om Ciul and Pelitical Rights (Konvensi tentang Hak-Hak Sipil
dan Poliik) rahun 1966,

“ Hhidt

" Roeky Gorung Ed ot al, Fok Axan Monusia Teord, Ml Kaser Uskares, Filsalinl UL Press.
EILE TN S HLH

Y dohm Locke, Twv Trevariner af Gonvrmennd, Eiliond by Mark Ganlidss | Losklon: IM Dem Onees
Frubslishing Cirrup, 19931 kal 157
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1.

Covenant on Economic, Soctal and Culteral Rights {Konvenst rentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tahun 19667

HAM di Indonesia diskui keberadaannya dalam UUD 1945 berkar

jasa para pendiri bangsa (the fiending fathers), Petlindungan HAM sekarang
sudah diatur secara menyeluruh, yaim:

rJ

ULID 1945, Dalam Pembukaan ULID 1945 memuar prinsip HAM yang
mendasarkan pada hak kemerdekaan (right w preedom). Dalam Batang
Tubuh UUD 1945, awalnya diatur tentang empae jenis HAM, yaitu: (a)
hak untik bekerja (Pasal 27 (b hak berserikat dan berkumpul (Pasal
28): () hak mengeluarkan pendapar (Pasal 28); {d) hak beragama (Pasal
2907 Kemudian, pada rangeal 18 Agustus 2000 dilakukan Perubahan
Kedua LD 19435, dicantumkan Bab XA yang mengatur HAM secara
khusus dan menveluruh, di untm;m'r'il yair: (a) hak hidup (Pasal 2BA);
(b} hak berkeluarga (Pasal 28B); (<) hak mengembengkan din (Pasal
I8CY: (d) hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D).
UndangUndang No. 39 Tahun 199 penrang HAM (LN Rl Tabun
1999 N, 165, TLN RI Mo, 3886). UL ini selain memuat rumusan
tentang arti HAM juga rentang kewajiban dasar manusia. Ard HAM
adalah seperangkat hak yang melekar pada hakikat keberadaan manusia
sebagar mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
vang wajib dihormati, dijunjung ringei dan dilindungt oleh negara,
hukum, pemerintsh, Jdan setiap orang demi kehormatan  serta
petlindingan harkar dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia
adalah seperangkat kewajiban yang apabila ridak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan regaknya HAM.

Undangtndang No. 26 Tahun 2000 rentang Pengadilan HAM (LN RI
Tahun 2000 Mo, 208, TLN Rl No, 4026). UL ini mengarur entang
kedudukan dan wewenang mengadili pengadilan HAM. Dalam hal ini,
pengadilan HAM berkedudukan sebagai pengadilan khusus yang berada
di lingkungan peradilan umum. Kewenangan mengadili pengadilan
HAM unmuk memeriksa dan memurms perkara pelanggaran HAM yany
berat.

M Wabna Sasoogha, “Pemeringh Yersus Bakyar Hefieksi Penepaios HAM Ssles Pembangonan,”

dabam Achwd Toam Shozalis Semerar Pevvikinan Mukum, HAM, Desobros Pesbonpmsn don Kisoh-
Kirah Perpoan oleh (v Saroso edi. (Bandar Lampung: Perhimpones Ly Sefu Center, 20010
sl 1506

= Gerung Edi. et af,, Fik Aiasi Moeusie, hal. 50
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4, Undanglndang No. 1l Tahun 2005 rentang Pengesahan Intemarionel
Covenant on Economic, Social and Chdoeal Righo (LN Bl Tahun 2005 Mo,
118, TLK RI No. 45370 LU ini sebapad pengesahan menjadi UL
nasional sehingps mengikat bapi Indonesia.

3. Undang-Undang Mo, 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional
Coverurnt ont Cieil and  Polineal Righes (LN Bl Tahun 2005 Na. 119, TLM
Rl No. 4558). UL! ini merupakan pengesaban menjadi UL nasional
schingga mengikar bagi [ndonesia.

Setelah HAM diundangkan dalam peraturan perundangundangan,
maka penyelenggaraan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia
mengginakan sarana hukum, Dengan demikian, HAM merupakan hak-hak
hukum (legal rights) vang mengikat karena bersandar pada hukum posirit.
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BAB III

E

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

3.1 Pengertian Administrasi Megara

stilah  adminisreasi merupakan padanan kara dari bahasa  Ingeris,
adminpserangn yang berarri adminiserasi, tata usaha,' dan dalam hahasa
Belanda, adminitratie yang herarti tara usaha,” Menurue Slamet Prajudi

Armmosudirdjo, penpertian adovmistrast di Belanda meliputi dua pengenian

vang saling berhubungan:

1. Tara usaha, vaim pensumpulan, pencatatan, dan pengolahan dara arau
informas: secara sistemans dengan mabksud memperoleh gambaran yang
menyeluruh serma e hubungannya sam sama lain dari dam acu
informuss tersebur,

2. Management, yutu pengurusan suatu badan usaha dari organisasi yang
hesar.’

Berkenaan dengan  pengertian terschur, dapat diketahul  babwa
adminiserasi memiliki  cakupan  leas, rerdini dari pengendalian  olch
pimpinan organisasi {pp management), ‘pengendalian dam aau informasi
(nformationhandling  management), dan  pelaksanaan  organisasi  {operative
management  aran activices  management). Dalam  konteks  ma,  orpansasi
merupakan strukfur tae pembagian kena (seucture of work divisionships) dan

! Joiin M. Fckenls dan Hassan Shadily, Kamus inggeve Sdveeria | lsbarta: PT Cramolia, 159825, hal, 12

U Atien Sl dain W Moajenen, Kol Kowiong Belrcka- fmdonesic-Belamda cdan  Selancks-
Indonesis, Tweede Druk (s-Gravenhage: 5.V Uitgeverij W, Van Hoeve, 1971, hal 74

' Slamet Propodi Alrmsisdindps. Deecir-Pierar Manigrevwent kan [ hike Moamegernenr, Oelnken Ke-3
{Jakaria: Hepak Janoop FMEATY, 1973, hal 12
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srrukour tatd hubungean kema  (stwctwre of wovk  relarionships)  aneara
sekelompok orang vang harus bekerfa sama secara tertenty untuk suatu
mijuan bersama yang tertentu.” Dengan demikian, istilah administrasi negara
merupakan perkaitan dua kata, yairu administrasi dan negara.

Menurut Pragudi, adminiserasi negara adalah: adminseasi dan negara
whagor prganisasi, dan adounistrasi dan enicenr orgausasl wing mengeiar
teTcapainyd mufuandujudn wing bersifar keneporaon (artmya; uon-tuuan vang
ditetapkan  oleh  arae  dengan UULY Sedangkan, Utrecht  mengartikan
administrasi negara adalab:

gabungan jebatan-jabatan (comples van gmbten) yang i bowah pimpinan
pemerintah |Presiden difuntuw oleh menteri-menten) melokskan sehagan deari
pekerjaan permerintah=(tugas pemerintoh, overheidstaak) = fungsi adminiseras
— vang tidak dinggaskan hepoda edomebodian pengodilon, badan legistarif
{pusat) dan badanhadan  pemerintah  foerhedsorganen)  dar persekutuan
hkwm  frechespemeenschappen)  yang  lebih  rendah  dari nepara sehopad
persckutuan hukum  tertingm, i badanbadan pemenmeahan
{thestuprarganen) davi persekuruan  hukum  daersh suatanea dan doerah
istimew, yeng meeshag masing dibert bekuasaan wntuk — bevdasarkan inisiarif
sertdiri {otomortd, swatanira) otax berdosarfon suar delegast dan pernerineab
frusaee {medebewind b — memerintah sendin daerahnya.”

3.2 Pengertian dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Istilah Hukum Adminisrrasi Negara merupakan retjemaban atau
padanan  kats dani Adwministarive  Law dalam bahasa  Ingeris,”  Droi
Administratif dalam bahasa Perancis,” dan Admirseariefrechr dalam babass
Belanda.” Selain, Hukum Administrasi Negara, ada pula vang menggrunakan
iatilah Hukum Tata Usaha Wegama, Hukum Tara Pemerineahan, Hukum

1 fivid, hal, 14

! Mo, hal. 12

!B Unrechl Pemramer Houm Adwmoodran Neprea dadonesia Cetakan Ke-7 (akema: PT Penerbit das
Balai Bukw lchtar, 9645, hal, %

T A1y Belinfamic dan 1L Boerhanceddin Soemnn Hmoesh, Pokiob-Podad Solum Tow [lsaiur Negarn
{fakaria: Biracipo, FSE3Y, hal, |

! L. Newille Brown, John 8. Bell, JeansMichel Galaberl, Frencli didsesimmotioe Ttw, 5™ Edigici
(e dnrd : Claremdion Press, 19EL sl 2425

* Mh. Kusmanli dan Harmaily Ibrahim, Pempoannre Hubam S Yegarg Seclimesds {laliana Posar S
HT™ Fakungs Hukum Universstas Buhmesia, 19761, hal 12-13,

Fliskpm Admimistras Megara 31



Tata Usaha Pemerinmaban.” Dengan demikian, ada keragaman penggunaan
istilah, Meski demikian, dstilabh Hukom  Adnunistrasi Negara  umum
digunakan karena memiliki arti yang luas sehingps membuka peluang untuk
pengembangan pada masa mendarang,'|

Pengertian Hukum Administrasi Negara secara sederhana dapar
dinrmikan sebagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi.
Menurut Belifante dan Boerhanoeddin, HAN adalab aturar-aniran hukum
vang bermlian dengan tungs: pemerintahan, rerutama yang berhubungan
dengan  badanbadan  yang  dibebani dengan  magas  pemerintahan.'’
Pengertian ind relevan dengan pendapar Urechr bahwa HAN terdin atas
peraturan hukum vang “istmewa” kirena unmk menganir kepenringan
umum.' Selanjutnya, Utrecht mengemukakan definisi HAN, yaim hukum
vang  menguji  hubungan  hukum  istimewa  yvang  diadakan,  akan
memungkinkan para penjabar lambosdragers) administrasi negara melakukan
rugas mereka yang khusos, "

Mirip denzan pengertuan ita, van Apeldoorn, mengemukakan defins
HAN, yaim: peraturan-peragturan yang harus  diperhatikan oleh para
pemegeng  kekuasaan  pemerintahan dalam menjalankan kewajiban
pemerintaban,” Demikian pula Dyjokosutone mengartikan HAN sebagad
hukum yang mengatur renrang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-
jabatan dalam nesara dengan para warga masyarakar,'™ Sementama i van
Vollemhoven, mengartikan HAN sebhagai kumpulan ketenruon yang waph
diraari oleh lembaga keluasaan arau pejabar arasan maupun bawahan, setiap
kali melaksanakan karva atau peranan berdasarkan HTN.' Pengerrian ind
rerlalu luas karena melipuri seluruh kegiaran negara secara Juas.™

Mengacu pada pengertian  tersebut, berarti cakupan amau ruang
lingkup HAN ridak hanya rerbaras pada rugas pemerintshan dalam ard

" Eunnorn Parbopranaie, Bebergoa Cosatan Sudumt T Pemerimiahan das Sk damimstras
MNegazer | Bandung: Peoerhed I.*.Iurnni. 1978 hal 13-14.

" ey B Dt Fediveeey Hickimm Aclmimiziies Negera (ekana Penerbit Abomm, | 9200 Ead. 11,

U Belifarde dun H Boerhanceddm, Prkod Pokok. bal 2.

W E. LitrechL, Pengoniar daobam Fakvm Indemerio (hakann T Penerbin dan Balas Buku lchoar, 196,
lial M5

" Lirechi, Adwinterrasi Negasa, hal. 7.

WL wan Apeldeomn. “Rlciding 0 g Squde ven Bet Nederlsnder Bechi™ mtan Pempanror
Hivkerrr, diterjemahkan odeh Oetand Sudine (lakaria: Pradnya Pammata, 1576 kal 333

Y LB, Daliyo el ., Pesgamiar Hicim Sdereria; Bk Pangbean. Maherineg | llanmna T Gramedia
Puseaka |ieams, 12 hal 7,

' Purnadi Purhacaraka dun Socmpone Soekento:, Senf-Semd M Hulbse ol Tam Hwkum | Handusg:!
ettt Abgiimime, 19795, bal. /Y,

* kasnardi dan Harmaily, Feopamiar, hal 13,
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sempit saja (eksekutit), yainu kegiatan Presiden heserta dengan para meneeri,
Terapi jugs mencakup wigastugas lain, karena menurut van Vollenhowven
ruang lingkup HAN rerdini dari empat hidang, yaitu:

1. bestuwrsreche atau hukum pemerineaban;

pesnitierectt atau hukum peradilan;

politievechr arau hukum kepolisian;

regelaassreche aran hukum (acara) perundangundangan, ™

gt

Keempat bidang HAN im, menurur van Vollenhoven  merupakan
bagian darl hukum negara {staatsreche) setelah dikurangi bidanghidang
hukum lannya, yaite: Hukum Tara Negara {materell, Hukum Perdara
(matericl}, Hukum Pidana {materiell, (Heh sebab ita, teori van Vollenhoven
disebut reort residu (residu theorie) aran teori sisa. Sedanegkan, Wongsonegoro
menyebur carur praja, Kemudian, Stelinga menambabkan satu bidang, yaim
baergersreche atau hukum kewarganegaraan, sehingga disebur panca praja. ™

Teor dan van Vollenhoven im menunjukkan adanya pemisshan
antira. HTN dan HAN secara tajam. Pandangan ino juga dianue oleh
Crppenheim, menurumya HTN menyoron negars dalam keadaan diam (de
staar in must), sedangkan HAN menvoroni negara dalam keadaan berperak {de
staar in beweping).” Meski demikian, ridak ada kesepakatan dari para ahli
tentang pemisahan rersebur. Sesungruhnya, perbedaan itu berasal dari
pengertian pemenintah yang diartikan secara luas dan sempit. Pemerintah
dalam arel luas mencakup legislarif, eksekuef, dan vudikatit. Sedangkan,
pemerintah dalam artd sempi hanya mencakup eksekurif.

3.3 Perbuatan Administrasi Megara
Pemerintah  dalam  menjalankan  mgasnva melakukan  perbustan-
perbuaran rerrenni yang dapat divraikan berikur ini.

" Kuntiorn, Reberapa, hal, 13-16.
M fhicd
M thid
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Perbuatan
maenurl hukum
N pendata
Pechuatan
Hulcurn = Pechuatan hukam
puhlik wang berseE
Perbunian - | sulu
Pemerinlah Perbuatun =
meenurut hukum
Perbuatan publik
yany buksan Perbuatan hskum
perbuatan publik yung bersegi
Fukum dua

Cambar: Perbuatan Pemenntah

Perbuaran pemerintab {bestundaad; overheidshandeling) dalam administrasi

negara terditi dari dua macam:

1. Perbuaran hukum (rechishandelimgen}; perbuaran admindstrasi negara yang
didasarkan L\ﬂ.dﬁ PeTaturan Tk, terdir atas:

1.1 perbuatan menurut hukum perdata: petugas adminstrasi negara
melakukan  hubungan hukum  {rechesberekking) dengan  subyek
hukum lain menurut hukum perdata, seperti menyewakan gedung,
rumah, atan ruangan; menjual tanah

1.2 perbuatan menurur hukum publik, ada dus macam:

1.2.1 perbuatan hukum publik yang bersegi satu: perbuatan yang
dilukukan oleh alae  pemerintban berdasarkan wewenang
istimews  disebur  ketetapan  (beschikking) atau  perbuatan
penetapan (heschikbingshandeling). Ketetapan menurut van der
Por adalah  perbuatan  hukum  vang  dilakukan  alatalae
pemerintahan, pernyataan kehendak alaralae pemerintahan
i1 dalam menvelengearakan hal khusus, dengan maksud
mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.*™
Keterapan vang dibuat, dapar bersifar internal: hubungan
dalam alar negara; atan hersifar eksternal: hubungan keluar
dengan pihak swasta atau dengan dua atau febih alat negara.

1.2.2 perbuatan hukum publik yang hersegi dua: perbuatan yang

7 L recht, Admimistrasi ¥epars, bal. 85 catatan kaks (oateoni oo, 15
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dilakukan oleh alar pemerintahan dengan pihak swasts, seperu
melakukan perjanjian yang distur oleb hukum publik, disebur
perjanjian pemerintah (govemment contrict).
2, Perbuaten vang bukan perbuatan hukum atau perbuatan nyvata (feitelijke
hanadeling):  perbuatan semacam ini ridak relevan {orelevant) dengan
hukum adminisras negara,”

Sementara itu, Purnadi dan Soerjono menyatakan bahwa administrai
negara pada hakikatnya merupakan kegiaran melaksanakan karva negara
vang rerdir Jdari:

I, Keglatan Administrasi Megara:

L1 sikaptindak  atau  perilaku hukum  negara vang  merupakan
pelaksanaan peranan hukum (kewajiban dan hak atau kekoasaan),
ada dua kemungkinan:
|11 kegiatan untuk menciptakan peraruran umum (abstrak) acau

kerentuan yang  berlaky  wmum: peraturan perundange

undangan;

112 kegiatan untuk menciptakan keputusan konkrit yang berupa
ketentuan yang berlaku khusus unruk subyek  hukom
rertentu, mencakup:

a. bdang pemerintahan (hesteea), di antaranya: perizinan,
pembebanan, penentuan  status  atan kedudukan,
pembukrian,  pemilikan  dalam  pengadaan dan
pemelibaraan perlengkapan administrasi;

b hidang polisi {politie), mencakup proses pencegahan
Iprevensi} dan penindakan {represid yang menpgeangey
kebelasan dan kerertiban;

¢ bidang peradilan (rechispraak), kegiatan di pengadilan
oleh hakim;

1.2 sikap rindak atau perilaku semata-maea yang bukan hukum {ridak
bersifar yuridis).

|.3 Sikap ondak arau perilaku hukum perdara, seperti pembelian
perlengkapan administrasi negara.

I, Perihal hubungan subyek atau peran dalam administrasi negara:

2.1 hubungan antarpenguasa (penjabat aeau badan perlengkapan);

! Ultswedi, Avdmuanimiren Negowa, hal. Tl
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1.1 dalam  keorganisasian internal arau kegiatan sam sistem
AnTATPeTan;

Fd

ke

1.2 dalam keorganisasian eksternal atau kegiatan antarbadan
perlenghapan negara, mencakup:
a.  strukrural, rerdin dari hubungan subordinatit (vertikal)
dan hubungan koordinarit (horisental);
b. funasional, kesesuaian antara pembagian rogas Ljob
deseription) dan pelaksansan peran (ob perfermancel;
2.1 hubungan antars penguasa dan warga negara:

2.2.1 prinsip pasif atau menungew, merupakan perwujudan dari
prinsip negaca sebagal penjaga malam Inachewekerstaat)
vang memandang hukum sebagat sarana pengendalian
masyarakat (socfal control);

2.2.2 prinsip  aknit  amu membina, mengharuskan  negara
mengelola  kepentingan  warga  negara  agar  tercapai
kesejahteraan material dan  spirimual, Perwujudan dari
prinsip nesara kesepahteraan (ociale  welvagrstaar) yang
mengakui  hukum  scbagal sarana  untuk  membenmik
masyarakat (social engineermg) di samping sebagai sarana
pengendalian masyarakar,™

3.4 Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan vang Baik

Pemerineah dalam melakukan perbuatan adminisrrasi negara harus

mengacy pada prinsipprinsip atau asasasas umum pemerintahan vang baik
(arlgemene beminzelen van beloorlifk bestuser), yaim:

1
2
L
4,
3
i

o=

asas kepastian hukum (principle of legal security);

asas keseimbangan {principle of proportionalicy);

asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equalie;

asas kehari-harian amu asas bertindak cermat (pranceple of canefulness);

asas motivasi untuk seriap keputusan (Frinciple of mativation);

asas jangan mencampuradukkan kewenangan (rnciple of nonmisse of
competence);

asas permainan yang layak {principle of fair plax);

asas keadilan atan kewajaran (principle of reasomabless or prohibition of

avhitrariness);
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% asas menanggapl penghargaan vang wajar (principle of meeting raised
cxpectilion );

10, asas meniadakan akibatakibar suatu keputusan yang batal (principle of
widning the comsequences of an annlled decision);

1. asas perlindungan aeas pandangan hidup {cara hidup) pribadi (mnciple
of prsteceing the persomal way of [ife):

12 asas kebijaksanaan (sapiencia);

[3. usas penyelenggaraan kepenringsn umum (rrinciple of public service).

Asasasas umum  pemetintshan yvang baik  menurur Philipus M.
Hadjon er al merupakan: nomunemma hekum cdak cermdis, WING Semanbiasd
hares ditaati oleh pemerinrah, ™ Asasasas tersebur i Belanda (Nederland) rerdin
dari: g
ASAS PeTEIMaan,
asas kepercayvaan;
asas kepastan hukm:
asas kecermatan;
asas pemberian alasan (motvasil;
laranzan detournement de poseesr penyalahgunasn wewenangh:
larangan berrindak sewenangwenang,

= e

Prinsipprinsip atau asas-asas tersebue sudah dicantumkan atay diarur
dalam hukum posinf, di anearanya yamu UL Ne, 5 Tahun 1986 sentang
PTUN (LN RI Tabun [986 No. 77, TLN RI Ne. 3344) jo. UL No. 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Aras UL No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (LN RI
Tahun 2004 No. 35, TLN RI No. 43130} dan UL Mo, 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (LN RT Tahun 2009 No. 112, TLN &I No. S038Y,
sehingea memiliki kekuatan mengikar,
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BAB IV

~ar

HUKUM KEPEGAWAIAN

4.1 Penpertian Pegowai

egara sehagal organisasi sangar memerlukan perugas atau aparac

vang bekerja untuk menyelengearakan pemerintahan negara dan

untuk mewujudkan dan mencapal mjuan negar e tujuan
nasional. Perugas iwu bekerna untuk negara sehingga disebut sebagai pegawai.
Dengan demikian, pegawai memiliki kedudukan atiu berstans selagai
aparatur negars atau abds negara vang menjalankan admindsteasi nepsra atau
menyelenggarakan  migas  pemenntahan, D smping  ku,  peeawat
berkedudukan sebagai abdi masvarakar yvang menyelenggarakan pelayanan
kepada masyarakar stau pelavanan publik (public sevvices). Dalam pasisi in,
seharusnya sediap pegawai berrindak profesional dan bersikap nerral dari
pengaruh  golongan dan partai politik serra ridak diskeiminatf dalam
memberikan pelavanan kepada masvarakar.

Kelancaran  penyelenggaraan wigas  negara dan keberhasilan
pencapaian mijuan negara sangat bergantung pada kinerja dari aparatur
negara  dalam hal ini para pegawai ovang  bekera Ji kantorkantor
pemerintahan, Dalam konreks ini, para sparatur negara haros  dikelola,
dibina, dan direrritkan melalui peraturan perundangundangan dan lembaga
vang secara khusus menangani aparamur negar atau kepegawaian negara
sehinges mampu bekerja dengan efisien dan efekeif

Hukum Kepegawaian adalah peraturan perundanpundangan rentang
kepegawaian diatar dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang
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Pikok-Pokok B':l;'l_lg';-_'l;_qwil.mll (LM Rl Tahuo 1974 Mo, 53, TLN Rl Mo, 041)
jo LU Na, 43 Tahun 1999 rentang Perubahan Aras UL No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Rl Tahun 1998 No. 169, TLN RI
Noo 3890% Hukom Kepegawaian merupakan bagian dari HAN  sebagai
perwujudan  atau realisasi dari kegiaran,  tindakan, aran perbuatan
pemerintah (bestur). Subsransi yang dusror dalam Hukum kepegawaizan
mencakup  aspek-aspek  tentang  pengangkatan,  hak  dan kewajiban,
pemberhenrian pegawai.

Arti pegawai  menurur Utrecht  adalab seriap  penjabat yang
mempunvai suatu hobenegan dinas  dengan negars. Penjabar menurut
Lirrechr merupakan orang yang menjalankan hak dan kewajiban, Hokom
Kepegawaian dalam hal ini hanva yang berhubungan secara dinas dengan
negars, Dengan demikian, pegawar yang bekerja secara dinas dengan negara
dischut pegawai negara. Meski demikian, dalam UL Kepegawaian 4371999
dipunakan dstilah pegawal neser, Menurur Pasal 1 UL Kepegawanan,
pegwit neperi adalah setiap wanga negara BRI yang relah memenuhi syarae
vang ditentukan, diangkar oleh pejabat yang berwenang dan diserahi migas
dalam suaty jabaten negeri, atau diserahi mugas negara lainnya, dan digaji
herdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,

Pengertian pegawal negeri tersebut berbeda dengan pengertian
pemawal tambtenaas) menurut Pasal 92 KUHP (8, 1915 No. 732), yam
cranmorang yang dipilih dalam rll.*mi]ih:l]'l-pl_"mili.t'lﬂn berdasar peraruran-
peraruran umum dan juga mereka yang bukan dipilib, vetapi duanghan
menjadi angeorn dewan rakyat dan dewun-dewan daerah, serta kepala-kepala
desa. Pengertian ini memperluas armi pegawai menurut UL Kepegawaian
43199, TPengerrian dalam KUHP hanya diberlakukan bagi pegawai yang
melakukan kejahatan amu pelanggaran jabatan, Begitn pun, pengersian
pegawai negeri menurut Pasal 1 UndangUndang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberanmsan Tindak Pidana Korupsi (LN RE Tahun 1999 No,
140, TLN Rl Mo, 3874} yang ridak hanva menunjuk pada ketentuan dalam
UL Kepegawaian dan KUHP erapi juga menambahkan dengan pengertian
baru, ialah orang yang menerima gaji atau upah dari: (a) kewangan negara
atau daersh; (1) suaw korporasi yang menerims banruan dari keuangan
negara arau daerab; (o) korporas lain vang mempergunakan modal ar
fasilitas dari negara aru masyarakar. Meski demikian, berdasarkan asas lea

VE Uitreehi, Pesganter Mabum ddsisinas: Megara ndomesio, Ustakan ke-7 (daksma: PT Peneriit dan
Hala Buka lchtizs, 19641, hal 164
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specinlis devogat lepe generali ketenmian-ketenman rentang art pegawai dalam
KUHP dan LILT Pemberamtasan Tindak Pidana Korupsi 3171999
dikesampingkan oleh Hukum Kepegawaian.

Rumus=an pegawal negeri dalam Pasal 1 UL Kepepawaian 431999,
sesungpuhnya  bukan mempakan definisi' karema ridak ada  penjelasan
rentang  srifah i rerapi hanya metingn  unsuransur pegawai negeri.
Setidaknya ada lima unsur utama, yeaeu:

[. setiap warga negara;

1. memenuhi svarar yang ditentukarn;

. diangkar oleh pepabat vang berwenang;

4. dmserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau migas negara lainmya;
% digngi berdasarkan peraruran perundangundangan vang berlaku.

Unsur pertama merupakan syarar urama unmuk mengadi pepawa
negeri karena berkairan dengan kerenmian Pasal 27 Ayar (20 U 1945 yang
menyatakan bahwa rapriap wargn negara berhak aras pekergaan dan
penghidupan vang loyak bagn kemanusiaon, Ketentuan int menyebur dengan
e katw-kata wargs negara, vanp dimaksud adalah warga nesarn Indonesia.

Berdasarkan unsur pegawai negeri pada nomor empar di aras,
dimungkinkan adanva beragam jenis pegawal negeri sesuan dengan tagas
fabaran negert atau tums negara linnya, Oleh sebab ine, dalam Pasal 7 1L
Kepegawaian 4371999 dikemukakan riga jenis pegawal neger, vaitu:

1. Pegawai Megert Sipil, yang terdirt duri:
a, Pegawai Negeri Sipil Pusar;
I Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Anggora Tenmara Nasional Indonesia: dan
3, Anppota Kepolistan Megara Republik Indonesia.

Kerign jenis pegaws neperi tersebut, memiliki hubungan kedinasan
dengan negars atau yang diserahi rugss oleh negara. UL Kepegawaian
berlaku uneuk pegawai negeri sipil (selanjurnya, disebur pegawai negeril.
Sedangkan, bagi angeora Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian dianar
dalam UL rersendin

4.2 Pengangkatan Pepawai

Seseorang vang ingin menjadi pegawai nereri hamos melalui proses
pengangkatan rerlebih dahulu. Pengangkatan pegawai negeri harus melalui
beherapa thapan, yain
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1. Formasi pegawar, adalah penentuan jumlah dan susunan  pangkat
pegawai negert yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas
pokok yang diretapkan oleh  pejabar yang berwenang. . Berdasarkan
analisis terhadap beban kena dan wigas pokok pada suaru orpanisasi
saruan kerja dapat ditetapkan formasi pegawai, yairn adanya lowongan.
Selanjurnya, dilakukan pengadasn pepawai negen uneuk mengis formasi
vang lowong karena adanya pegawai yang keluar arau  perluasan
[exframiston) Ofganisasi,

2. Tenyeleksian dan pemilihan, tahap mi dilakukan melalui pelamaran.
ldealnya, lowongan tormast divmumkan di media massa atao melalui
lamian fwebsites) vape resin sehinges lamaran -:_|.:I;|'|::|T dikirim secara -'.‘I:'lliﬂE
[onlines). Serelah surar lamaran atan permehonan dicenima, dilakukan
penyeleksian dan pemiliban berdasarkan  persvaratan yang  relah
ditentukan, anotara lan: (@) WNL (b)) batas usie; (0) keteranpan
berkelakukan baik. Tahap penveleksian diawali dengan pemeriksaan
administrant dan dilanjurkan dengan upian milis dan wawancara. Serelah
berhasi] melalui ahap penyeleksian, teeprhih menjadi pegawm neger,

i, Pengangkatan, tahap ni dilakukan setelah lulus seleksi dinyarakan
terpilih. Kemudian, divsulkan unmk diangkar menjadi calon pengawai
negeri, Selanjurnva, calon pegawai o mengalonn masa percobaan, antara
saru tnhun hingga dua rahun.

Penmangkatan  dalam  suats jabaan pada hakikatnya  adalah
kepercavaan vang diberikan oleh pejabat vang berwenang kepada seorang
pegawai negeri berdasarkan persimbangan obyektif.” Dengan demikian,
pengangkatan pegawai negen dapar dilakukan beberapa kali. Pengangkaran
pertama, saat awal menjadi calon  pegmwar negeri dan kemudian
penpangkatan pada jabaran-abaran ertenn.

Acapkali, jabatan disamakan dengan pangkat, Padahal, keduanva
berbeda, Jabatan adalah kedudukan vang menunjukkan tugas, angung
jawah, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam susunan dalam
satuan  ormandsast,  Sedangkan,  pangkat  adalabh kedudukan  yang
menunjukkan ringkar seorang pegawai negeri dalamy ranghkaan susunan
kepegawaian dan digunakan scbagai dasar penggajian. Dengan demikian,
penganpkatan dalam jabatan  tertentu sesunmpuhnys merupakan beban
ranppung jawah yang berar. Berbeda dengan pangkat vang menunjukkan

—

T E Y Inmiimks i Melarsinic, Modum Nepvpeovrion d fecimeada {Jakarm Peieibil |3!|i|'|1|'|nﬁ|ﬂ|l.
19Rd|, hal &0,
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ringkatan tertentu dalam kepepawamn sehinera menpadi dasar pemberian
raji. Menurur Kansil, semakin tinpggi suatu pangkar, semakin rerbatas jumlah
pangkar rersebur,’

4.3 Hak dan Kewajiban Pegawai

Belama menjadi pegawai negerl diberskan hak-hak dan kewajiban
rertentu, Dalam UL Kepegawaian ditentukan hak-hak pegawai negeri, yaitu:
1. Gayi dan penghasilan, Gaji adalah balas jasa aean penghargaan atas hasil

kerja seseorang, Dalam Pasal 7 UL Kepegawaian 4371999 dinyatakan
tahwa setiap pegawai negert berhak memperoleb sap vang adil dan Loyak
sesual dengan beban pekerjann dan tanpeong jawabnva. Pengrajian yang
adil dan layak harus mampu memenuhi keburuhan hidup pegawai
negeri yang Bersanghuran dan keluarzanya. Selain i, pegawar negen
juga memperoleh penghasilan, vaitu paji pokok ditambah runjangan-
tunjangan dan dikurangi porongan-potongan rerrenmni sesuai peraturan.

L. Curi, yairn: ridak masuk kerja yang dozinkan  dalam jangka wakia
rerrennt. Tojueannya uniik menjamin keseparan jasmani, rohani, dan
kepentingan pegawal,

3 Kenaikan pangkar, dilakokan melalui dua cara. Pemama, kenaikan
pangkat reguler, vairn kenaikan pangkar apabila relah memenuhi syarar
syarat tertentu tanpa cerikat jabatan. Kedua, kenaikan pangkar pilihan
sesungouhnya bukan merupakan hak, melainkan  kepercavaan  atas
preseasi kerja yang nnggl,

Setiap perawsi negeri selain diberikan hak, juga dibebani kewajiban
rerrenru. Adapun kewajiban bagi setiap pegawal negerd, vait;

. Kewajiban vang berkaitan dengan magas dalam jabarannya. Kewajiban ini
berkairan  erar dengan  rugas  pokok  dan fungsi dari kesarmsan
R TEET T

1 Kewajiban wyang ndak lanpsung berhubungan dengan jabatannva.
Fewajibun ini pada hakikarmya adalah  kewajibandeewajiban selaku
pegawai negeri pada umumnys. Dalam UL Kepemawaian dinyarakan
bahwa setiap prewaal negert wapb sean dan mat kepada Pancasila, UUD
1943, MNegara, dan Pemerinab, serma wajib menjagn persaman dan
kesatuan bangsa dalam Mewara Kesaman Bepublik Indonesia,

b, Kewapbankewajiban  lain,  wvaitu kewajiban-kewajiban  vang  ridak

ST, Bansil Sties Pesrerinnmlbaos dtaresia Jakana: Pensrbal Aksara Haru, F97HI hal, 250
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direrapkan dalam suatu peraturan, retapi didasarkan pada adar kebiasaan
berkenaan dengan sikap dan perilaku yang baik dan yang harus
dilakukan atau sikap dan perilabu yang buruk dan ridak boleh
dilakukan. Kewajiban ini berkenaan dengan adat kebiasaan, sopan
santen, dan etika atau meral, Misal, berpakaian rapi dan berturur kaea
vang sopan dan selama di kantor tidak boleh berbuar onar atau
berbicara yang berlebiban sehinggs menimbulkan keriburan.®

Menurur Djarmika dan Marsono, di dalam kewajiban-kewaghan
rersebur ada dua kewajiban yang penting bagi setiap pegawai negert. Periama,
kewajiban  bekerja unuk kepentingan umum. Kedua, kewajiban unmk
melaksanakan selurub peraturan dan perineah yvang dibuar atan diberikan
oleh pemerintzh atau instansi yang berwenang.” Kewajiban ini berkenaan
dengan kedudukan arau stams pegawai negeri sebagai alxli negara dan abdi
masyarakat,

4.4 Pemberhentinn Pegawai

Pemberhentan rechadap pegawai negeri dapar dilakukan apabila ada
hal-hal arau alassnalasan tertentu. Pasal 23 UL Kepegawaian 4371999
mengatur entang pemberhentian pegawai negeri, yaieu: (o) pemberhensian
dengan hormat; (b) pemberhentian ridak dengan hormart

Pemberhentian dengan hormat dapae terjadi, apabila renaganya cidak
diperlukan atan hal-hal lainnya, sehagaimana diaraikan di bawah ini;

[, menimgeal duniag

. permintaan sendir;

M B EpaT hatas nsia pensium;

perampingan organisasi pemerintab;

tidak cakap jasmani dan rohani sehingga ridak  dapar menjalankan

e

kewajiban;
melangrar sumpah atau jang pegawai negeri;

=

melangear disiplin pegawai negers;
B dihukum penjsra araun korungan herdasarkan putusan pengadilan.

* [hatmika dan Marsoeo, Hueam, hal PA5-1350.
" i hal 13T-LE,
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Pemberhentian dengan hormat dilakukan dengan memperhatikan
fsadasa dan pengabdian pegawal negeri yang bersangkutan dan apahila
melakukan pelanggarin, maka tergantung pada berat ningannya pelanggaran,
Hukuman penjara harus  berdasarkan  purusan pengadilan yang  telsh
berkekuatan hukum retap (in kroche van sewisde) karena melakuban rindak
pidana kejahatan yang disncam hukuman kurang dari empat tahun atau
lehih,

Sedangkan, pemberhentian ddak dengan hormat, dapar rerjadi karena
ada halhal rertentu sehingga dapar mengakibatkan pegawal nesert vang
bersanghutan diberhenrikan tdak dengan hormar, sebagaimana diuraikan
berikiie ini;

. melanggar sumpah atau jangi pegawal negeri dan sumpah atau jangi
jabaran karena tidak setia kepads Pancasila, UUD 1945, neeara, dan
pemetintah;

L melakukan penyelewengan terhadap ideclost negars Pancasila, UUD
1945 arau terlibar dalam  kegiotan vang menentang  negara dan
pemerintah ata

3. dihukum penjara arau kurungan berdasarkan putusan pengadilan VN
teluh mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melabukan tindak
pidara kejahacan jabaran atau tndak pidana  kejahatan vang ada
hubunzannya denegan jabatan,

Selain fo, dimungkinkan pegawai negeri dikenakan pemberhentian
sementara, yaitu apabila seorang pegawai negeri Jikenakan penahanan oleh
pejabat yang berwajib karena disangka telab melakukan rindak pidana
kejaharan menungeu sampai mendapat putusan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hokum vang retap.

Akibar hukum yang muncul daei pemberhention rergantung pada
jenis pemberhentian, Pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormar,
dapar menerima hak-hak kepegowaian sesuai dengsn peraturan perundang
undangan yang berlaku, antara lain hak pensiun dan eabungn harl o,
Sedangkan, pegawai negeri yang diberhentikan cidak denpan hormat, ridak
berhak menerima pensiun.

4.5 Relerensi

Dijarmika, Sustra dan Marsono, Hubkum Kepegawaian di Indvmesia. Jakarta:
[Penerbit Dijambatan, 1954,
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Kansil. C.8.T. Sistem Pemerintahan [ndonesia. Jakarta: Penerbit Aksara Baru,
1975,

Urreche, E. Pengunter Hukiom Administrast Negara Indonesia, Cetakan Ke-j.
lakarta: PT Penerbir dan Balai Buku lehtiar, 1964,
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HUKUM PERBURUHAN

5.1 Pengerrian Buruh dan Hukum Perbueuban

eski tsrilab burub dan tenam ]t_l:r_j;: G CATA k|_|r|.:{-|:\u_|;|_|_ berbeda.
M Namun, secara fakmual sosok keduanya sama. Perbedaan isrilah

iru lebih disebabkan karena penghalusan bahasa daripada kondisi
kehidupannya. Istilah renags kerja dianggap lebih manusiawi daripada seilah
buruh, yang seolah-olab identik dengan budak. Padahal berbeda. Burih
memiliki hak Jdan kewajiban vang dilindungi oleh hukum. Schaliknya, budak
tidak memilikinga sehinggs diperlakukan hagaikan barang dagangan. Oleh
sebab i, prakeik perbudakan (slaver) melanssar hokum. Tstilah bursh
merupakan rerjemshan dari bahasa Inggris labowr. Istilah Lebour digunakan
sebagai nama organisasi buruh internasional dunia, yaitu Mternational Laber
Urgamization yang merupakan badan khusus PBB (speceal agency of UN).

Dulba, wsrilah burub digunakan  selagu redemaban dart bahasa
Belanda  arbeid, schagnimana diatur dalam Pasal 1603 KUH  Perdata
(Burgerlijk Wethoek, S, 1847 No, 23): De arbeider is werplicht, diterjemahkan
obeh K. Subekni dan R Tiitrasudibio menpdi: i buruh divagibfoan.' Begiri
pun, lman Soepomo  menerjemahkan:  Arbeidsregeling Nipwrherdshedrijven,
fl'lt'l'ljl.luh Perazuran  Porbumuhan i Periusahiran r:'|_1"|:|:.|.'|::|1|.r'|rJ:r|," Pemerintah
Indonesin memasukkan Menteri Perburuban dalamy susunan kabinet

' B Subekn dar B, Tiitrosudibio penerjemaly, Kikah Ui Divdang Huksn Percane, stan Surgerlil
Wahured, Uelakm Boo® {Jakarta. Pradnys Paramiza. 1976}, hal. 167

* Iman Soepari, Skam Perfuraban | ‘mivaip-Linamag dhay Peroraun-Fermaenm (Jakanias Peneibe
Dijmmbsinan, 19821, hol. |73
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parlementer dipimpin oleh Perdana Menters Amir Sjaritud in—dibentuk
tangzal 3 Juli 1947 —vyang saar e dyabar oleh 5.k Trimumi.' Begeu pun
peraruran perundangundangan, Dalam UndangLindang No. 22 Tahun
1922 rentang Perselisihan Perburuhan, Jdigunakan istilah buruh, vair:
barangiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah. Sedangkan,
majikan adalah orang aray badan hukem yang mempekenakan burih
dengan kewajibun membavar upah.

Sekarang, dipunakan istilah renags kerja. Dalam Undang-Undang No.
|3 Tahun 2003 enrang Ketenagakerjaan (LN Rl Tahun 2003 Mo, 3, TEN
Rl Mo, 4279, dicantumkan arei tenaga kerjai setiap orang yomg ouamp
melakuben  pekeriaan guno menghasilkan  barang dan/atan juss baik uncd
memenwhi keburwhan sendim monpan wnmk maswesaicar. Bumusan ing mirip
dengan rumusan tentang arti tenaga kerja dalam Undanglndang No. 14
Tahun 1969 tenmang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
(LN Tahun 1969 No. 55), yaitu: tap ovang sang mampo melakukan pekevjaan,
beaik di sl manpun di buar hubingan keja guna menghasilkan josa atau havang
wntuk smemenuchi kebutwhan  masvarakar. Padahal, lman Soepomo pernah
mengatakan bahwa artl tenaga kerja di sini sangat luas, meliputi semua
pejabat negara, seperti Presiden, ketua dan anggoma MPR, DPR, Menter;
semia pegawai negara, baik sipil maupun militer dan kepolisian, semua
pengusaha, buruh, swa-pekerja dan bahkan pengan .

Terryara, UL Ketenagakerjaan 13/2003 masih mencantumkan jstilah
buruh sebagai padanan wstilab pekerja. Dalam Pasal 1 Angka 3 UL
Ketenagakerjaan 13/2003 dinyatakan bahwa pekerja/buruh adalahe senap
arang yang bekerja dengan menerioue wpah atas imbalan dalam bentuk lein, UL
Ketenagakerjaan 1372003 juga tidak menggunakan istilah majikan tetapi
pemberi kerfa, yaitu: orang petsearangon, peagpsaha, badan hukuwm, atas badan-
bocini. Lzineova sang mempekeriakan fenage kerfa dengan membvyar upah atas
imbalan datam benok lain {cemk tebal oleh Penulis),

Seridakrya, - ada tiga istilah yang digunakan: buruh, pekerja, dan
renapa kena. Dengan demikian, istilah buruh tetap diakui. Peraturan hukum
vang mengatur dapar disehut Hukum Tenaga kerja yang mertupakan
peraturany bagi fenaga kera amau discbut Hukum Perburuhan, yaitu
peraruran hukum bagi para buruh, Dalam konteks i, Urrecht pertiah

! ihaniswars, Dk Sediedy Dupman el sl |7 dgmadur THES Saipad Fenginnkium
vzl ¢ 7 Agupas 955 (Jakaria: Yayasn Peosdideian Kejuruan, T35 Bal 38

! liman Spepoma, Lndeeg-Uacimg, hal 257

= I, hal. 3

48 Mengenal Tars Hukum Irdonesia



menyatakan Hukum Perburihan merupakan: fumpunan peraturan-pevaturan
hukum — gang  mengamr hebungan kena favheidsherrekking)  antard
pekevja—burnh—dmpan  pember pelerjaon—  majikan=—din  vang  mengior
penvelesaian perselisihan anwra pekerio dom mepikanmya,”  Dalam rumusan
pengertian ini diminakan istilsh buruh dan pekerja dihubungkan dengan
pembert pekerfaan yang  disebur majikan. Pengertian tentang Hukem

Perburuhan  semacam  ini juga diikun oleh para ahl.  Berikur ini,

dikemukakan pendapar para ahli tentang am Hukam Perburshan:

b lman Soepome: himpunan peraturan, baik termalis maupun tidak
eertulis, yang berkensan dengin kejadian di mana seseorang bekerpa
pada arang lain dengan menerima upah.

L. Muolenaar: bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya
mengatur hubungan anmra burub dan majikan, anmara buroh dan
burah, serra antara buruh dan penguasa,

3. Levenbach: hukum yang herkenaan dengan hubungan kerja di mana
pekerjaan it Jilakukan Ji bawah pimpinan dan dengan keadaan
perlindungan vang langsung bersangkur pant dengan hubungan kerja,’

Hukum Perburuhan menjadi bagian dari HAN karena nesara atasu
pemenintah ndak hanya berperan, rerapi juga berkewajiban untek mengatur,
membina tenaga kerja, dan menyediakan lapangan kerja bagi setiap wargs
negara dalam mencapai kesejahteraan,

5.2 Hubungan Kerja

Hubungan kera pada hakikamya adalsh hubungan hukum ancara
burub dan majikan, yang menunjukkan adanya hak dan kewajiban sesuai
dengan kedudukan masimgmasing. Hubungan kerja terjadi apabila rerdapar
suatu thatan dari masing-masing pihak, vaitn buruh dan majikan saling
mengikatkan diri yang ditvangkan dalam sty perjanjian kerja. Dengan
demikian, perjanjian kerpt merupakan indikaror bahwa relab rerjadi
hubungan kerja. Perfanjian kerja merupakan perjangian ombalbalik karena
masing-masing pthak, baik bursh maupun majikan, memiliki hak dam
kewsjihan. Dalam perjanjian kena diatur tenmang kesangeupan pihak buruh
untak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan majikan dan kesanggupan

" E. Ureche, Pengarar delam Midum fochimesio. Celakan Be% (Jakoro: Peserbat P17 Ichuisr, 19661,
fhal 4Hi

SR, E"ﬂli}'l:‘ ad anl., I"I'ﬂj,:n’ﬂ]ﬂr Maekrewr decbonesie Buky Pomdin Wikoeowar Clakana: PT Gramedia
Pustaka Uraiea, 1992, hal 153,
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pihak majikan unruk membayar upah sehagai imbalan ams pekerjaan buruh,

Meski demikian, tiduk berartt semuva pekegjaan yang dilakukan aras
dasar suam  perjanjian merupakan hubungan  kera. Misal, pekerjaan
membangun rumah yang dilakukan oleh pemborong. Meski pekerjaan it
didasarkan pada suatu perjanjian antare pemborong dan orang  yang
memboreng (Pouwheer), namun pemboreng dalam melaksanakan pekerjaan
iu tidak Jdi bawah pimpinan  bewwheer, Hubungan  tersebur bukan
merupakan hubungan kerja dalam lapangan Hukum Petburuban, cerapi
hubungan jasa konstruksi atan jasa pemborongan. Masih ada bentuk-bentuk
hubungan kerga lun yang tdak masuk dalam lapangan Hokoam Perbaruhan,
antara lain yaitu: {a) hubungan antara pengacara dan klien: (b) hubungan
antara dokrer dan pasien. Dengan demikian, dalam  hubungan  kerja
seridaknva rerdapar dua wmsur. Mertama, unsur di bawah penintah atau
dipimpin oleh majikan vang kedudukannyn ndak serara arau lebib ringgi
daripada buroh, Kedwa, unsur upah vang diterima oleh buruh sebagai
bawahan dar majikan.

Dulu, penganjian  kerja  diamur dalam KUH  Perdam. Awalnya,
penanjian kerja diarur dalam peramuran trersendiri. Namun, karena K1UIH
Perdata merupakan kodifikasi sehingea ketentuan tentang perjanjian kera
diinregrasikan ke dalam KUH Perdara, khususnya pada Buku I K1H
Perdara tenrang hukum perikatan (verhinzenisen reche). Berkenaan dengan hal
ini, ketentuan tentang perjangian kerga disizipkan poda Pasal 1601 KUH
Perdata dengan menambohkan horut o sampai dengan horut x Arti
penanjisn kerja menurue MPasal 1601 KUH Perdata adalah: swatu perjonjian
di mana pihak song same, burch, mengitarhan dinn untik bekena pada pihak vang
Lain, wajikern, seloma seare woki vt dengan menerima wpah. Meouroe
Iman Soepomo definisi itu sehamsnya herbunyi: Perjanjian kevia adalah suarm
[reTfeimyicin O meena ]ulmk wrimy el burph, menpikerkan divi wnek bekerja poda
pihak yang Lxin, majikan, seloma suatu wakon tertentn dengan menerima weh don
di tnana pikak sang lain, majikan, mengikatkan din untuk mempekerjakan pihak
veeng sat, ek, dengan membasar wpah.”

Sekarang, ketentuan tentang peganpan kega tidak lagi diamr dalam
KUH Perdara, retapi diarur dalam U Kerepagakerjaan 13/2003. Arg
perjanjian kene menurue Pasal 1 Aneka 16 UL Ketenagakerjaan 1372003,
adalah: perjompuan antara pekerjo/bundh demgan prempesaha crou pemben kera yang
memual syanaiourar ke, hab, dan kewajibvn pasa pibuck. Rumusan mi rerlalu

® S, Diseang-Londavg, hal, 37
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umum dan rdak menjelaskan unsurunsur vang merupakan karakreristik
atau il dalam perjanjian kerja. Dalam UL Ketenagakerjaan 1372007 juga
dirumuskan tenrang arti hubungan kerja, yairg: hubungan ancarea pengusaha
dengan peker/buruh berdasarkan perjangian kena, yang mempunyai unsur
pekerpaan, upah, dan perintah,

[dealnya, perjanjian kerja dibuar dalam benruk rermufis sehingea dapar
digunakan sebagar alar bukn yang kuar Namun, menurot Fasal 51 UL
Ketenagakerjnan 132003 dibolehkan perjanjian keria dibuar secara lisan
dengan alasan sosiologis, karena kondisi masvarakar yvang masth beragam.
Pembuatan peganjian kerja menurur Pasal 52 UL Ketenagakerjaan 13/2003
hirus memenuhi persyaratan tertentu, yairu:

L. adanya kesepakatan antara pekerja/burub dan pembers kerja:

L memiliki kemampuan arau kecakapan untuk melakukan perbuaran
hukum;

1. adanya pekerjaan yang dipenanjikan;

4. prekerjaan yang diperjanjikan itu odak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan persturan perundangundangan,

Persyaratan tersebur merupakan modifikast acan pengembangzan dari
syarat sahoya perfanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata vang
mencakup syarat subyekeif dan syaran obyeknd,

Perjangian kerja dapat Jdikategorikan schagai perjanjian individual
karena dibuar oleh senap pekera/burub dengan pengusaba sehingsa
hubungan kens terbenruk anrara kedua pihak rersehur, Sebain im, ada
perjanian yang dibuar secara bersama aran kolekrir vang disebut dengan
perjanfian  kerja  bersama,  yaitn perjanjian vang  meropakan  hasil
perundingan antara serikat pekerpa/serikar buroh atau beberaps serikat
pekerpa/serikat burah yang rercasar pada industr vang bertangpung jawab di
bidang ketenagakerjoan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusiha yang memuar syararsvirat kerja, hak dan kewagiban
kedua belah pahak.

Berdasarkan pengertian tersebur, dapar dipahami babwa perangian
kerja bersama dibuat oleh serikar pekerja; serikar buruh, arau bheherapa
serikat buruh vang relah rercatar pada instansi yang bertangeung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha asn beberapa penpusaha. Duly,
petjanjian kerja bersama disebur perjanpan perburuhan vang meripakan
terjemahan dari bahasa Ingeris, collective labowr agreement, Perjanjian kerja
bersama sangat penring bagi pekerjuburuh dan perusahaan karena Jalam
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perjanjian kerja bersama setidaknya memuar:;

I, hak Jdan kewajiban pengusahs;

2. hak dan kewagpiban serikar pekerja acau serikar burub serta pekena atau
buruh;

3, jangka wakru dan manggal mulai berlakunya perjangian kerja bersama;

4. tanda tangan para pihak pembuar perjangian kega bersama,

Ada hubungan aneara perjanjian kerja betsama dan perjanjian kerja, yaitu
perianjian kerja bersama memberikan arahan arau petunjuk kepada pekerja
atau buruh  dan  pengusaha  dalam membuar perjanjian kerja dan
menentukan persyaratan yang harus dipenuli atau yang harus dimasukkan
dalam petangian kerja. Meski demikian, ada perbedaan antara perjanjian
keria hersama dan perjanjian kerja, Dalam konteks ini, peranjian kera: (a)
bersifar individual; (h) dapar diadakan sewaktu-wakru; {0) memvar hak dan
'|.:|:'w;-|_ji_|_-|;|_n I_1|;_'1QI;'|’!i,hl"-|_'\ll_H:IJ|'! dan plfngu.-;nh:l. HL‘.L{nnginn. perjanjian lt.E'tii.l
hersama: (a) bersifar kolekeif, karena dibuat oleh organisasi serikar pekens;
(b) diadakan dalam wakra terrentu ialah dua shung () memuoar aspek-aspek
vang perlu diperharikan dalam perjanjian kerje, seperti jaminan sosul

Takel Perbedaan Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Perburuhan

Mo, Uraian Perjanjian Kerja Perjanjlan Ferja Barsama
1. | et Indeadual Kalestif o
2. | Pambuatan Sewaklu-wakiu Testantu
1 | Substans M dat Kewajitan | Araban untuk Panangan Kera |

Hubungsn kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, selain mengacu
pada perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, juga berpedoman pada
peraturan perusahasn, Dalam hal ini, arti peraturan perusahasn adalab
peraruran yang dibuar secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-
syarat kera Jan tara rernib perusshaan. Dengan demikian, peramuran
perusahaan dapar dibuat secars sepihak oleh pengusaha. Apalagi, dalam
Pasal 108 Avat {1) UL Kewenagakerjaan 1372003 ditenmukan: Pengusaha pang
mempekeriakan  pekeria/buruh  schwranghurangmwe 10 Gepulich) ovang  wapb
membrat peratwran perusahaan vang muka berlaku setelah disabkan oleh Menteri
ataw pejabat yang ditunpek, Namun, dalam ayar berikurnya dieentiekan bahwa
kewajiban membuat peraturan perusahaan ridak berlaku bagi perusahaan
yanz telah memiliks perjanjian kerja bersama. Berarti, perjanjian kerja
bersama dapat menjadi arahan arae pedoman untek pembuatan peraturan
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perusabaan dan perunjian kerja. Dengan demikian, ada beberapa ketennian
yang dijadikan pedoman, yairu:

. peraruran perundangundangan;

2. perjaniian keria bersama;

¥ peraturan perosahan;

4. perjanjian kerja,

Puda perusahaan yang mempekerpakan pekeria/buroh dalam jumlah
Besar umumnya memiliki serikar pekena/serikar buruh, yang berusaha agar
dibuar perjunjian kerja bersama vang  disusun dengan mengaci  pada
peratiran perundangundangan. Halhal yang disepakari dan Jituangkan
dalam perjanjian kerja bersama digunakan sebagai arahan atau pedoman
dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, Hal ini sesuai dengan
kerentuan  asal 110 Ayar (1} UL Ketenagakerjpan  13/2003 vang
menyatakan bahwa peraruran perusabaan disusun dengan memperhatikan
saran dan pertimbangan dart serikar pekerja ataw serikar buruh.

5.3 Pemurusan Hubungan Kerja

Pekerpa/burah yang  bekeria di perusahaan dapar dilakukan
pemutusan hubungan kerpa, UL Ketenapakerjaan 1372003 mengartikan
PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suars hal rereentu Vang
mengakibarkan berakhirnya hak dan kewsitban antara pekerja/buruh dan
pengusabi, Menumt kerenmaan Pasal 153 UL Ketenagakerjpan 132003,
pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:

I pekena/buruh berhalangan  masuk  kerja  karena  sakit  menumur
keterangan dokrer dalam wakru tidak melampaui 12 bulan secara teris

mensrus;

<. pekeria/buruh berhalangan menjalankan pekeraan karena memenuhi
kewajtban rerhadap negara;

3. pekerjaburub menjalankan ibadah vang diperintahkan oleh AEAMATTY;

4. pekena/burub menikah;

3 pekena/buruh perempuan hamil, melahickan, gupur kandungan, anau
mienyusui bavinya;

6. pekerja/buruh memiliki pertalian Jarah dan/aray ikatan perkawinarn

dengan pekerja/burub lain dalam saru perusahaan;

7. pekenaburuh mendirkan, menjadi angeota dan/arau pengurus serikar
pekenaserikae buruh:

8. pekerasburuh yang mensadukan pengusabia kepada yang berwagib
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mengenai  perbuatan pengusaha yang  melakukan  tindak  pidana
kejaharan;

9. perbedaan paham, agama, alitan politik, suku, warna kulic, polongan,
jenis kelamun, kondisi fisik, status perkawinan;

0. pekerjasburuh dalam keadaan cacar vetap, sakie akibar kecelakaan ke,
acau sakit karene hubungan kena.

PHE dalam hal ini dapat berasal dart pekerja/buruh atau berasal Jdan
pengusaha, PHEK yang berasal dari pihak pekerja/buruh dapar rerjadi karena:
|, sakir berkepanjangan selama saru tahun rerusmenerus
2. berbuar comang padas perusahssn sehipges tidak dapar
dipertansrungjawabkan;

3. meninggalkan pekerjaan atas kehendak sendiri;

4, dijaruhi hukuman karend  perbuatannve di dalam oasaun i uar
perusihann,

Sedangkan, PHK yang berasal dari pihak pengusaba amu perusahaan
dupat terjadi karena:
1. keadaan perusahaan selalu merugl sehingea diperlukan pengurangan
huruh;
2, bangkrut arau pailit sehingga teriadi pemberhentian secara massal,

Akibut  hukum  yang  muoncul  rerhadap masing-masing  pihak
disesuaikan dengan asal-muasal rerjadinga PHE, atau dengan kata fain, pihak
vang mengakhiri hubungan ke diwajibkan membayar gant kerugian
selbagaimana ditentukan dalam UU Kerenagakerjaan 13,2003,

5.4 Mepselisthan Hubungan Induscrial

Pertenitangan atau  ketidaksesuaian paham antara pengusaha dan
pekeria arau buruh disebur perselisihan perburuhan, sebagaimana diamr
dabam Undange U ndang Momor 22 Tahon 1957 tentang Panatin Penyelesaian
Perselisihan Perbufuhan. Sekarang, undangundang it eelab dicabur dan
diganrikan  dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  rentang
Penvelesatan Perselisthan Hubungan Industrial (LN R Tahun 2004 Mo, 6,
TLM RI Mo, 4356). Sejak im, isrilab  perselisihan  perburushan  ridak
dipunakan,

Arti perseliziban hubungan industrial menorur Pasal | Angks 1 UL
Penyelesaian Perselisihan 272004 adalah  perbedaan  pendapar  vang
mengakibatkan pertentangan antara penousaha atn mabungan pengusaba
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dengan pekerji/buruh wau senikat pekerjasserikar buruh karena adanya
perselisihan  mengenai hak,  perselisthan kepentngan,  pemselisthan
pemutusan hubungan kerja dan perselisthan anrarserikar pekerja/serikar
bl dalsm sats perusahsan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapar
diketahui  bahwa  perselisihan hubungan  mdustrial  pada  hakikamya
merupakan perbedaan pendapat vang menimbulkan perrencangan ara
perselisihan. Dalam koneeks ini, ada empar jenis perselisihan, vain:

l. perselisihan hak;

1. perselisihan kepenungan;

3. perselisihan pemurusan hubungan kerja;

4. perselisihan antarserikar pekerja ataw antarsenkat buruh.

Penyelesaian perselisihan hubungan induserial, menursr UL tersebut
divpayakan melalui befbagai cara vang pada Jasarnya dapar dikelompokkan
menjadi dua, yair:

L penyelesaian yang dilakukan amas inisiadl Jar pihak bersengketa atau
pihak berselisily;

Lo peoyelessian yang dilakukan dengan melibarkan pihak ketiga vang dalam
hal ine ada yang disebut mediaror, konsiliator, arbiter, dan hakim.

Penyelesaian  perselisthan hubungan industrial secarn keseluruhan
dapar dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

. Biparrit: perundingan antara pihak berselisih secara musvawarah unrmk
mencapal mufakat.

2. Mediasi: musyawarah antara pihak berselisih yang ditengahi oleh
pegawai negeri pada kantor tenaga kerjs yang bertindak  sebaga
mediator,

1 Konsiliasi: musyawarah antara pihak berselisih vane ditengahi oleh
seorang atau lebih konsiliator vang nereal.

4. Arbirrase: kesepakatan tertulis dari pihak berselisth unruk diperiksa dan
dipurus elely arbiter yang ahli dan berpengaiaman.

5. Pengadilan Hubungan Industrial: majelis hakim pada pengadilan khusos
di lingkungan pengadilan negent untuk memeriksa, mengadili, dan
memberi putusan cerhadap perselisihan hubongan md sl

Pihak-pihak vang berselisib dapar melakukan pilihan atas penyelesaian
vang disngeap paling repat secara suka rela. Dalaon bl ini, petugas kaneor
tenaga kerja setempar berkewajiban untuk melakukan penawaran ams can-
cara di aras.
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e

BAB V1

e
HUKUM PAJAK

6.1 Pengertion Pajak dan Hukum Pajak

cgara. sehagai organisast memerlukan dana unuk membiayai
N seluruh kegiatan yang dapar diperoleh melalid berbagai sumber

keuangan negari, Penerimaan negara dalim hal ini diseror ke kas
negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan yang paling
diandalkan oleb negara adalab penerimuan dari pemungutan pajak. Selain
pajak, sesungeubinya masih banyak sumber penerimasn negara bukan najak,
seperti penerimaan dari hasil perusahaan negara, pertambangan, bea cukas,
dan rerribusi dari fasa pelayanan.

Meski papak merupakan punguran dari negara. Namun, para ahli
Hukum Pajak umumnya tidak mengeunakan istilah pungutan. Berikur ini
dikemukakan arti pajak menurut para ahli perpajakan:

L. Rochmat Soemitro: iuran rakvar kepada kas negara (peralihan kekayaan
dari sekror partikelir ke sektor pemerineah) berdasarkan undangaindang
{dapatr dipaksakan) dengan riada mendapar jasatimbal (tepen prestric)
vang langsung dapar diunjuk dan digunakan untuk  membiavai
pengeluaran umum (meblicke witgeven), dan vang digunakan sebagar alae
penicegah atau pendorong unruk mencapai rujuan vang ada di louar
bidang keuangan. Definisi ini oleh Rochmar Soemitro, direvisi dan
dirumuskan kembali, Menurumya, pajuk adalah peraliban kekayaan dari
fihak rakyat kepada kas negara untuk membiavai pengeluacan rurin dan
sirplusnya digunakan untuk peblic soving yang merupakan sumber urama
untuk membiayal pecblic imvestment.

1. PJLA Adriani: juran kepada negara tyang dapar dipaksakan) yang
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werhutang obeh yang wajib membayarnya menurut persturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapar ditunjuk
dan yang gunanya adalah unruk membiayai pengelusran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negarn unek  menyelenggarakan
pemerintahan.

3. Suparman Scemahamidiaja: furan wajib, berupa uang atan barang, yang
dipungur  cleh  penguasa berdasarkan normanorma bukum, puna
menutup biaya produks: barang-harang dan jasagasa kolekril dalam
mencapai kesejahreraan.

4. Edwin B.A. Scligman: Tax is a compulssmy contribution from the person, to the
povernment to defray the expenses incurred m the common meerest of all, without
referemce to special benefit conferved (Terjermahan bebas: Pajuk adalah iuran
wajib  dari  perorangan kepada  pemerinmab unmuk membiayai
pengeluarin-pengeluaran amau biaya-  biaya pengadaan seluruh
kepentingan umum anpa menunjuk kepada kepentingan khusus vang
diberikan). Dalam konteks mi, Philip E. Taylor keberatan dengan kata
without referetice karena pajak dapat diunjuk penggunaannya unruk
produksi barang dan jasa kepada masyvamkar rempi sulic ditungukkan
secara khusus, maka kars withowt reference sehaiknya diganti dengan with
little reference,’

Mengacu pada arri atan definisi pajak i aras, rerdapat unsurunsur

VAN SAma, yatr:

I, pelaksanaan pemunguean pajak berdasarkan LU,

2. kontraprestasi (rimbalbalik) secara individual ridak dapar dirunjukkan
secara khusus;

3. negarn sebagai pemungur pajuk, baik oleh pemerincab pusar maupun
pemerintah daerah;

4. pagak bertujurn untuk pembiayaan anggaran (hadgerer) acau yang odak
diangearkan (nonbudeeter) vang bersifar mengarur, dan unruk investas
publik (public investment),”

Pajak  merupakan  sumber  penetimaan  negara.  Kebijaksanaan
pengenaan atau pemungutan pajak dapar disesuaikan dengan kebumuhan
negara, Misal, kebijaksanaan pemunguran pajak pada kegiatan tertenmu dan
juga  hesaran  pengensan  tanfoys  disesumkan  dengan porensi dan

B Santosn Baoolshaniio, Fengeesar Reey Hakesm Sk | Bandemg: PT Eresco, 1982 bal 2-5
* B hal. b,
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kemampuan vang ada di masyarakar. Misal, program wajib belajar didukung
dengan kebijakan pengurangan tarif pajak penjualan kereas dan rin.,

Demikian penting pajak sebagai sumber penerimaan keuangan negara
sehingga diatur dalam UUD 1945, Para pendiri Fangsa (the foending fachers)
memandang perlu mengarur pajak dalam konstitusi karena pajak sebagai
pungutan vang oleh negara yang bersifar memaksa. Indonesia adalah ner
demokrasi yang berdasarkan hukum, maka seriap pemunguran uang oleh
negara kepada rakyat harus diatur oleh UL, Melalui pembuatan ULE maka
para wakil rakvar yamg duduk di Parlemen terlibar secara akrif dalam
pembuatan UL perpajskan.

Berdasarkan pengertian itu, maka peraturan perundangundangan
yang mengatur tentang perpajakan disebut Hukum Paak. Dalam konteks
int. Rochmat Soemitto mengartikan Hukum Pajak adalah kumpulan
peraturan-peranican yang mengatur hubungan anrara pemerincah sehagni
pemungur  pajak  dan rakvar sebagai pembayar  pajak.’ Selanjurnya,
dinyatakan bahwa Hukum Pajak mencrangkan tentang subyek pajak dan
kewajibannya kepada pemerintah, obyek pajak vang dapar dikenakan,
muncul dan hapusnya hutang pajak, cara peosgihan puak dan cars
pengajuan keberatan pajak, dan sebagainya.! Sedangkan, menurur Santoso
Brotodihardjo, Hukum Pajak aru Hukum Fiskal: keseluruban  dari
peraniran-peraturan yang meliputi wewenang pemerineah uneuk mengambil
kekavaan  seseorang  dan menyerabkannya  kembali kepada  masyarakar
dengan melalui kas negara,”

Hukum Pajak merupakan  bagisn dari HAN  karena mengatir
hubungan antara pemerinnah dan penduduk acan warga negara i bidang
keuwangan negara. Hukbum Pagak rerdin aras Hukam Pajak materiel dan
Hukum Pajak formil. Hukum Pajak  bertugas mengkap  keadaan i
masyarakat sebagai latar lelakang ekonomi unnuk digunakan sehagai dasar
pertimbangan pengenaan pajak,  schingea  dapar dirumuskan  dalam
peraturan, dan dilakukan penafsiran unnik menentukan kebijaksanaan acay
politk perekonomian.” Dasar hukam pemunguran pajak adalab Pasal 234
ULID 1945 Perubahan Ketiga, yang menvarakan bahwa Pajak dan punguran
lain yang bersifar memaksa untuk keperluan negara diarur dengan undang

! Rochenal Sormite. Sasie-Dvesar Hiokum Pigfaakt clan Prjok Peasdapavan (04 (Bandung: PT Fresen,
L, lal 24

* fhiad

! Broiodihardjo, Pewganier hial. |

* ikt
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andang. Berkenaan dengan ketenman inic telsh diterbitkan berbagai

peraturan  perundangundangan  perpajakan yang dinamis karena cepat

berubah disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam perpajakan
dan besaran pengenaan tarf sesual Jdengan jenis pajak. UL tentang
perpajakan yang berlaku di antaranya:

. UndangUndang Ne. & Tahun 1983 rentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajukan;

2. UndangUndang Mo, 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

3. UndanegUndang Mo, 8 Tahun 1983 enmang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjustan atas Barang Mewaly;

4. UndangUndang Mo, 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UL Mo, 6
Tahun 1983 rentang Kerenruan Umum dan Ta Cara Perpajakan;

5. UndangUndang No. 10 Tahun 194 entang Perubaban UL Mo, 7
Tahun 1983 renmang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telabh Diulbah
dengan LILT No, 7 Tahun 1991,

6. UndangUndaneg Noo 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribus: Daerah.

6.2 Pembagian Pajak

Pajak wlah berkembang dengan cepar. Pemerintah  menggunakan
rajak cidak hanya sebagar sarana untuk pengangparan kevanpan nepara
rerapi juga kebijakan unmk mencipeakan iklim aro suasana yang kondusif
untuk perekonomian nasional. Tidaklah heran apabila perubahan peramiran
perundangundanean tentang perpajakan sangat dinamis. Perubahan it
untuk mengakomodasi perubahan kebijaksanaan atan untuk penyesuaian
terhadap perubshan yang terjadi di masyarakar. Dengan demikian, sangat
dimungkinkan munculnya jenis pajak baru arau perubaban kehijakan
perpyakan vang ditkut dengan peraturan perundansundangan. Berkenaan
dengan hal ini, ada pembedaan ac pembagian jenisjenis pajak ditinjau
dar aspek-aspek tertent, sebagaimana diuratkan di bawah ini

Pajak ditinjau dari ciricirinya, dibedakan menjadi:
|. Pajak Langsung, circirinya:

. berdasarkan surar keretapan pajak;

b. dipungut secars periodik atau berkala;

* Roemitre, Dasar- P, al. 27-32.
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c.  langsung dikenakan kepada subyek pajak vang bersangkuran atau
ridak dapar dialibkan, Comtoh, pajak  penghasilan (pendapatan),
pajak kekayaan, pajak perseroan.

2. Tajak Taklangsung, ciricirinya:

1. tidak ada surat ketetapan pajuk;

b, tidak periedik acau insidental;

.. dapar dialihkan kepada orang lain. Contoh, pajak penjualan, pajak
pembangrunan, bea meteral, dan pajak balik nama.

Pajak dirinjau dari pihak yang memungut, dibedakan mengadi:

I Pajak Umum: pajak yang dipungut oleh pemerineab pusar. Conroh,
pajak penghasilan {pendapatan), pajak kekayaan, pajak perseroan,

Pajak Daerah (lokalk: pajak yang dipungut oleh pemenintah daerah
tprovinsl, koti, kabupasen), Contoh, pajak kendarapn bermoror, pajak
reklame, pajak hiburan, pajak restoran atau rumah makan.

Fed

Pajak dmnjau dur sitat-sitarmya, dibedakan menjadi:

l. Pajak  Pribadi  (personliyl),  bersifat perorangan karena unmk
menentukan jumlah pajak dikaickan dengan pribadi seseorang, seperti
starus seseorang yang sudah kawin, jumlah anak, dan  manpeengan.
Caontoh, pajak penghasilan (pendapamn) dan pajak kekayaan.

L Tajak Kebendaan (zekelijk), bersitar kebendaan karena melihae pada
obyek kebendaan vang akan dikenakan pajak, sepert tempat dari obyek
kebendaan  berada, Contoh, pajak perseroan dan pajak kendaraan
bermotor

Sementara ine, Adriani membedakan jenis pajak ditinjau dari pengenaannya:

I, Pajak Subyektil, berpangkal pada subvek atau orang vang pengenaannva
dengan ukuran obyek Berhubungan dengan keadszan atas kemampuan
material. Misal, terhadap orang pribadi, yaim pajk pendapatan dan
kekayasan. Scdangkan, rerhadap badan wsaha, vaitu pajak perseroan,

L. Pajak Obyekrif, berpangkal pada obyek yang pengenaannyn berdasarkan
berwla,  keadsan, perbuatan, dan kejadian amau peristiwa yvang
menimbulkan  kewagiban membavar pajpk bam subyeknva. Contoh:
keacdaan, masal adanva penghasilan amu pendapamn, kekayaon, benda
berupa kendaraan bermaotor, peralihan kekayaan {bea balik nama, bea
mieterat, ben masuk dan keluar)®

Tl
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Selain pajak. negara juga melakukan pungutan retribusi, Meski demikian,
rerribusi bukanlah pajak melainkan punguen agu pembavaran kepada
negara dari orangorang tertentu yang menggunakan jasa dari negara, A
retribusi menurut UndangUndang No, 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Rerribusi Daerah (LN BRI Tahun 2000 Mo, 130, TLN RI Mo,
049, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin verenru yang khusus disediakan dandarau diberikan slebh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atan badun, Misal, retribusi
pelayanan persampahan dan retribusi pelavanan pasar. Adapun perhedian
antira pajak dan reenbusi dapae divraikan dalam rabel herikur ind.

Tabel Perbedaan antara Pajak dan Retribusi

[Wa. | Porbadasn " Pajan Retribusi |
1 Dasar pemungutan undmng-sindarg maraturan daargh
4 Hurﬂrar.:-resln [ lidak secars lnngsung Iarlgisu.ng dirskrmali
3 Permaungutan dau:ataa-:;m paksa Ijﬂziu SRCACE p.:a'h:n

|: i, | _Eunkm huscuman penjars Ba denda | lidak ﬂﬂﬁlﬁnikmaﬂ}aﬂ:&ij

6.3 Subyek, Obyek, dan Tarif Pajak

Subyek  paiak atau lazim disebue dengan wajib pajak adalah setiap
orang yang bercempar tinggal di wilavah Indonesia dun vang bertempar
ringgal di Tuar neger asalkan ada hubiingan  ekonomi rectentu Jdan
memenuhi - persyaratan dalam  peraturan perundangundangan.  Misal,
seseorang dikenakan pajak penghasitin karena menjalankan pekeraan acau
memperoleh penghasifan vang bersumber dad perusahaan di Indonesia”

Ubyek pajak adalah kewajiban pajuk berkenaan dengan obyek pajak.
Misal, obyek pajak penghasilan vang berupa penghasilan kena pajak, vain
jumlah selursh penghasilan seseorang yang diperolel dari sumbersumber
tertenc dalam satn whun pajsk. Secelah dikurangi biaya-biaya schingg
menjach penphasilan’ bersib vang dapat dikenakan pajak apabila jumlahnya
melampani batas penghasidan yang dapar dikenakan pajak. '

Tarit pajak adalab sejimlah wang tecrenty yang harus dibavar oleh
wajil: pajak. Ada beberapa macam pengenaan rarif rajak, yamru:

Lo tarif pugak secara sepadan atau proporsional, yairu tarf dengan

* fteid hal. 35
bt
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persentase tidak berubah atau sesus dengan dasar pengenaan. Misal,
pajak restoran sebesar 10% dari jumbah yang dilavar oleh pengunjung
kepada restoran sebagai pemungut pajak (wajib pungut), sesusi dengan
kerentuan dalam Perda,

L. rarif pajak secara meningkat acau progresit, yain ranf vang persentase
pengenaannya meningkar semakin besar jumlah yang harus dikenakan
pajak. Misal, pajak persercan, vaitu perusahaan yang memperoleh
keunmungan: Rp 5.000.000.- dikenakan tarif pajak sebesar 10%, D4 aus,
Rp 5.000.000- sampai dengan Rp 10000000, dikenakan tarit pajak
sebesar 20%, dan sererusnya,

3, Tarif pajak secars menurun  seau degresit, yaimn rarif yang  besaran
persentise pengenaannya menurun, semakin besar jumlah yang hars
dikevakan pajake. Mizal, persencase pengenaan dan Rp. 1000000 -
sebesar 10%. Kemudian, dari Bp. 2000000, menurun menjadi sehesar
9%, dan sererusiya,

4. Tarif secara tetap atau konstan, yain caeil yang besarnya retap dan ridak
tergantung pada suanu jumlabh terteneu, Misal, bea meterai pada kuiransi
pembayaran yang pengenaannya tidak didasarkan pada jumlab yvang
diterima retapi pada sifat dan nilai rransaksinya."'

6.4 Teort dan Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak oleh penguasa terhadap rakyatnyva sudah dilakakan

di seluruh negara sepak dulu. Setiap negara memihiki alazsanalasan rerrenn

sesual dengan kepentingan, tjuan, dan falsafab dilakokannys pemungutan

pajak, Alasan-alasan stu merupakan reori dilakukannya pemungutan pajak.

Adapun teoriteon rentang pemungatan paak dapar dioraikan berikur ini:

Lo Teori Asurans, babwa negara berrugas melindungl kepentingan setiap
wirga negara, baik keselpmaran oyawa maupun keamanan harea benda,
dan unruk i harus membayar pajak, sebagaimana membayar premi
aslUeans,

2. Teort Kepentingan, hahwa pembagian beban pajok disesuaikan dengan
kepentingan dari masingmasing orang, semakin besar kepenringan
semakin besar puln pajaknya

3. Teori Daya Pikul, bahwa pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan
dava pikul atau kemampuan seseorang. Teori ini juga disebur recri gaya
pikul.

Y hal. 37-39,
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4. Teori Bakri, bahwa pembayaran pajak memopakan manda bake kepada
negara, vang dalam hal i sebagai organisas: kekoasaan, Teor ind juga
dizebut teon kewajiban pajak murlak.

5. Teori Daya Beli, hahws pajak mengambil daya beli dari rumah rangga
persearangan arau pribadi upnik romah rangea negara dan disalurkan
kembali kepada masvarakat, Teort in juga disebue teori gaya beli,

Berdasarkan reoriteon di aras dan dikaitkan dengan nilainilai Alosofis pada
st newara telabh menimbolkan prinsip atau asas pemungutan pajak.
Sepertl di Ingens berpegang pada prinsip: Ne Toxanoen wihome Representanom
(Tidak ada pajak anpa UYL Ponsip ind muncul setelah kekussaan
monarkhn dibatasi oleh konstitusi. Begitu pun, di AS schapai nepgara

demokraris ying berpegang fads prinsips Taxation withowt Bepresentation (s

Robbery {Pajak ranpa UL adalabh  Perampokan)’’ Selain i, dalam

pemungutan pajak ada asasasas vang berlubu, yairu:

L. Asas domisili {domecilie beginsel), bahwa setisp orang vang berdomisili
ataw bertempat tingpal i svacu negara dapat dipunput pagak. Misal,
WHNI atau orang asing berdiam i Indonesia dapar dikenakan pajak
penghasilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri,

1. Asas sumber {brembegineell, hahwa negara di mana rerdapar sumber
sumber penehasilan (pendapatan dan kekayaan), berhak memungur
pajak. Misal, orang asing yang berdiam di luar negeni dikenakan pajak di
Indonesia  ars  penghasilin . yang  diperolel dari sumbersumber
penghasilan vang ada & walayah Indonesia,

3 Asas kebangsaan (nanemaliein beginsel), bahwa negarn memunsur pajak
terhadap  warpgs  negaranya.  Denpan demikian,  kewarmanegaraan,
nasionaliras, atau kebangsaan seseorang menentukan pengenaan pajak.
Misal, secrang WNI dipunput pajak berdusarkan peraturan perundang
undangun perpajakan Indonesia ™

Seluin asasasas ita, juga dikenal empar asas pemunguran pajak atau the

foer meims, yallu:
I, Asas kesamaan Gegure principle), babwe ada kesamaan dalam pemungutan
pajak amau negara ridak boleh melakukan pemunguran pajak secara

 Brolsdihardo, Pengosar, Bal. 2H-52.

"Rl hal. 33 At repeescnlabum daliin kemlcks mi mlalah poreakilan oich Koopnes sghbagmr wakil
rakyni dalnm legisbasi mimu pembasran 1017
e, -, hal 36
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diskriminanf,

I Asas kepastian (cevtainty principle), hahwa pemunguran pajak  harus
mengandung unsur kepastian tentang subyek, obyek, dan besarnya rarif
pajak.

3. Asas wakw schaikbaiknya (convenience principle), hahwa pemunguan
pajak dilakukan dalam wakou vang sebaikbaiknya bags wajib pajak.

4. Asas efisiensi lefficiency principle), bahwa pemungutan pajak hamis efisien
sehingga biaya pemungutan ridak melebihi pajak yang dipungur,”

6.5 Referensi
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S
BAB VI

HUKUM AGRARIA

=

7.1 Pengertian Hukum Agraria

stilah agrarsa secarn etimologis berasal dari bahasa Lanin ager ypang
herarti tanah arau schidang ranah dan agraring berarti perladangan,
persawahan, pertanian.' larilah agraria datam kamus bahasa Indonesia
berarei: {a} urusan pertandang (b)Y srusan peralikan anah” Meourur kamus
bahasa Ingers, kata geranan Gedi) berartt havmg e do wieh land and land
ownership. Dengan demikian, pengertion ranah berkaitan erar atau bahkan
wlentik dengan agrana, Padahal, istilah ranah dalam bahasa Ingeris adalab
safly landt Dalam konreks ini, tanabh mencakup permukaan bumi pada
lapisan  atas  (opseil).  Sedangkan,  pengerrian tanah secars
vuridis—sebagpimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan—memiliki artt yang luas karena tidak hanya tanah atau
permukaan bumi rerapi jugs rubub bume yang berada di bawabnya dan air
serta ruang yang ada di atasnya.’
Berdasarkan pengertian tersebur, hukum agraria dapae diartikan
selagal pernIFAN-Peraturan yang mengatur ntang agraria atan pertanahan.
Pengertian tersebur ridak menguraikan mater: vang diacur. Menurur Boedi

| lpedi Harsor, Miobum dgearia fadanesi Sgarmk Pembemuian Dnalang-Ulnilirg Podol dpreei, fn
b Pedabanmaesia Jilid |, Tfisi Revis (Jakarta: PFenechil Dyambatan, 1990, hal. 5

¥ Depariemen Pendidikon dan Kehidiyaan, Ko Sesar Sadcerg Indoseri, Edigs Ke-2 (lakons: Balsi
Puataka, 1'¥915 hal. 11

'A% Homby, BV Ciaenby, H Wakefield, The ddvwanced Leamer ¥ Dutinmery of Curreni Kagiish
Ladon: Chsdned Undversiiy Press, 19SEL hal, 21

“ibut, hal 1214

" Hursom, Hidim Agrarie, hal. 18
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Harsono, meski dibers nama Hukum Agraria namun marerinye Hukum
lanah,” karena mengarur hak-hak penguasaan tanah sebagai sacu kesatuan
sistem.’ Dengan Jdemikian, arts Hukum Agraria menumt Boedi Harsono
adalah:

weselunuhan ketentuan-ketentoan hukaen, e vang tertulis ada pula yang
tidek tertudis, womg semuarva mempunyal obvek penpaturan yang soma,
aaite fetkchab pengrasaon atas anoh sehagai lembaradembgra hakeam din
sehvigon hubungan-habungan hukum konkrer, beraspek publik dan perdata,
yomg dapar distesun dan dipelapen secara sistemaris, hingga keselurhannwg
menjodi satu esatuan yang merputben st sistem,”

Hukum Agraca pada  hakikamya mempelajan hubungan hukom
antars orang dan tanah yang berupa hak-bak tanab. Obyek pengataran
semacam it juga merupakan cakupan dan Land Law di Ingeris {England)
sehagaimana dikemukakan oleh Diane Chappelle; We shall see that land law
i, obowe all else, @ stely aof Te'[.'.:r.:rln_:||1|p—[h¢' relationship betwven the lind ond the
rights which can exist in or sver 1 and the relatronship between the various persons
wha oum, wish to own or wish 1w defear these compering inerests.., Ths 15 porticularly
eriee of Land low, which 15 concerned with the various vights over and intetests in
land,” Dengan demikian, obyck studi Hukum Agararia atau Hukum Tanah
memusatkan  perhatian (focus of inserest) pada hubungan hukum yang
mengatur tentang orang dalam penggunaan tanah.

Landasaan arau dasar hukum berlakunya Hubum Agraria di Tndenesia
adalah Pazal 33 Ayar (3) LIUD 1945 Bumi dan air dav kekayaan glim yang
terkandung di dalamnya dikuesal oleh negara dan dibergenakan untuk sebesarbesar
kemakmuran rakyar. Ketentuan ini dalam pelaksanaanovae diatur dalam
Undang-Undang Noo 3 Tahun 1960 rentang Peraturan Dasar Pokok-Fokok
Agraria (LN RI Tahun 1960 No. 104, TLN Rl No. 2043} dan kemudian
diatur lebih lanjur dalam peraturan pelaksana, seperri Peraturan Permerintah
Moo 24 Tahun 1997 tentang Pendafraran Tanah (LN RI Tabun 1997 Mo,
39, TEN Rl No. 3696). Sebelum berlaku ULPA 571960, Hukum Agraria di
Indonesia bereorak dualists dan bahkan pluraliseis, yain:

b Ihid, hel. 14
" Fral. hal. 17
! Bk, hal, 31

* Dhane Chappelle, Lo Lai, 4% Edviion {Harlow, England: Pearson Education Limited, 19059, ab 16
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1. Hukum Adar vang mengamur Hukum Tanah Adat milik hangsa

Indonesia yang bercomk pluraliseis.

I, Hukum Perdara Barat aean Hukum Agraria Kolonial, bersumber dari:

a, KUH Perdara yang memuar kerentuan Hukum Tanah Darar vang
mengarur tentang hak milik {givendom recht) bag bangsa Belanda arau
Eropa Barar,

b, Agmtrische wet mengatur  tentang  pemitbikan  ranah-tanah olch
perusahaan asing untuk perkebunan besar di Hindia Belanda pada
tahun 1570,

o Demem vorklanmg {pernyaman milik). Ketenruan rentang pemilikan
tanah, Bagi yang ridak dapar membukrikan hak ranah miliknya
berarei malik Pemerintah Belanda,

1. Hukum Antar Golongan menpatur rentang rransaksi tanah Hindia

Belanda vang berbeda golongan penduduk dan sistem hukumnya

sehagni akibar dari ketentuan Pasal 131 o, Pasal 163 15

Pada rangeal 24 Seprember 1960, berlakulah UUTA dan sejak it
terciptalall unifikast hukum atau kesaruan hukom nasional yang mengatur
pertanahan, yastu dengen mencabut berlakunwva Hukum Agraria Kolonial,
rermasuk Hukum Anmr Golongan. Sedangkan, Hukum Tansh Adat tetap
diakui  sepamgang menurut kenyaaan  masih ada dan sesuai dengan
kepenringan nasional dan negara.

Meski Hukum Agraria memusat mareri tentang Hukum Perdae karena
tanah merupakan kebendaan rakbergerak yang dapar diberi hak milik
sehapaimana diatur dalam KUH Perdata, Namun, menurar Urrechr, Hukum
Agraria menjadi bagian dart HAN karena mengatur hubungan hekum
istimews yang disdakan sehinges memungkinkan bagi para penjabar yang
berrugas uncuk mengurus agraria.'” Dengan lain perkaman, Hukom Agraria
mengatur hubungan bukum antara negara dan warga negara berkenaan
dengan administrass pertanahan yang berada Jdi wilavah negara sebagai
sarana unmik mencapai kesciahteraan rakyat. Sedanghkan, menurur Boedi
Harsono: Hukum Tanah memapakan satu bidang hukam vang mandin dan sehagai
cabang habum yang mondin mempunyai tempat sendin dalom Tt Huksom
r"llﬁ.:l.l{“\l.lL“

" E Urrechi. Pemganier dolem ke frdonepr, Coaban Ke-9 (ekans: Penerir 1T khaar, i),
hal. 337
1 Harsoma, Mutum Agrare. hal. 31
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LILIPA  merupakan sarana unmuk melakukan agrarion reform atau
perubahan bidang agraria secara menveluruh, yang mencakup lima progeam
sehangea disebar Panca Proeram, vateu:

1. Pembabaruan  Hukum  Agraria melalui  unifikast hukum  yang
berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
Penghapusan hak-hak asing dan konsepsikonsepsi kolonial aras tanah,
Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsurangsur,

Perombakan  pemilikan  dan penguasaan  ranah  serta hubongan-
hubungan bukum yang bersangkutan dengan pengusahaan ranah dalam
mewigudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan,

Perencanaan persediaan dan peruncukan bumi, air, dan kekayaan alam
vang terkandung i dalamnya serma penggunasnnya secama rerencina

By

sestai dengan dawa dukueng dan kemampuannya.'”

Kelima program di amas juga disebor landreform Jdalam art luas.
Sedangkan, khusus pada burir empar di aeas, disebur Londreform dabam ami
sempir.  Perubahan  agraria mencakup  perombakan  pemilikan  dan
penguasaan tanah dan yang berhubungan dengan pengusahsan tanah,
antara lun seperri larangan pemilikan ranab vang melampaui bamas dan
larangan adanya tanah whseniee atau tanah rerlanrar,

Berdasarkan  ketentuan Pasal 33 Agar (3) UL 1945, negara
memiliki wewenang untuk menguasai sumber daya alam Jan dipergunakan
untuk kemabkmuran mkyar. Arahan kensritusi ito dijabarkan ke dalam Pasal
2 ULIPA 571960 dengan merinei wewenang dari negara sehagai organssasi
kekuasaan seluruh rakyar dalam penguasaan sumber daya alam, yaitu:

I Mengatur dan menyelengearakan perunmitkan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air, dan roang angkasa.

2. Menentukan dan mengarir hubungan-huburgan hukum antars orang-
orang dengan bumi, wr, dan mang angkasa,

. Menentkan Jdan mengarur hubupgan-hubungan hukum anae ornae
orang dun perbuatan-perbuaran hukum mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa

Menurut Penpelasan Umom UUPA 571960, perkaran “dikuasai”
bukan berarti “dimiliki” terapt memberi wewenang kepada negara pada
tingkatan  yvang  tertinggi unok menentukan,  mengarue,  dan
menyvelenggarakan, Salangkan, menurur Padindunpan: | havs diperbedakan

" Harsin, Aol Apraeia, hat, 1-4
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antra dikuasal dan dipergunakan, dalam g bahuwe, “dipengnakan i schoga
tjesin datvipada dikuasai.”

7.2 Asas-Asas Hukum Agrara

Dalam ULPA 571960 terdapat pengaruran yang merupakan realisasi dari
prinsip-prinsip atat asasasas dalam Hukum Agraria nasional, yain:

i

Asas kesaruan, bahwa seluruh wilavah Indonesia merupakan kesatuan
tanah air dari seluruh rakyae Indenesia, sebagaimana diarur dalam Pasal
| Ayar (1) LILIPA 571960,

Asas kepentingin nasional, bahwa seluruh wilayah Indonesia dan
kekayaan alam yang rerkandung di dalamnya dikuasai aleh negara,
sehagaimana diarur dalom Pasal 2 Avar (1) dan (3} jo. Pasal 5.7, 12, 13
LILPA 5/ 1960,

Asns nasionalisme, bahwa bumi, air, dan mang angkasa rermasuk
kekavaan alam yang terkandung Ji dalamnya dalam batasbaras rerrenm
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi kekayaan
nasional. Hubungan antra bangsa Indonesia dan sumber daya alam
tersebue  bersifat abadi. Oleh sebab wu, hanva WNID yang  dapat
mgmpum;ni_ hllhungun ;\il;'pl_‘nl_lhl'l.'r'jl L]l."1'|L:::'I.1'| |.‘II.ITI'Ii. wir, dan ruang
anpgkasa termasuk kekayaan alam vang terkandung di dalamnya,
schagaimana diatur Jalam pasal 9 Ayar {1} LULIPA 571960,

Asas persamaan, hahwa tdak ada perbedaan hak antara lakidaki dan
perempuan. Keduanya memiliki kesemparan yang sama untuk memiliki
hak tanah, sehagaimana dianar dalam Pasal @ Ayar (2) ULIPA 5/1960.
Asas manfaat, bahwa setinp orang dan badan hukum yang mempunyai
hak tanah diwajibkan mengerjakan atsu mengusabakan sendiri secara
akrif. Dengan kaea bun, pemegang hak tanzh diwajibkan memclibara
tanah, vang mencakup kegiatanckegiatan menambabh kesuburan dan
mencegah kerusakan mnah, schagamana diatur datam Pasal 10 Ayar (1)
jo. Pasal 14 Avat (1) dan Pasal 15 ULIPA 571960,

7.3 Hak-Hak Tanah

ULPA 5/1960 mengatur tentang hak-hak mnah, ar, dan ruang

angkasa, Ketentuan Pasal 16 Ayvar (1) LIUPA 571960 mengacur hak-hak

AP Palindungan, Komemiar anos Undang-Undaorng Pokok Agraria

[ Bandung: Alumni, 1980, hal. 11,
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ranah, yaitu:

[
a

Hak Milik: hak wruntemurun, terkuar dan rerpenuh yang Japat
dimiliki Jdengan mengingar fungsi sosial (lihar, Pasal 20 Avar (1) jo.
Pasal & LIUPA 57 [1960).

Hak Guna Usaha: hak unruk mengusahakan anah vane dikuasai
tangsung oleh negara, dalam jangka wakeu 25 mbun dan paling lama 35
tahun guna perusshaan perranian, perikanan, atan peternakan (likar,
Pasal 28 Avae (1) ULIPA 5719600,

Hak Guna Bangunan: hak uneuk mendirikan dan mempunvai bangunan
di aras tanah yang bukan milikoya sendini dengan jangka wako paling
lama 30 tahun dan dapar diperpanjang paling lama 20 cabun (lihar,
Pasal 35 Ayar (1) ULIPA 5/ 19600,

Hak Pakai: hak unwk menggunakan dan arau memonguet hasil dari
ranah yang dikuasai langsung oleh negara amu nah milik orang lain
dalam jangka wakoy rerrenma (likar, Pasal 41 Avar (1) ULTPA 5719600,
Hak Sewa: hak unwk mempergunakan tanah milik orang lain unruk
keperluan bangunan (lihae, Pasal 44 Ayar (1) UUPA 571960,

Hak Membuks Tanah: hak yang berasal dan Hukum Adar {libar, Pasal
46 LILIPA 5/1960).

Hak Memungue Hasil Hutan: hak vang berasal Jan Hukum Adar (libax,
Pasal 46 UILIPA 5719600

Hak-hak lain vang rdak termasuk dalam hak-hak  cersebue akan
diterapkan dengan UL, salah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Fak
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian (lithar, Pasal 33 Avar (1)
UUIPA 5/19a0).

Sedangkan, hak-hak air diacur dalam Pasal 16 Ayar (2) ULPA 571960,

YikgtLi:

i

Hak Gura Air: hak mempersleh air unruk keperluan tertennm dandacn
mengalirckan wr o di ams moah orang bon (likat, Pasal 47 ayac (1)
ULIPA 571960,

Hak Pemelibaraan dan Penangkapan [kan: hak unrmok memelihara dan
menangkap ikan yang ridak herada i aas tanah miliknya sendiri sehagai
perwajudan dars hak ulayar suata masyarakar desa (lihar, Pasal 47 Avat
L2Y UJLIPA 5719000

Denkian pula, hak guna riang angkasa diatur dalam Pasal 16 Ay

(2) LUPA 571960, Hak Guna Rusng Angkasa: hak unmak menperzunakan
tenaga dan unsur-unsir dalam ruang angkasa suna vsahg-ussha memelihara

Hukaom Apraria T.I



din mempetkembangkan kesuburan bumi, air, dan kekayaan alam yang
rerkandung di dalamnya dan halhal lain vang bersangkutan dengan itu
(lihat, Pasal 48 Ayar (1) ULPA 5/1960).

Pengernan agraria menurur LUTA 571960 sangat luas, vdak hanya
mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang rerkandung di dalamnya,
retapi juga ruang angkasa di amsnya, Berdasarkan kerenmuankerentuan
LIUPA 571960 dilakukan penataan tentang pengginaat, penguasaan, dan
pemilikannya, Dengan demikian, ULIPA 571960 berkaitan dengan berbagai
peraturan perundang-undangan lain, di antacanya yaim:

UL Me. 5 Tahun 1983 renmang Zona Ekonomi Eksklusaf,

UL W, 41 Tahun 1999 eneang Kehuranan.

LI M, 31 Tabon 2004 rengang Perikanan

UL M. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

LIL! Mo, 4 Tahun 2009 rentang Mertambangan,

LILI Nes, 29 Tahunp 2009 rentang Transmigrasi.

UL No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

-] 2r d\-l-l-'-.l-l-l'\-fr—

Dalam  implementasinga, ridak  menumap  kemungkinan  tergadi
rumpanggindibh  (overlapping)  pengamiran aneara LIUTA 571960 dan
peraturan perundangundangan yang mengatur bidanghidang rersehut.
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BAB V111

HUKUM PIDANA

8.1 Pengertian Pidana dan Hukum Pidana

stilah pidana berasal dari bahasza Sansckerra berarti hukuman.' Dalam

kamus bahasa Indonesia, pidana berarri kejahatan atan kriminal.*

Hukuman dalam Bahasa Belanda straf, Sedangkan, dalam hahasa
Ingeris ada dua istlah, vaitu penale dan punishment. Keduanya, berarti
hukuman,” Dalam kamus hukum 8lack’s Law Dictionary, arti penaits
Junishment imposed on o wrongdoer, esp. in the form of imprisonment i fine
Though wouplls for crimes, penaolties are alse somerimes imposed for cndl wromgs?
Arn punishment: o sanction — such as a fine, penales. confinement, or loss of
properes, right, or privilege = assessed againgt o pervon who has violated the lan®

Para pakar atau ahli hukum pidana memberikan peneertian yang tidak jaub
berbeda dengan pengertian itu. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalab

YHL habeboll don BOTjirenedehie, Lamus Hudum, Cetakan Be-1 % (akann PT Pradsys Peramila,
20603, hal, W 2

! Depanemen Pesdidakan dan Kebaduvann, Kirmer Seore Binbacr fednesin, Edisi Be-2 (Jakarta: Balai
Pustaka, 19#9] |, hal. 756,

Uloha M. Esbale dan Hissan Shadiby. Somus Tmggrir-Inoteperia lakara: FT Gremedia, [9E21, hal. 423
dan 43&; Webser's, Drbvernal Dicionary o Therauna (Sooaland Geddes & Cirosser, J0HIS), hal. 3350 dan
Ehs]

* Hryan A, Lamer  Fdo, 8k faew INetkowry (Misdesola Wil Giroup, TR, hal 1353
Terjemahan bebas: Fukuman yang dijabshkan pasda orang vang bersalah, khissusnya dadam beniuk helaman
penpars oian denda Meski bazseeoa untak kepahann, hokumen kadang-kadang uga dijaiubkas usk
kesalahan percdma

 Jhid, hal. 1247 Teremahan hebas; aean sanksi—seperl denda, hukaman, karapan, alao kesilangan
il hak, atau hak =limerea—diperhitengkan lerhadap sescomng vaeg melanggar huoam
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reaksi aws delik. yang berujud suame nestapa vang dengan sengaja
ditimpakan negara pada pembuar delik o Demikian pula, Sudarto,
mengartikan pidana adalab penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan vang memenuli syararesvarar tertente itu,’
Sedangkan, menurut Andi Hamzah:

fstilan prdana sering diarttkan sama dengan istilah hukseman. Tewapi
deliem mulisom ing, penulis benisaha memitahkan penpernian bedue seilah
temectuat, Hukuman adalah suam pengertieon umum, sehagal suame sanksi
vong  menderitahan  aras nestgpa yang sengajo  ditimpakan kependo
seseovang. Sedangkan pulana mercpakan swate pengertian khuses vang
berkaitan dengan hakum mdana, Sebapar same pengertian khusus, nasih
Il gl persamgannyd dengan Pengertian wmum, sehapal s sanksl
ittt nestafng yang smenderitakan,”

Berdasarkan urman i atas, arn hokem pidana bukan  sekadar

menggabungkan art dari kedua istilah rersebur, Menurue para pakar, art
hukum pidana adalah sebagai berikur:

2.

Mezger: aturan hukum yang mengikatkan kepada ssatu perbuacan vang
memenuhi syaratsyarar terrenm suatu akibat yang berupa picdana,
Simons: (a) keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara
diancam dengan nestapa, vaitu suan pidana apabilas tidak ditaari; {b)
keseluruhan peraturan yang menerapkan syararsyarat uncuk penjacuhan
pidana; (o) keseluruhan  ketentuan vang memberikan dasar untuk
penjatuhan dan penerapan pidana.

van Hamel: keseluruhan dasar dan amran yang dianue oleh neeara
dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, vairn dengan melarang
apa yang berrentangan dengan hukum {(onrecht} dan mengenakan suatu
nestapa (penderiraant kepada vang melangear larngan rersebae,

Pompe: keseluruban sturan kerenmuan hukum mengenai perbuaran-
perbiatan yang dapar dihukum dan awran pidananya,

Muoeljame: bagian daripada keseluruhan hukum yang berdaku di suatu
negara yang mengadakan dasardasar don atranatran unmk: {a)
menentukan perbuaran mana yang tidak boleh dilakukan, vang dilarang,

“ Reeshan Saleh, Sadsed Piakano nobeperia, Cenbkan Ke-5 ) Jukans Aksara Bama, 19750 hal. 5.
T Buogilariy, ko Puame Sl 6 (Sernarng. Fakullas Hukum Lneversiins Erpanegar), hal 7
b omcdi Hamwah, S Plaimg alon Pemdanaes dodanesioe Ootakan Ke-2 fodint revsd) (Jakana: 37

Pradnya Pararenta, 1923 hal. |
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yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana rertenm bagr
barang siapa melanggar larangan tersebur; (b) menentukan kapan dan
dalam halhal apa kepads mereka yang telabh melanggar larangan:
larangan itu dapar dikenakan amau dijarshi pidana sebagaimana yang
relah diancamkan: (&) menenmikan denpgan cara bagaimana pengenaan
pidana it dapar dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telab
melanggar larangan rersebuor

6. Bambang Poernomo: hukum  posidf  yang  menentukan  tentang
petbuaran pidana terhadap pelanggarannya dan menentukan tentang
kesalaban bagi si pela nggarnya.”

Hukum pudana merupakan hukom sanksi."” Menurut van Kan,
hubkum pidana odak membuat norma aran kaidah barn Norma yang
rerdapat dalam cabang hukum Tain ditegakkan au dipertabankan oleh
hukum pidana dengan ancaman pidana, maka oleh Sudano dikatakan
bahwa hukum pidana bersifat accessor atau bergantung terhadap cabang
hukom lainnya.'' Begitu pun Bambang Poernomo menyatakan: hukum
incleenar sebenamnya tidal mengadakan norma sendin melainkan swedah terletak poda
lapangan hukum vang lain, dan sanksi pidana diadakan sk menguatkan
ditaatinyg norma-norme tersele, '

5.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana

Keberadsan hukum pidana dapar dirinjau dori berbagai aspek,
sehingea ada jenisjents hukum pidana. Menurut [ Hazewingkel Suringa,
Hukum Pidana meliputi:

. Hukum Pidana Obyeketf Gius poenale), rerdin atas:
a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi
pidana oleh badan yang berhak;
b, Ketentuankerenmuan vang mengatur upaya yang dapat dipergunakan
apabila norma i dilanggar vang dinamakan hukum penintensier.
2. Hukum Pidana Subvekrif Gus pumendi), yaicu hak negarn menurut
hukum untuk menuntut pelanggaran pidana dan untuk menjashkan

* Gopdats, Hukum Pidaaa hal, 7 Musiofs Abdullah dan Fuben Achmad, feiran Hiekir fidana
{Iakars: Ghalia Indonesia, 1959), hal &0, Bambsng Poemsamo, dsas-dras Hubum Mdana, Ceeakan Ke-3
{Jakarta: Gihale Indonesia, 19340, hal 14-1%
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serta melaksanakan pidana.'’
Menurure HB. Vos, Hukum Pidana didnjsu dari bekerjanya dapa
dibedakaiy aras:

I Hukum  Pidapa  Obyektd (s poenale):  peraturan yang  memuat
keharasan atau larangan dengan. disermi ancaman hukuman bag yang
melangear, dibedakan:

a. Hukum Pidana Mareriel, peraturan yang memuat perbuatan dan
siapa yang dapat dihukum dan hukomannya.

b.  Hukum Pidana Formil, peraruran vang menentukan cara dan proses
penegakan hubkum pidana macerial

L. Hukum Pulana Subwyekeif (ins peniendl) hak nesara unok menghukum
seseorang  berdasarkan hukum obyekeit, misal memberikan ancaman
hukuman, menunmur, dan menghukum.

3 Hukum Pidana Upum (aleemene strairechs): hukum prdana vane berlako
bagi semua orang,

4. Hukum Pidana Khusus {bigender soafrechs); hukum prdana bagi orang
arang tertentu. Misal, Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Majak.™

Mermurut Sudarto, Hukum Pidana dibedakan acas:

1. Hukum Pidara Maeriel: memuar aturan-amran vang menetapkan dan
merumiskan  perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syararsyarar
untuk dapar dijaruhkan pidana, dan ketentuan pemidanaan.

L. Hukum Pidana Foroml arau Hukum Acara Pidana: mengacur bagaimana
negirn  dengan perantaraan alaealar perlengkapannya melaksanakan
haknya untuk mengenakan pidana,'”

K.3 Tujuan Hukum Pidana

Keberadaan hukum pidana dipengarahi oleh situasi dan kondisi yang
rerjadi pada suatu masyarakar pada kuron masa cerrencu. Divinjan secara
teoretis, ada riga pandangan atau alican eenang mjuan hukum pidana,
Pertamat, menurue alian klasik mjuan hukum pdana uncuk melindung
indiidu dari kekuassan penguasa atau negara, Aliran ini dipelopon atau
dipengaruhi vleh pandangan dan pemikiran Markies van Beccaria pada
tabun 1764 vang menuntur agar hukum pidana discur dengan undang
undang secara rertulis. Tuntutan ins muncul karena pacda masa ity ketentuan

! fhid, bad, 14,
ki bal 15,
4 Rudarto, Mukue ek, hal, %
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Besar sifak serrulis. Apalagi, kekuasaan raja bersifat
: i

almn moderen tujuan hukum  pidana uneuk
= werhadap kejahatan, Sesuai denpan perkembangan
wame mengarah kepada terbentuknya negara musderen yang
kebusssan negara dengan konstitusi dan undang-undang, Maka,
vietenmuan hukum pidana dibuar secara tertulis vang lebih
dimguksn untuk melindungl  masyarakar  rerhadap kepahatan,  Alimn
moderen  dipengaruhi oleh  hasil kajian dar kriminologt sebagai ilo
pengetahuan yang mempelajari remang kejaharan,”

Kenga, menurur aliran campuran atan kompeomi dari aliran klasik
dan moderen yang berancka macam, di anwranvs vaitu alimn ausorniine
richting {perunjuk memerintah)_yang dipengaruhi oleh pemikiran Vos dan
Pompe yang memandang babwa  hukum pidana untok melindung:
kepentingan nepara. Dalam hal ini kepentingan  negarn dizesuaikan
dengan ideologi yang dianurnyva. Misal, ideologi fasisme di Talia pada masa
Benito Mussolini dan Jerman pada masa Hitler, kepentingan negarn
metupakan  perwujudan  dane penguasa otoriter.  Cina beridealos
komunisme kepentingin negara merupakan perwujudan kepenringan pareai.
D Indonesia berideologi Pancasila, hukum pidana untuk memberikan
pengavoman kepada negara, masyarakat, warga negara, penduduk, Jdan
badandsdan,™

Hukum pidana masuk dalam kelompok  hukum publik  karena
mengarur hubungan antara negara dan wargad negats untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban masvarakar. Negira berkewajiban melindungi
kepentingan dan keamanan nepara dan masyarakar, Dalam konreks ind,
hukum pulana menurut Sudarro berfungsi sehagai alat arau sarana untuk
mengontral masyarakat (as a ool of soctal coneral) sehiingga ridak hanve unrak
memberantas atan menangrufang kejaharan Teraps, hukum pidana juga
dapar digunakan sebagai alat pencegahan terhadap kejabatan melalui sanbkst
berupa hukuman ying berat schingses dapar menimbulkan paksaan psikhis
berupa perasaan tubur,™

Sehubungan dengan hal i, hukum pdane menurur Sudano

" Pomtrnome, dsas-4an hal, |8,

T thid, hal 14,

¥ bt hal. 1,
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memiliki Mings subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan
apabila ussha-usaha lain kurang memadai, atan dengan kata Tan, sanks
pidana merupakan seltimeen remidiem atan alar terakhin,”” Hukum pidana
obeh Sudarto ditharatkan seperti pedang bermarea dua. D8 sam pihak, hukum
pidana melindungi benda hukum, yaine nyawa, harea benda, kemerdekaan,
dan kehormaran, D4 lain pikak, hukum pidapa justro melukai benda bukom
apabila ketentuan hukumnya dilanggar™ Begitu pun, Franz von  Liszr
menyatakan babwa hukum pidana melindungi kepentingan tetapi dengan
menyerang kepentingan.™ Dalam kaitan ini, muncul weoriteon tentang
tujuan pidana, yaim:

I, Teori pembalasan, muncul pada sekicar abad ke-18. Menueur reord ind,
pemberian pidana  didasackan pada  pembalasan,  lmmanuel  Kane
mengatakan babawa kejahatan menimbuolkan ketidakadilan, maka haros
dibalas dengan ketidakadilan pula. Pembalasan datam hal ini dilakokan
terhadap:

a. Subyek: kesalahan dori pelaku kejaharan; arau

b, Obyek: perbuatan jaha: yang dilakukan oleh pelaku,

2. Teor tujuan arau prevensi. Menurut teor ine, tujuan pemberian pidana
berdasar  pada  wyuan dan pidana it sendiri, vairi untuk
mempertahankan  ketertiban - masvarakar  Mepgenai cara mencapai
mjuan im, muncul alimn-aliran pemikiran:

A, Prevensi umum {generale preventic): mencegah agar masvarakar ndak
melanggar ketertiban dengan cara membuat ancaman prdana vang
berar agar muncul perasaan kot Hal mi dipengaruhi oleh
pemikican  Anselm von  Feuerbach dalamy  reori paksaan  fisik
(prvchologische poomg),

b Prevensi khusus (speciale preventie): mencegah agar penjahar ridak
mengulangi atw melakukan kejahaan lagi,

¢ Perbaikan (verbetering): memperbaiki agar penjahat menjadi manusia
yang baik.

d. Tidak berdaya (onschadelijld: penjahar rertenty yang tdak dapae
diperbaiki  lapi dapat  dikenakan  pidara vang  bermijuan
menyingkirkan,

e. Perhaikan  amas  penderiman  masyarakat  (herstel  wan geleden

A I
“ Fivied.
I Poemaomis, Aeav-Ada, lial, 271

Hukwm Pigdana T!



madeeh  mempertuiki kerugian vang diderita oleh
_ kembaran, maka pemberian  pidana  unmk
S kerewtan masvarskar pada masa lalu akibar dari
=2 h atau  campuran:  pemberian pidana  hendaknya
&badon  atas  pembalasan  dan mempertahankan  keterriban
masyatukar. Keduanya diterapkan secara kombinasi dengan tidak saling

menghilangkan, ™

Operasionalisasi hukum pidana memerlukan kriminolosi, Penepak
hukum dalam menerapkan hukum pidana ddak cukup hanva berpegang
pada ilmu bukim pidana — obyek ilmu hukum pidena adatsh hukum
pidana — yang di dalamnyas memuar kerentuan atau peraruran uneuk
direrapkan rerhadap kejahatm. Mereka juza mempelajari kriminolog AT
dapar mengetahui dan memabami tentang gejalageals kejahatan yang
mentrut Sudarto rerlerak di belakang abstraksiabstraksi voridis.”’

Kriminolog adalah ilmu pengetshuan yang mempelajari sehab-sehab
kejaharn (baik secara phisik maupun peikhis), ciricin atau sifar kejahatan,
dan bagaimana membetantas kejaharan, Obyek studi dari kriminaologi
adalah kejahatan sebagai pejala sosial atau pejala masyarakar, yang rerjaddi
secara. fyata dun orang vang melakukannya, Dengan demikian, hubunpan
antara ilmu hokum pidana dan kriminologi bersifar nmbalbalik dan saline
kerergamtungan {interdependent). Tlmu bukum pidana mempelajan akibar
hukum dari perbuatan rerlarang, sedangkan kriminologt mempelajari selals
sebab dan cars-cara menghadapi kejahacan.

B4 Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan
hukum takeerrulis. Hal ini mengingar sistem hukum Indonesin bersifat
plurabseis. Meski demikian, menurur Bambang Poernomo, sumber utama
hubkum pidana terdapac dalam KUHP dan peraturan perundangundangan
Pukum picana lainnya, serta bukum adar atsu hukum ealoar yang masih
hidup.™ Dengan demikan, sumber hukum padana, yaiu;

L Weshaek van Strafvechr (5. 1915 No. 732) arau KUHP yang merupakan
kodifikasi hukum pidana sehagai induk peraturan hukum pidana posing,

M i, hal. X1
“ S, Mok Padame, hal 11
"* Poemmoanm, Asas-dwar, hal, 17
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1. Peraturan hukum pidana di luar kodifikasi, aneara kain:

2, UndangUndapg Darurat Ne. 12 Tahun 1951 (LN Bl Tahun 1951
Now T8) tenrang Senjata Api.

b Undanglndang Mo, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupst (LN Rl Tahun 1999 No, 140) jo. Undang.
Undang No, 20 Tahun 20001 tentang Perubahan aras UL No, 31
Tahun 1999 tenrang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI
Tahun 2001 No. [34) jo. UndanegUndang No. 30 Tahun 2002
rentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN R]
Tabun 2002 Na. 137

3. Hukum pidana adat yang masih berlako di beberapa dacrah.

sumber hukum  pidana di stas uneek hukom pidana  mereriel,
Sedangkan, hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersumber dur
petaturan perundangundangan khusus atau rersendiri.

8.5 Kodifikasi Hukum Mdana

WAS atau KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana warisan atau
peninggalan pemerintah kolonial Belanda, KUHP tecdini dari riga buku, 49
bab dan 56% pasal dengan sistemarika sebagai berikur:

L. Buku | tentang Kerentuan-ketentuan Umum: terdiei dari sembilan bab
dengan 103 pasal (Pasal 1 — Pagal 103)

L Buku Il tentang Kefahatan: terdin dari 31 bab dengan 385 pasal (Pasal
104 — [Masal 488),

3. Buku 11 rentang Pelanggaran: recdird dari sembilan bab dengan 81 pasal
(Masal 449 — Pasal 569),

Berdasarkan asas konkordansi, Wetboek van Strafreche vanhg berlakn di
Belanda pada tanggal 1 Januari 1915 dengan & 1915 Mo, 732, juea
diberlakukan di Hindia Belanda, maka disehur Werboek van Strafreche voor
Nederlandschlndie,  Ketka  Pemerintab Jepang  menjajah i Indonesia
diberlakukan peraturan Osamu Seired No, 1 Tahun 1942 (Syoowa 2602)
dalam  ketentuan Pasal 3 dinvatakan: Semua  badan  pemenntzhan dan
kekuasaannya, hukwm dan undongundang davi pemerintah yang dahdn terap
digksi sah bagi sementent woktw, asal s ok bertontangan denpan aturan
Pemenimtahan militer. Berdasarkan kerentuan tu, Wethoek van Strafreche voor

* Sudanio, Hokrm Patana, hal 1313
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Nederlandsch-Indie yang ditulis dalam bahasa Belanda diberlakukan.

Serelah Proklamasi Kemerdekaan pada rangeal 17 Agusms 1945,
diterbitkan UndangUndang Ko, 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana Indonesia, Larar belakang diterhitkannya VU ini adalab unesk
mencegah apar tidak rerjadi kekosongan hukum (rechtvacuum). Sebagaimana
rercantum  pada  konsiderans  bagian  menimbang U tersebur  vang
menvatakan: bahwa sebebom dapar melakuban  pembentiban  undangundang
ﬁl.:rc.um Jllafﬂirld I'lnh'u. |f.l|_"r|:|i freTadidTaan ki |"ler].r.[‘r||:l diseseerikan szr'lﬂ&:l Leadoan
sckarang, Dalam Pazal 1 UL rersebur ditentukan: Demgan  sewsimpeang
seperlenve don Jeriatoran Presiden erlul’lllk Tmelermiesig I!:--rru:na'g.-..llI 10 e 1945
Mo, 2 menetaphkan, bafuea  peraturan-peraturan hukum pidong yang  sekarang
herlaku, inlah peraturan-pesatuvan hukum pidana yang ada pada canggal 8 Maret
[242. =

Setelah pengmahan Jepang berakhir, Belanda kembali ke Indonesia
untuk menjajah karena mereka ridak mengakui proklamasi kemerdekaan.
Dalam simuasi dan kondisi yane demikian, Pemerintah Belanda menethitkan
peraturan hokom pidana, yaiew Tijdelijke buitengewome bepalingen van Strafrechr
(Kerenmanderentuan sementara vang luar Biasa mengenal hukum pidana)
(5. 1945 No. 1351 Keberadaan peraturan ini menciprakan dualisme semu
{geasi) karena ada dua peraturan hukum pidana vang berlaku secara
berdampingan. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 29 Seprember 1958
diwndangkun oleh Pemerintah Indonesia: UndangUndang Mo, 73 Tahun
1958 tentang Menyatakan Berlakonya Undane-Undang Mo, 1 Tahun 1946
rentang Peramiran Hukum  Pidana, unmk Selurub Wilavah  Republik
Indonesia dan Mengubsh Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KN R
Tahun 1938 No. 127). Berdasarkan UL ini, maka ridak ada lagi dualisme
hukum pidana karena hukum pidana yvang berlaku adalah WS apau KUHP
yang diakui  berdasarkan UL 171946, Sejak i, KLTHP merupakan
kodifikast dun unifikasi karena diberlakukan di seluroh wilayah Indonesia,

B0 Tindak Pidana

Bagian vang paling penring dalam hukum pidana adalah rentang
strafhaarfeit. Istilah ini dalam hahasa Belanda, padanan kara dalam hahasa
Indonesia dapar bermacamemacam, vait:

" Salanta, Mok Picdine, Bal 14
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perbuatan piduna, digunakan oleh Mulyarno,

pelanggamn pidana, digunakan oleh M H. Tirraamidjaga;

perbuatan yang boleh dihokom, digunakan eleh Kamni;

peristiwa pidana, digunakan oleh R, Tresna;

perhuatan yang dapat dibukum, digunakan dalam Pasal 3 Undang
Undang Mo. 12 D Tahun 1951 tentang Mengubah Osdonante Tijdelik
Bijzondere Strafbepalingen;

6. tindak pidana, digunakan dalam Undanglindang No. 3 Tabun 1971
rentany Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang
M, 7 Dree, Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penunnutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonoms,™

L ols ek Bd ===

Berdasarkan istilah-isrilah rersebor, setids iknva ada riga isrilah ViR
memiliki anti yang cocok sehagai padanan dari srafbaarfeir, yairu: peristiwa
pidana, perbuaran pidana, atau undak pidana. Meski demikian, istilah
tindak pudana sehagai padanan dan stafbaarfeic yang digunakan secara
formal dalam UL dan digunakan dalam prakiik sehingga dapat dicerima
oleh masyarakar atau berlaky secara sosiologis (sociologsche getdimg), demikian
menurut Sudarto,” Selain i, istilah tindak pidana jugs dipunakan sebag
padanan dari isnlal defice dalam bahasa Belanda, "

Dalam menentukan tindak pidana menore Sudaro ada unsurunsur
vang merupakan svarat yang haros dipenubi agar dapat dipidana arau dapar
disebur syarat permidanaan yang menurue Sudaree rerdiri dari riga unsur
utama, yaitu perhuaran, orang, dan pidana. Adapun, masing-masing unsur
i adalah sebagai berikur:

L unsur perbuatan, melipun berbuat atau tidak herbuar vang:
a. mementihi rumusan dalam ULL dan
b, bersifat melawan hukum atan tidak ada alasan pembenar;
L unsur orang vang melakokan ada kesalahan, sehingga:
a. mampu bertanggrung jowakb,
b. ada kesengajaan (dolus), kealpaan (eulpa), atau tidak ada alasan
petmaaf;
3 unsur pidana, berupa hukuman tertencu dalam LU S

=K Wastpik Sakeh, Tindat Padowr Koragisd (Jakana: Gbabis Indunesia, 1977, hal 1; Abdullab das
Bcbmd, Intirari, hal. 25

" S, Makwm Midena, hal, 11

" Subekti dan Tittrasoedibie, Komer, hal. 35
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Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapar dipidana

karena ada alasan peniadaan pidana, yairu:

s

F=d

Ten

[

Alasan  pembenar  (rechovaasdiginggrond), malah  alasanalisan  yang
menghapuskan sifat melawan hukum {wederrechienk) dari perbuatan vang
dilakukan, sehingga ridak merupakan rindak prdana,

Alasan pemaat  (schuldwishuinngsgrond),  dalah  alasan-alasan vang
menghilangkan kesalahan seseorang. Mesks, perbuaran yang dilakukan
bemsitar melawan hukum, "

Sehubungan dengan hal itu, KUHP memuar ketenman-ketentuan
rang dasar pendadaan pidana {serafistionmgsmonden), yairu:

Ketidakmampuan bertanggung jawab (ontoerekeningsoathaasheid) diarur

dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP: Basangsiapa melakukan perbuaran yang

tidak dapuer dipertangoung jowabkan kepadanya, kavena jiwanya cacat dalam
pertumbnchan atau tergangmu karena pengakin, tidok dipidana.

Keadaan memaksa atau daya paksa (peermachr; force majenre) diarur dalam

Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbreatan bavena pengaruh deva

{rtksa, tidak dipidana.

Pembelaan rerpaksa {noodweer) distur dalam Tasal 49 mencakup dua

aspek, yainu:

. Pasal 49 Ayar (I} KUHP: Baranguapo terpaksa melakukan perbuatan
untuk pembeloan kavena adi serangen ataw ancaman swrangan ketika it
yang melowan fedeum, revhadap din sondivd muinpun untuk orang lain;
terhadap kehormatan kesusilaan atou hart benda sendini nuasepeen oming
Lain, ridak diprdana.

b. Tasal 49 |‘5|.1_|-'dt (2) KUHP: Pembelaan terpaksa yung ﬂlrl.r'inlrlru.n hiitas,
yong langsung disehabkan oleh keguncangan jiwa vang hebat korena
SETOMEAN ataw anciaman serangan it, tidak dipidiona,

Melaksanakan ketentuan undsnpundang (uinoerme van een weetelijh

voorschrift) diatur dalam Pasal 50 KUHP: Bavangsiapa melakukan perbuatan

untuk meloksanakan ketentuan wndomgundang, tdak dipidana,

Melaksunakan perintah jabatan (uitvoermg van een ambrelifk bevel) diatur

dalam Pasal 51 KUHP yang memuar dua ketentuan, yaitu:

a. Pasal 51 Ayar {1) KUHP: Barangsiapa melokwkan perbuatan sk

melaksanakan  perintah jobatan vang  dibevikan oleh  penguasa vang
berwenang, tdak dipidana.

84
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b. Pasal 51 Awat {2) KUHP: Penniah jebaren wnpa wewenang, tidak
memyehabkan  hapusnya pidiena, kecual pha yang diperintah, dengan
itnikad Pk mengma hohwa perintah diberikan dengan wewsnang dan

pelaksanaanmva termasuk declam finglungan pekeriaanm,

Ketentuan dalam KUHP rersebur apabila dikaitkan dengan ceori amu

dokerin renrang alasin pembenar dan alasan pemaat, dapar diketahui:

1. Ketentuan Pasal 44 KU merupakan alasan pemaaf atau dasar
peniadaan kesalahan (schulduisdeiringsgrond),

L Ketentuan Pasal 48 KUHP menurut Simon merupakan alasan pemaat,
namun  menuret van Hammel  merupakan  alasan pembenar
[rechisvaardigingsprand),

3. Ketenmuan -Pasal 49 Ayar (1) KUHP merupakan alasan pembenar;

seidangkan Pasal 49 Avar (2) KUHP merupakan alasan pemaaf.

Ketentuan Pasal 50 KUHP merupakan alasan pembenar,

Kerenmuian: Pasal 51 Ayar (1} KUHP merupakan alasan pembernar;

sedangkan Pasal 51 Ayar (23 KUHP merupakan alasan pemaaf, ™

SO

Tindak pidana vang merupakan padanan kata dari strafhaariar atau
delict, dapar dibedakan menjadi dua jenis:
. Kejaharan, yaiu perbuatan yang bertenmangan dengan keadilan dan
kesadaran hukum masyarakar atau perbuatan vang melangear hukum
sehingea disebur delik hukum {rechesdelice), Kejahaoan diacur dalam Buky
Il KUHP seperri kejahatan terhadap nyawa arau pembunuhan vang
dineur dalam Pasal 338 KUHP.
Pelanggaran, vairu perbuatan vang bertentangan dengan atau melangzar
kerenmuan dalam UL sehinggea disebur delik UL (werdelicr). Pelangearan
diarur dalam Buku 111 KUHP seperti pelanggaran terhadap keteetiban

uratim dalah mengemis di muka umum yang diatur dalam Pasal 504
KUHP."

(]

8.7 lenislenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP diamur rentang jenisqenis pidana amau
hukuman, yaitu:

= i kal 7576
* Sudart, Hiokwew Pickun, hal. 4546, Purnad Purbscarska dan Soerona Scekanca, Sod-Sendd fav
Sliadum sl Yoo Hlwkas | Handuresg: Pereriue Aluemi, 198675, hal, 77
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I, Hukuman pokok arau hukuman yang urama (heofdstraffen), ™ terdiri dari:
a.  Pidana man;
b. DPidana penjara;
¢.  Pidana kurungan;
d. Pidana denda.
7. Hukuman tambahan, diberikan berhubungan dengan dijambkannya
hukuman urama ataw dicambahkan pada pidana pokok, terdiri dari:
w,  Pencaburan hak-hak eertenru;
h. Perampasan barang-harang tertentu;
¢. Pengumuman putusan hakim."

Menurit Roeslan Saleh, ada perbedaan antara pidana pokok dan
pidana mmbahan, yain:
1. Pidana rambahan hanya dapar ditambahkan pada pidana pokek.
Pidana tambahan ridak bersitat keharusan.
Pidana ambahan tentang pencabutan hak tidak memerlukan tindakan
eksekusi, dalam Pasal 38 KUHP dieenmukan bahwa pencabuman hak
mulai berdaku pada hari putusan hakim dapar dijalankan.™

UL Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3171999 mengatur
pidana tambahan selain yang diarur dalam KUHP, berupa pembayaran uang
pengganti dan penutupan perusahaan.

£ et

2.8 Asps-Asas Berlakunya KUHP

Asasasas Derlakunya KUHP didasarkan pada cuang lingkup tempat,
wakru, dan orang, vaitu:

1. Asas lepalitas, diatur Jdalam Pasal 1 Ayat (1} KUHTP: Tiada sutu
perbeatan  dapat dipidana kecwall o kekuatan atwsan pidana dalam
perundangundangan vang telak ada, sebelum perbuaran dilakodan, Kerentian
ini berasal dari bahasa Latin: Nulbon  delicoumn, nulla poenea sine praevia
lege poemale,

1, Asas reritorialitas, yain amuran pidana dalam  perundangundangan
Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuaru undak
pidana di wilayah Indonesia, Diarur dalam Pasal 2 KUHP: Aturan pidoma

W [, Uirechl, Penpredar delam Hiokum fgonevia, Cetakan Ke% (Jakarty: Peserbat FU Ichtiar, 19661,
hal 354,

' Andi Hamzah, Srriem Made, hal, 34
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dalam  penmdanpundangan Indomesin berlabu  bapl setiap  crang  yang
rmelekeduim rindak pidana di Indonesia.

3. Asas personalitas atau asas nasional akrif, yaire amuran pidana dalam
perundangundangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang herada
di luar Indonesia melakukan kejahacan. Diarur dalam Pazal 5 KUHP:

4. Asas naswonalitas pasif, yairu aturan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia berlaka di lusr wilayah [ndonessa bagi setiap orang, warga
negara atau otang asing vang melanggar kepentingan hukum Indonesia
atau  melskukan  tindak pidana yang membahavakan  kepentingan
nasional Indonesia di luar negeri, Diacur dalam Pasal 4 KUHP bahwa
aturan pidana dalam perundangaindangan Indonesia berlaku bagi setiap
orang di luar Indonesia vang melakukan kejabatan rerrenmu.

5. Asas Lniversglitas, yaitu asas yang menyarakan berlakunya aturan pidana
Indonesia i Tuar wilayah Indonesia untuk kepenringan hukum bagi
seluruh dunia vane dilangrar dengan tindak pudana eleh seriap orang.
Diiarur dalam Pasal 4 ke-4 berkenaan dengan kejaharan pembajakan laut
dan udara.™
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menunjukkan sebagai unsur di loar sekror negara, pemerineah, atau
masyarakar, Perdaca dalam art pribadi atau individu seolah-olah merupakan
unsur yang tersenditi. Oleh sehab i, kata perdam juga dianikan sehaga
swasta atau partikelir vang menunjuekkan lawan dari kat publik yang
mengandung unsur pemenntah, Kata perdata juga berarti perseorangan
sehagal lawan dari umum arau masyarakat yang merupakan kelompok acau
kolekrif. [stilah perdata juga dikaitkan dengan istilah sipal sebagan lawan dari
militer. Selain iru, sipil juga menunjukkan sifac vang ridak  resmu
inemformal).

Dalam kamus hukum, istlah cwil law berarti: Boman loe; o legal system
hased om Roman law, as distinct from the English swstem of common low.” Istilah
private law berart: the part of the low that deals with such wspects of velationships
berween individuals that are of ne direct concern o the stare, Tt includes the low of
praperty and of erusts, family law, the law of contract, mevcantile aw, and the law of
tort.” Pengertian serupa juga dijumpai dalam Black's Law Dicoonary, yaitu
citl e berarcl: one of the o promunent legal svscems moche Western Worldd,
riginally administered in the Roman Empire”” Sedangkan, prvare law berarn:
the body of taw dealing with private persons and their properts and relationships;
speciel low." Paton dalam penggolongan atau pembagian {classification)
hukum mengeunakan istilah private law di samping public law dan the low of
procedure. '’

Berdasarkan pengertian i, lebih epar digunakan istilab hukum
perdara daripada hukum sipil yang dapat berarti lawan dari hukum milicer
atay sebagai nama sistem hukum aran nama lin dari hukum Romaws.
Dalam koneeks ini, Subekn menyatakan:

Perkataan “hubkoum perdara” dalam evn vang hias meliputi semua
heckum  “privar matenil” saitw segals hukum pokok yomg mengatuy

! Ehimbsth AL Martan Bt , A O Dionimeary af Larw 2% Edigion (0w fond: Ohefiord Universiny Press,
1iHE), hial, BH, Terjemaban bebas: Hukum Bomawi, sebaab sdiem hukuam bendasarkan bakum Bonawi
varg dibedakan dengan sislem Ingens, Mikuit Eoisan

* il hal 313, Terjemahan hebas: bagian das hukwm yang berkaitan dengan aspek-sspes iemenm dan
nubusigan antanndivids yang tdak berkaitan lonpsang dengan negara. Mencabap hukum centang mifik deo
kepercayaan, hukum keluargs. fBukum konrrak, bakim dagang, hukwm ieniang kesplaban

" Hran A Camer Bdi, Bl 's fow Dveaionaey (Minnesista. Wiest Groop, 1900, hal. 239, Teermahan
hehes: Hukum sipil- salah st dan dus sstem hukusn erkemoia di dunin Barar, awalnye dikchla oich
kerajaim Fomswi

Uik, b 1214 Teriemahan bibas: Hakwm pendata: ompuisn okom yang berkaitan denpgan prifadi
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kepentingandepentmgan  pevseomangan,  Dodom ot vang luas
perbataan “perdata” juga laxim dipakai sehagai lowan dari “pidana,”
Ada juga omang vang memakai perkaraon “hukum wpil® ik hkem
priveet materiil itw, tetapi oleh karena perbataan "sipil” juga lazim dipakai
sehagai lawan dari “militer,” maka lebih bak kita memakal istilah

"haukum perdata™ untuk segenap peratesan hukum privas maeriil.”

Sedangkan, menurst Set Soedewi Masichoen Sotwan, hukum perdar
adalah heckum yang mengatur kepentingan antana worma negasa petseovangan sang
st demgan wotge negara perssorangan vang lain'® Semencara itu, Villmar
mengartikan hukum perdata adalah amran-aniran aou norma-norma yang
memberikan pembarasan dan oleh karenanya memberikan peclindungan
pada kepenringandkepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat
antara kepentingan yang satu dengan yvang lain dari orangorang di dalam
suaru masyarakar.”

2,2 Pembagian Hukum Perdata

Hulkum perdara dapat dibedakan stau dibagi menjadi beberapa jenis
atau macam sesuat dengan sitat dan benruknya, yvairu:

1. Hukum perdara materiel dan hukum perdara tormil. Hukum perdata
matertel mengatur rentang peristiwa hukum, hubangan hubum, dan
akibar hukum rermasuk hak dan kewasjiban yvang muncul dalam
lapangan keperdataan. Hukum perdara tormil, mengamr proses dan
penegakan hukum perdara marericl.

1. Hukum perdata rerrulis dan hukum pecdata tidak terrulis. Hukum
perdata tertulis diatur dalam peraruran perudangundangan yang berasal
dari negara, vang utama adalab KUH Perdata. Hukum perdaen tidak
tertulis adalah hukum Adat vang berasal dari masyarakar aclar.

3. Hukum perdata dalam armi luas dan sempit, Hukum perdata dalam arts
luas mencakup hukum perdata dan hukum dagang, Hukom perdata
dalam arti sempit, hanya hukum perdara tanpa hukum dagang.

Y Subckin, Podkak-Pokek Hiokhiosr Pedosa, Cetakan Ke-13 (akans: FT lssermess, 1975 bal 9.
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9.3 Kodifikasi Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia schagian besar substansinga herasal atau
bersumber dari kodifikasi hukum perdata Belanda. BW arau KUH Perdata
merupakan kodifikasi hukum perdata wartsan arau penangealan pemerintah
kolonial Belanda. Sejarab rerbentuknya Burgerlitk Wethoek voor Indomesié ticak
dapar dipisahkan dar Busgerlijk Wetboek i Belanda karena berasal dari suna.
Terjadinya atau Jibentuknya  Busgeslijk Wethoek di Belanda ridak dapat
dipisahkan dengan Code Civil Perancis. Pemberlakuan hukum  perdata
tersehut akibar dari penjajahan. Indunesia pernah dijajah oleh Belanda,
diberlakukan hukum (perdatal Belanda. Demikian pula Belanda, pernak
dijajah wleh Perancis, Ajaran tentang kodifikas: hukum perdaca ini berasal
dart Perancis.” sedangkan, hukum perdsta Perancis dipengaruhi oleh
hukum Romawi. ’

Awalnya, ndak ada kesaran hukum Jdi Perancis  masingmasing
wilayah berlaku hukum yang berbeds, Wilayah Perancis bagian Ueara dan
Tengah berlaku hukum bokal (pays de droie coummmier), pada wilayah bagian
Selatan merupakan daerah hukum Romawi (pavs de droit éomeh™ Benmuk
kodifikasi hukum sudah dilakukan pada hukum Romawi, vaitu Corpus heris
Civilis dari Kaisar Justinianus. Meski keinginan untuk membuat kodifikasi
hukum di Perancis sudah muncul sekitar abad ke-17 dan abad ke-18, namun
kodifikasi hukum perdata Perancis bara berhasil diciptakan serelah revolusi
Perancis. Hukum perdata Perancis bersumber dari hukum Romawi, hukum
kebiasaan dari Paris (Coutume de Paris), peraruran perundangundangan
(Ordonnances), dan hukum pada mass Revolusi Perancis.”™ Hukum perdata
Perancis dapar rerbentuk atas perineah Napoleon, sehinpea disebur Code
Coul Napolesn yang kemudian divbah menjadi Code Cinil des Franeus vang
berlaku pada tahun 1807.

Ketika Perancis menjajah Belanda diberlakukan Code Civil des Frangais,
pada tuhun 1811, Penjajahan Perancis berakhir pada tahun 1813, Meski,
Belanda sudah ddak dijajah oleh Perancis, namun Cade Civil masih herlaku
hingea tahun 1838 Penyusunan kedifikasi hukum perdara Belanda dimulai
pada tabun 1814 dengan dibenruk suaty panitia dipimpin oleh M. Ke mper
vang bertugas unwk memboat kadifikasi hukum perdara. Penvusunan

' il hal, 21
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kadifikas: hukum perdata dilakukan dengan memadukan darn Code Crnl
Perancis dan hukum Belanda kuno, Kodifikasi hukum perdara Belanda
diselesaikan pada rangesl 5 Juli 1830 dan direncanakan unmek diberlakukan.
Mamun, terjadi  pemberonrakan  sehingga  muncul  kerajaan  Belgia.
Akibarnya, kodifikasi hukum peedats Belanda bara berlaku eanggal 1
Okrober 135

Perdasarkan  asus  konkordansi,  Burgerdijk  Werboek  Belanda
diberlakukan di Hindia Belanda, Diawali dengan pemberian tugas kepada
G.Co Hageman, Kerua Mabkamabh Apung di Hindia Belanda unmk
melakukan  penyelidikan tentang  pemberlakuan peramuran Belanda  di
Hindia Belanda, Namun, penyelidikan tu ndak dilakukan dengan baik,
sthinggs Ketua Mahkamah Agung berikumnya, G Scholten van Oud-
Haarlem, ditugaskan memimpin komisi persiapan untuk pemberlakuan
peraturan Belanda. Pada manggal 16 Mei 1846 penyusunan rancangan
kodifikasi hukum perdata unuk Hindia Belanda diselesaikan. Namun,
Scholen jatuh sakie, padabal unwk  mengimplementasikannys perly
penyesuaian, maka dinmjuklah H.L, Wickers untuk menvelesaikan rugas itu.
Akhirnya, pada tangizal 30 April 1847 Bungerlijk Wothoek voor Nederlands fndie
diumumbkan {publicatie) dalam S, 1847 No. 23 dun diberdakukan pada
tangral 1 Mei 1848,

Burgerlijle Weorbowek vorr Wederlonds Indié arau Buergerlijk Wethoek woor
Indemesie  aslinya  berbahasa  Belanda dan oleh R, Subekni dan R,
Tjiptosudibio  diterjemahkan mengadi Kieab  UndangUndang  Hukum
Perdara.”! Substansi vang diarar dalam KUH Perdara tdak sama de ngan BW
Belanda, beberapa pasal dilakukan perubahan.”™ Dengan demikian, KUH
Perdata vang berlaku di Indonesia sebagian besar merupakan unsurunsur
hukum yang berasal dari: hukom Bomawi, hukum Perancis kuno, hukum
Belanda kunae®

KL'H Perdata rerdiri atas empar buku dengan sistemarika sebagai
berikur:

1. Buku I tentang Hukum Orang (Eerste Boek van Personen Rechrd rerdiri
dari Pasal [ — Pasal 495;

" Seedmman Kartohadiprodjo, Peagmenre o Sk I Indomeraa £ Bk Podaa. Cembes Ke-10
(dakama; PT Peinkangunan dan Ghalia Indooesiz, 1942, hal &7
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1

Buku Il tentang Hukum Benda (Tweeds Boek van Zoken Reche): terdiri

Jdari Pasal 499 — Pasal 1232,

3, Buku 111 tentang Hubum Perikaran (Derde Boek van Vesbindtenisen Recht):
terdiri dari Pasal 1233 — Pasal 1864

4. Buku IV tentang Hukum Pembukrian dan Kedaluwarsa (Vierde Doek van

Bewijs en Verjaring Reche): terditi dari Pasal 1865 — Pasal 1993,

Sistematika KUH Perdata itu berbeda dengan pembidangan hukum
perdata menurut fmu hukum yang juga terdinl atas empar bBagian, vains:
Hukum Perorangan {Pevsonenmecht);

Hukum Keluarga (Familieracht);
Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecha).
Hukum Waris (Erfreche). :

Memperhatikan pada pembidangan di atas, dapar diketabui bahwa
hukum p-lrrdrll‘.'l secard ilmiah menggunakan pa'nrl:-_'i-:ut.m subwek dan obyek.
Penparuran hukum perdata disesuaikan detgan tahapan perkembangan
kehidupan subyek hubum. Diawali, penentuan seseorang sebagai subyek
hukum, vaitn sejak dalam kandungan sudah dizkun selbagai subyek hukum
apabila kepenringan hukum anak iru perlu dilindungi. Serelah Jdewasa
melangsungkan perkawinan untuk membenruk rumah tangea dan bekerja
untuk memperaleh harta kekayaan vang merupakan obyek hukum. Dalam
bhekeria, subyek hukum mengadakan perjanjian atau transakst bisnis dengan
subvek hubkum fain, membenruk atau mendirikan perusahaan. Akhirnya,
setelah mengalami sepala tahapan dan proses kehidupan, subyek hubkum

il

akan menpalami kemanan.  Eematian merupakan  peristiwa vang Jdapar
menimbulkan akibat bukum bagi subyvek fuwkum, yaitu kedudukan dan
atarus hukum dati harta kekavaan vang diperoleh berubah menjads harea
warizan, Dengan demikian, pengaturun hukum  perdara mendahulukan
kepentingan subyek hukum dan dilanjutkan dengan pengaturan rencang
harta kekayaan sebagai obyek hukum.

9.4 Hukum Perorangan
Pengertian orang (persson) dalam hukum berarti pembawa hak atau

4wy A Engelbrechi don EM L. Engelbeechi, Kineh-Fivah #didoen - Umetangy e Pasrciriran-FPeroniran
seria [ladang.Lndeng Dacar P85 Rl fodvoeseia (1L Wthapken Waten er Ferordemingen Rerevos
e Grandws! van (995 van de Repwbiiet Smesidl (Leiden Penerhit PT Gumung Agung, dan AW
Sythindt™s Liigesersmmal=cl=pe| M. UL hal, 395-1900
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subyek dalam hukum.” Dalam  koneeks ini, manusia  (human) secara
konseptual merupakan mahluk hidup cipaan Tuhan vang berbeda dan
dapar  dibedakan  dengan mahluk (hidup) lainnya. Sedangkan, orang
menurut konsep hukum  adalah pembawa aran pendukung hak  dan
kewajiban. Menurur  hukum perdata (Barat) settap manusia merupakan
orang vang membawa hak, Substanst atau maten yang diatur dalam hukum
perorangan, mengarur enmang subyek hukam, kemampuoan acan kecakapan
untuk melakukan sendiri suam perbuatan hukum.

Manusia sebagai pribadi atou Jazim disebut pribadi alaow (soturbik
perspon;  marural  person)  merupakan  subyek  hukum karena  manusia
merupakan pendukung hik din kewajiban,™ tanps memandang agama dan
kewargaannegaranye, Manusia sebagai subyvek hukum memiliki hak unmk
bertindak di depan hukum sepak dilahirkan hingea mari. Bahkan, sejak di
dalam kandungan sudah diakui dan dilindung oleh hokum (likar, Pasal 2
EUH Perdata), Dalam Pasal 27 Ayar (1) jo. Pasal 28A ULIDY 1945 manusi
diakui sebagai subyek hukum.

Meski, setiap orang adalab subyek hukum, namun ridak berarti seriap
orang Jdapat bertindak sendiri di depan hokum, karena harus memenuhi
persvaratan rerfentu menurar hukum. Misal, seorang anak kecil secara
yuridis dianggap ridak cakap (onbekwnam) dan ddak bersenang {onkevoegd)
melakukan perbuatan hukum sendiri terapi haries melalus orang tua atu
wall, Agar dapar berrindak sendirs anak tersebur harus eelah mencapai vsia
dewasa. Sebaliknya, ada orsog dewasa, namun oleh hukum dianggap ridak
cakap, vaitu orang gila aeu vang rerpangru jiwanya, Ada pula orang dewasa
vang dianggap ridak herwenang unmuk bertindak sebaga orang tua yvang baik
las a good father), vaitn orang yamg suka berjudi mabuk nackoba atu
minuman kerss, pengadilan dapat mencabur kekuasaannya rechadap anak
untuk wakru terrentu {lihat, Pasal 49 UL Perkawinan 1/1974),

Kriteria dewasa menurot bukum perdata Barar sebagaimana diamr
dalam Pasal 330 KUH Perdara didasarkan pada usia seseorang, yaimu 21
tahun dan telah melangsungkan perkawinan, Menuroe Pasal 50 Undang.
Lindang No. 1 tshun 1974 tentang Perkawinan, usia dewasa dirgrapkan 18
tahun. Dalam hukum Adar, krireria dewasa selain karena perkawinan, juga
mampu bekerja sendini dan mampu mengurss hartanya sendiri. Misal,

= Subeko, Peknd-Pakok hal 17
- Wahyu Sasongko, Oavee-Dasar B Sakee (Bandsr Lompung. Penerbit Universitas Lomgung,
26140, il 4%
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sudah berdirn sendin (mandiri) dan tidak serumah lagi dengan orang ta.*
Selain manusia priladi sebagai subyek hukum, dikenal pula pribadi
hukum atau badan hukum frechespersoon) sebagail subyek hukum. Lstilah
badan hukum dalam bubasa Ingeris ada beragam, vaitu legal entity, legal
pevson, artificial person, juristic person. Badan hukom merupakan kesaruan atau
kumpulan dari orangorang vang memiliki hak dan kewajiban  unruk
melakukan perbuatan hukum layaknya manusia pribadi. Seperti, memiliki
kekayaan, dapar digugar dan mengeugar ke pengadilan. Ada persvaratan
rertentu agar suany perkumpulan menjadi badan hukum, yaivo:
|. Syarat formal, berkenaan dengan prosedur pendirian, yao: pembuaran
akre notaris, pengesaban oleh menren: kehakiman, dan divmumkan
dalam rambahan berita negara,
Svarat material, berkenaam dengan substansi amu materi yang harus

I

diperuihi, ymtu  pemisahan  aneara harta  kekayaan  pribadi dan
perusahaan sehingea ada pemizahan ranggung jwab.

Badan hukum semacam i, yaitu perseroan  terbarns,  koperasi,
yayasan, Jdan wakat. Sedangkan, badan vsaha yang tidak berstarus badan
hukum antara  lain  seperti perusahaan  perorangan,  comnanditaive
wennoorschap, dan tirma.

Pengaturan tentang tempat tinggal atao domusili perlu bag sulyek
hukum. Dalam KUH Perdata diatur secara khusus tentang tempar ringgal
atau domisili untuk menentukan tempar perbuaran bukum atau seridaknya
apar subvek hukum Jdapac dibubungi. Menurut KUH Perdata, ada lima
macam Tempat ringgal, yaitu:

1. Tempat tingeal pokok: rempat yang dijadikan pusat kediaman, Misal,
rempar ringgal atau alamat rumah.

1. Tempat tingegal sesungguhnya: tempat sungpuhsungmuh bersda, Misal,
rempar tinggal sementars (rumah pondokan)

3, Tempar ringgal tkutan: cempat tinggal mengikun orang taan, Misal, ssreri
mengikuts suam, anak mengikun orang wanya,

4, Tempar ringgal pilihan: rempar ringgal yang dipilih karena ada urusan
tertentu sehingea memilih domisili di kancor kepanitersan pengadilan
Feseri atan pengacar,

5. Tempat tinggal penghabisan: rumah kemartian arau rumab duka unruk
menentukan hukum wars yang herlaku,

T Pt Purbcanks dan Soerjono Soerkanio, Senvd-Sedi M Sabeo don Teer Hrok | Haindung:
Pegegtant Alumn, 19825 kal 70
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9,5 Hukum Keluarga

Hukum keluargs juga disebut  hukum kekerabaran,”®  mengatur
hubungan hukum vang munenl dalam hubungan kekeluargaan, mencakup
peckawinan, kekuasaan ortang tus, perwalian, dan pengampuan, Konsep
perkawinan menurur hukum  perdata Barar berbeda  dengan hukum
perkawinan nasional [ndonesia. Dalam Pasal 26 KUH Perdara dinyatakan:
Undang Undang memandang soal perkawinan hanva dolen hubungan-hubungan
pevdiata. Berarti, perkawinan hanya diakui sab apabila dilakukan menurut
kerenruan dalam KUH Perdats, atau dengan kaea lain, perkawinan hanya
Jari aspek hukum perdata terlepas dari ketenruan agama rerceniw. ™

Sedangkan arti perkawinan menurue hukum perkawinan nasional,
sehagaimana diarur dalam Pasal 1 UL Perkawinan 171974, adalah: ikatan
lakir bathin antara seovang pria dengon seorang wonee sefagai sseami istert demgon
L am 1'.|1.t'|'II.F.I|::II.[I.I.li. |n:¢:|.1.uJ'r_urJ. 11"|4:r'|'l..|]h mugqﬂ] yang f‘.'-ll-hl'l.ﬂglil Ll:-!IIH kt'!t-:ii |?¢TJ|:L:|rJ.1‘fr.r.I1“.'
Ketwhanan Yang Maha Esa. Ketenmian ini juseru mengaitkan perkawinan
dengan agama. Maka, perkawinan ridak sekadar hubungan perdata retapd
juga hubungan lahirbathin suameistert untuk membentuk keluarga atau
rumah mangga vang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang sah menurur hukum harus memenuhi syaratsyarar
rertentu sesuai dengan ketentuan hukum, yaino:

I. Mencapai baras usia yang diretapkan:
2. menurut Pasal 7 UL Perkawinan 171974 pria 19 sahun dan wanira
16 tahun;
b.  menurr Pasal 28 KUH Perdata: pria 18 tahon dan wanita 15 tahun.
2. Memperoleh izin Jari orang rua bagi calon mempelai yang belum berusia
21 tahun {Pasal & Ayae (2 UL Perkawinan 1/1974) arau belum dewasa
(Pasal 35 KUH Perdata).
3. Persetujuan bebas dan kedua calon mempelai {Pasal & Ayae (1) UL
Perkawinan 11974 dan Pasal 28 KUH Perdara).
4, Tidak dalam perralian darah {Pasal 8 UL Perkawinan 1/1974 dan Pasal
30 KUH Perdatal.
Masa rungeu bagl wanita vanyg pernah kawin:

)

* v, hal, HX
TR, Wirj'ml I"'rudjl_'l]ﬂ_l,rru_ Faskeorms Prrkirdean o) Badimesdy, Cetakan Ke-7 ([Fmduu[.-. PFenarhit Sidiiir
Haradung, 19517, hal. &
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4. Pasal 11 UL Perkawinan 1/1974 jo. Pasal 39 Peraruran Pemerintah
9,/1975 ditetapkan sekurang-kurangoya 20 har;
h. Tasal 34 KUH Perdars menetaphkan 300 han.

Petkawinan membenruk rumab tapgza, Dalam  hidup  berumah
tanpea, suamiister memiliki hak dan kewajiban. Menurur Subekei: Swami:
isters harus setio seow sama lain, bantwmenbanne, berdiom bersamasama, saling
memberikan nafkah dan besamasama mendidik anak-anak.™ Menurut KUH
Perdata hak dan kewajiban suami Jan isten, antara lain vaitia:

1. Suami sebagai kepala keluargs memiliki kekuasaan suami (mantale
macht). Menurur Pasal 105 Ayar (1) KUH Perdata suami adalab kepala
rumah tangra,!’ Dalam kedudukan im, suami wajil mengurus harta
kekayaan, menentukan tempat tinggal bersama, memberi perlindungan,
membert bantuan kepada iseeri dalam melakukan perbuatan hokum,
dan mendidik anak aran melakukan kekuasaan orang ma selaku bapak
vang baik (uls con goed huisvader; ax a good father).

2. Alimentasi {alimentatiel, vaitu suami wajib memberi natkah kepada isteri
dan  anakanak (Pasal 103 jo. Pasal 105 Agat (2} KUH Perdata).
Sehaliknya, setiap anak yvang sudah dewasa wajib memberi natkah
kepada kedua orang tuanya (Pasal 321 KUH Perdara).

1. [steri harus rnduk dan patuh kepada suami dan wajib ringgal bersama
Jdalam saru rumah {Pasal 106 KUH Perdara).

Kedudukan hukum isteri menurat hukum perdara Barar tidak serara
dengan suami. Menurut Pasal 108 jo. Pasal 110 jo. Pasal 1330 KUH Perdata,
isteri harus memperoleh izin dari suami dalam melakukan perbuaran hukum
tertentu. Sedangkan, menurue hukum perkawinan nasional kedudukan
suami dan isteri setara atiu seimbang dalam rumah ngga, Masing-masing
pihak berhak unruk melakukan perbuatan hukum, meski suami adalah
kepala keluarga dan isteri sebagai b rumah tangga (lihac, Pasal 31 LU
Perkawinan 171974,

Hak dan kewsjiban suami dan stert menurut UL Perkawinan
1/ 1974, antara lun yaim:

1. Suami dan dsteri harus mempunyai tempar kediaman  terap yang
ditentukan oleh suama 1ster bersama.
1. Suami dan isteri wajib =aling cnra-mencinta, hormar-menghormari,

= Subszkrn, Prabod-Pakak, hal 24
1 W, FHubam Perkaniean, hal G,
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setia, dan memberi banman lahir bathin yang sam kepada yang lain,

3. Boami wajib melindungl isterinys Jan memberskan  sepala sesuany
keperluan hidup berumah eangga sesuai dengan kemampuannya.

4. Isteri wajib mengamur urusan rumahAaangza sebaik-batknya.

Sefama dalam  perkawinan  suami Jdandatau  isteri dapar bekerja
mencar hafkabh, Menurue Pasal 35 Ayae (1) UL Perkawinan 171974, harra
benda vang diperoleh selama perkawinan mengadi harta beesama. Selain ita,
ada yang <disebur dengan harta bawaan, yaeu harea yang dibawa oleh masing-
masing suama atau bsteri dan harea benda yang diperoleh masing-masing
sebagal hadiah atau warisan, yang berada di bawah penguasaan masing
masing sepanjang para pihak ridak menentukan lain.

Menurue Pasal 38 UL Perkawinan 1/1974, suam perkawinan dapat
purus karena beberapa alasan, yaim:
|, kematian: salah saru pihak, suami atau isterd meninggal dunia;

&, perceraian: suami atau jsteri tidak dapat hidup rukun;

. kepunisan hakim: pengadilan memums  perkawinan  karena  alasan
rerrentu, Misal, suami arau isteri pergi tanpa izin dan tanpa kabar selama
dun tihun berturur-marur.

Dalamy Pasal 209 KUH Perdara dikemukakan alasanealasan perceraian,
PETITE
zinah (overspel);
meninggalkan rempar ringeal bersama dengan ikeikat jahat;
menjalani hukuman penjara lebib dari ma mhon;
melakukan penganiayaan berar aran membahayakan jiwa.

P b B -

Kekvasaan orang rua (eededijke mach) adalab kewajiban orang tua
untuk memelihara, membimbing Jdan memberikan natkah anakanaknya
yang belum Jdewasa, Kekuasaan ini berlaku sepanjang masih hadup  dan
dalam ikatan perkawinan. Kekuasaan orang raa bechenei apabila:

1. anak relah dewasa arau telah kawin:

1 perkawinan orang tua puatus;

. dicabut aran dibebaskan oleh hakim;

4. anak dibebaskan karena orang tua tdak mampu mendidik.

Putusnya  perkawinan  berakibar terhadap anak Ji bawah wmur,
khususnya dalam melakukan perbuatan hukum. Berkenaan dengan hal ini,
dustur reneang perwalian (voogdif), yait pengawasan terhadap anak di bawah
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umur vang ridak berada di bawah kekuasaan orang twa, Ada rige macam

perwalian, yaiou:

. Perwalian menurut UL {wereelijke voopdij). Mizal, anak yatim arau piana,
walinya salah sare dan orang ta vang hidup.

2. Perwalian menurut kepurusan hakim {daneve voogdy), Misal, wali yang
diterapkan oleh hakim atau atas permineaan kepada hakim,

3, Perwalian menurur wasiat (estameneaire voopdif). Misal, wali berdasarkan
AUrAr wasiat.

Selain perwalian unmik anak di bawah wmur. Ada pengampuan
{euratels), yaimn orang dewasa vang karena alasan tertentu oleh LU dianggap
tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri, sehingga haras ditaruh di
Fawah pengawasan  pengampunya.  Orangorang  yang  berada  dalam
pengampuan, disebur curandus, “yaim orang gila, pembuoros, penjudi, artau
pemabuk. Orang yang diserahi tugas mengawas: curandses disebur ceanr,
Akibat hukum dari orang vang ditaroh Ji bawah pengampuan, akan
diperlakukan seperti anak belum dewasa yvang dianggap ridak mampu
melakukan perbuatan hukum,

9.6 Hukum Harta Kekavaan

Hukum harra kekayaan oleh Subekri disebur hukum kekavaan, ‘_.'ng
mengatur hubunganhubungan hukum vang dapar dinilai dengan uang.”
Menurumya, kekavasn merupakan jumlabh segala hak dan kewajiban
seseorang yang dinilai dengan uang. Hak dan  kewapban o dapat
dipindahkan kepada orang lain.'' Sedangkan, Pumadi dan Soetjono
mengartikan  hukum  harta  kekayaan adalah hukum vang menvanghur
hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum, dan hubungan hukum
vang terjadi.™ Substansi vang diatar dalam hukom harea kekayaan cerdin
aras hukum benda dan hukum perikacan.

9.6.1 Hukum Benda

Hukum benda pada hakikamya mengacur hubungan hllkll[ll anrara
orang dan benda yang menimbulkan  hakhak  kebendaan”  PBenda
merupakan obyek hubum. Dalam hal ini, obyek hukum berarri sepala

iibeko, Modod-Pokok, bal 15,

" It

A Purnadi dan Seerpno, Seecfi-Yeady, hal, 81
 Bubekt, Fokok-Pakok, bl |1
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sestatu yang dapat menjadi hak oleh seseorang, Menurur Pasal 499 KLUH
Perdata, kebendaan adalah tiap-riap barang dan hak yang dapar dikuasai aran
menfadi obyek hak milik (edgendom reche), Benda (zaken) dalam arti sempit
adalah barang vang dapat dilibat atau berwujud, Benda menurur hukum
perdata dapar dibedakan  dalam  beragam  kehendaan  sesuar dengan
kepentingan, yaieu dibedakan antara:

benda bertubub dan takbertubuh. Benda berrubuh (Sechamelifk) adalab
benda yang berwujud arau dapar ditangkap oleh pancs imdera, seperti
buskn, pena. Sedangkan, benda rakbermubuh (mligchamelik) adalah benda
tidak berwopud salah hak-hak, sepertt hak untuk menagih ueang acau
pittang,

benda vang dapar dipakai habis dan benda yang ridak Jdapar Jipakai
habis. Benda yang=dapar dipakat habis (verbreikbaar) adalah benda vang
dapar habis apabila digunakan, seperti beras arau uane. Sedangkan,
benda yang ridak dapar dipakai habis lonverfreikbaasd karena disunakan
seperti peralatan rumah tangea.

benda bergerak dan benda takbergerak. Benda bergerak (roerende) adalah
benda yang menurut sitatnya dapar dipindahkan, seperti meja dan kursi.
Sedangkan, benda akbergerak (omvoerende) yang menurut sifatnya tidak
dapar dipindabkan, seperti tanah.

benda vang sudah ada dan benda yang masih akan ada, Bends vang
sudaly ada (regenmoordige zakend adalah benda vang saar ini sudah dimiliki,
sedangkan, benda vang masih akan ada (rockomstipe zaken) adalah benda
vang baru akan ada di kemudian har atau pada masa mendarng, sepert
padi hasil panen mendatane.

benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Benda dalam
perdagangan (zaken in de handel) adalah benda yang menjadi obyek
perdagangan. Sedangkan, benda di luar perdagangan (zaken buiten de
handel) adalah benda yvang tdak dapar menjadi obyek perdagangan.
benda yang dapar dibagi dan benda vang ridak dapat dibagi. Benda vang
dapar dibage (zaken kunnen deelhaar) adalabh benda vang merupakan
rangkaan dan bukan merapakan satuan, sepert suku cadang kendaraan
dapar dijual rerpisah dari kendaraan. Sedangkan, benda vang ndak dapat
dibagi (zaken kunmen ondeelbaerd adalah benda yang memipakan kesaruan,
seperti cincin dengan batu permata sebagai kesaruan, "

" Socdown, Miotum Fend, ball 17218
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Dalam hukum perdata terdapar hak-hak keperdacaan vang rerdin darl dua

macam hak, yaitu:

1. hak murlak adalah memberikan kekuasaan langsung bag pemepang hak
untuk menguasai dan  menikmatinga dan  dapat  dipertahankan
berlakunya terhadap siapa pun, rerdiri aras:

a. hak kepribadian, misal hak hidup, hak ataz pama, kehormaran, dan
kemerdekaan;

b, hakhak dalam hukum  keluarga, misal hak suami dan ister,
kekuasaan orang tua:

c. hak kekayaan arau hak vang mempunvai nilai ekonomi, vaico: hak
kebendaan seperti hak milik dan hak kekavaan intelektual seperti
hak cipra, hak merck, dan hak paren.

2. hak relarif adalah hak vang banva berlako rechadap orangorang rerrentu
saju, yaitl antara si pemegang hak dan pihak rerrent, misal hak kredieor
menuntut debitor untuk memenuhi pembayaran.”’

Hak kebendaan teemazuk hak mutlak karena memberikan kekuasaan
langsung  bagl pemesangnys untuk  menpuasai dan menikmati  suam
kebendaan dan dapar dipertahankan berlakunya rerhadap siapa pun. Dalam
konteks ini, hak kebendaan memiliki sifar atau ciri khas, yair:

1. hak kebendaan berssfat mutlak, vang berlako dan dapar diperrahankan
terhadap siapa pun;

2. hak kebendaan mengikur atau mengiring benda yang mengadi obwvek

hak inu, dalam bahasa Belanda disebur saaksreraly dalam bahasa Perancis

disebut dvait de suite;

1. hak kebendaan mendahulukan yang lebib dulue reriadinya;

4. hak kebendaan memiliki hak unmuik didahulukan atan disebur droit de
prieferene;

5. hak kebendaan memiliks hak untuk menuntut kembali bendanya dam
siapa pun disebur hak revindikasi (actio in rem);

. hak kehendaan dapar dialihkan secara luas dan penub.™

Pengaturan hukom benda dalam KLUH Perndama menganur sistem
terrutup. Artinya, orang tidak dapar mengadakan hak-hak kebendaan baru
selain yang sudah diretapkan dalam undangundang. Jadi, hanya dapar
mengadakan hakhak kebendasn rerbatas pada vang sudah diterapkan dalam

' fhid,, hal X2
"t hal. 23-Z5.
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kUH Perdaca saja. Hak kebendaan dapat dibagt acas dua macam hak, yaew:
1. hak kebendain vang bersitat memberi kenikmatan, terdini atas:
a.  hak milik aras benda miliknya sendiri, misal: hak elgendom, hak hezir;
b.  hak menguasai benda milik orang lain, misal: hak derentie, hak pakai
Lzebreik), hak mendiami (hewonen)
L. hak kebendaan yang bersifar memberi jaminan, rerdirs amas:
4. hak gadai (pand), obyeknya benda bergerak:
b. hak hipotik Chepotheek), obyeknya benda takberperak selain tanah,
seperti kapal laur berukuran 20 meter kubik s Lotor vang
diperlakukan sebagai benda cakbergerak. "

Pengertian hak  Milik {eteendom  recht) menurar Pasal 570 KUH
Perdara adalah hak unmik menikman suam kebendaan dengan leluasa, dan
unfik  berbuat  bebas  terhadap kebendaan iw dengan kedaulatan
sepenubnya, asalkan tidak bertentangan  dengan undangundang  aray
peraturan umum yang ditetapkan oleh ssawn kekuasaan vang berhak
menetapkannyi. dan tdak menggangen hak-hak orang bin, Kesenusanya it
dengan tak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan
umum sesumi ketentean undangundang dan dengan pembayaran gann
keragian.

Berdasarkan  rumusan si, meskt pemegang hak  nulbik dupar
mentkmati suars kebendaan dengan leluasa dan berbuae bhebas dengan
kedaulatan sepenuhnya. Namun, ada pembarasan, yairn dibarsi obeh: (a)
UL arau peraturan amum; {b) tidak menimbulkan gangeuan; (0 demi
kepentingan umum  dapst dilakukan pencabutan hak, Dalam
peckembangannya hak milik harus berfungsi sosal. Nepara schagai enriras
hukum dapat menciprakan hak milik Jdan sekaligos membarast hak milik
agar dapar berfungsi sosl, dengan demikian hak milik dibebani dengan
tanggung jawab sosial, ¥

KUIH Perdata selain mengarue hak milik, juga mengamr eneang
hak bezir vang oleh Subekn: direrjemabkan dengan kedudukan berkuasa.
lstilah  berir berasal dari kara zieen dalam bahasa  Belanda  berarmi
duduk—schagaimana diarur dalam Pasal 329 KUH Perdata, yairu: Yang
dinamukan hedudukan berkuasa inlah kedwdidkan seseorang vang mengmuesal suars

T Beepratpnya, PobokPokok Hubum Seads S5 T {Semarang: Seksi hokie Perdits Fakoliae
Hukups Universitas Dipossegors. FIREL hal. 19,

- Wahyu E'-ﬂﬂ:'rlgkl.'q. L Cercagibaiile Shagh dovrbame ﬁ'.frww Tiiohamarrig Mlevrrhy ik Perlimelsapam
Faskems sesacdags Prisdak Nowekoonn! (Bendar Lompung: Penerbit Dniverditas Lampung, 20125, hal 27
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kebendaan, haik dengan divi sendin maupun melodu perantavaan oranyg lam, dan
yong smempertahankan aran menikmatinya selaku orang yong mmemiliki kebendoan
it Ketentuan ini mengartikan bezit sebagal hak menguasai suatu kebendaan
seolah-olah miliknya sendiri. Pengpunaan kata “seolah-olah™ menunjukkan
bahwa kebendaan vang dikuasai iru sesungeuhnya bukanlah muliknya.
Dengan kata lain, cara memperoleh kebendaan itu ada "cacar™.

Cialam keaduan yang normal, setiap hak milik suatu benda pasti ada
pemiliknya (eigenaar) atan pemilik yang berhak yang menguasai suaru benda.
Meski demikian, ada kemungkinan orang lain yang bukan pemiliknya
menguasai suatu kebendaan karena diperoleh tidak dari pemiliknya yang
sth, atau orang it memperolehnya melalui cara yung melawan hukum
sehingga dapat menguasai benda itu. Misal, membeli alar eleksronik di pasar
“melap” (hlack marker). Padahal, penjual di pasar gelap wu bukanlah pemilik
vang sah, dengan demikian hak yang diperoleh pembeli bukanlah hak milik
melainkan hak ket

Selain hak bezit, dikenal pula hak detenrie {pemegang hak detentie
disebur  detencovdyaitu hak  yang  diperoleh  karena  menguasai  suatu
kebendaan milik orang lain tidak untuk kepenringan dirinya sendiri retapi
untuk kepentingan orang lain, ialah cigenaar atau beztter, Misal, penyewa
arau seorang yang meminjam suaty benda, menguasai benda o bukan
untuk dirinva sendiri rerapi uneuk kepentingan orang lain, vty egeneaar
{pemilik) arau beritter benda wu. Ada kesamaan dan kebedaan anrara hak
detenne dan hak bezie, Kedua hak im, samasama untuk menguasai suatu
kebendaan vang bukan miliknya, Namun, pengussaan pada hak detentie
untuk kepentingan orang lain, sedangkan hak ezt penguasaan mu uniuk
kepentingan dirinya sendira.

Perolehan hak milik melalui caracara vang sah menurut kerenmian
hukum. Dalam Pasal 584 KUH Perdata diatur tentang cata memperoleh hak
mulik yang melipur lima cara, yaitu:
pemilikan atau-pendakuan (occupatie, woeeigening);
perlekatan (natrekking, accessiel;
kedaluwarsa (eraring;
pewarisan {evfopeodging);
penyerahan (levering).

bl e
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Mengenal kedaluwarsa {verjanng)," sesungpubnya cidak hanya sebagai
cata memperoleh hak milik. Menurur Pasal 1946 KUH Perdata, ada dua
macam kedaluwarsa, vairu:
| kedaluwarsa pembebasan (extinctiove vesjaring), yaitu suatu cara untuk
dibebaskan darl suaty perskatan setelah lewar waken tertentu dengan
syararsyarat vang ditenmukan oleh ULL Menurue Pasal 1948 KUH
Perdata, dapar dilakukan secara tegas aran diamdiam yang  dapar
disimpulkan dari suare perbuatan yang  menimbulkan  dugasn
hahwa seseorang tidak hendak mengmunakan sesuaru hak vang relah
diperolehnya,
kedaluwarsa pemilikan {acquisitieve veraming), vaitu suaru cara unruk
memperoleh sesuary dari suan perikatan serelah lewar wakio tertentu
dengan syaratsvarae yang ditentukan UL, Menurur Pasal 1955 KUH
Perdata harus menguasai secara rerus-menerus, tidak terpunus purs,
tidak terganggy, di muka umum, dan secara tegas.

-

Kedua macam kedaluwarsa tersehur dapar terjadi secara bersamaan,
Misal pada bidang hak kekayaan inteleknial (HKL, negars memberikan hak
merek unruk digunakan selima arau dalam jangka wakro 10 whon yang
dapar diperpanjang lagi. Serelah berakbir janeka wakia e, apabila ridak
diperpanjang lagi oleh pemiliknya, berarti hak merek it dilepaskan sehingsa
orang lain berhak menggrunakan atau bauhkan memilikinya.

Hak kekavaan intelekeual (inellectnl property vight), obeh Purnadi dan
socrjona disebut dengan hukum hak immateriel,” vang memiliki ciriciri
rertentu sehingga dikaregorikan sebagai hak kebendaan vang bersifar murlak,
Ada beragam jenis HEI vang diakui dan berlaku di Indonesia vang berasal
dari peranjian internasional, vaing Agreement on Trade Relared Aspects of
nrelloctd Praperey Bighes. D antaca bak-hak iog adah:

I. hak cipra; hak vang dimiliki oleh pencipta aras ciptaan atau karva
ciptanya di bidang kesusastraan {fiterary), ilmu pengetahuan (seience), Jan
sern (o),

hak merek: hak yang dimiliki oleh pemilik amu pemegang  hak
betkenaan dengan randa unruk dilekatkan pada barang dan jasa
perusahaan. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal unmik

b

U Subeknl memppunnkan eiah deluwers, vang berasti fewnl woko, Sedinghen, dalam KB
dignmikan istilah kedolusoras Departemen Pendidibes das Kebudasaan, K080 kal 206, Subeki, Pokok-
Fokek, lal 155
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membedakan barang dan jasa perdagangan.

3. hak paten: hak yang diberikan kepada inventor atas hasil invensi
(penemuan) di bidang weknologi, vang unk selama wakou tertentu
melaksanakan sendiri invensinya atau membenkan  persetujuannya
kepada pihak lain unmuk melaksanakannya.

Pada tanggal 24 Seprember 1960 LIUPA berlaku di Indonesia, dengan
berlakunya ULIPA berpengaruh terhadap pengaturan hukum benda dalam
KLUH Perdata, yairu pasal-pazal tertentu:

1. tidak berlaku lag atan dicabur, di antaranya pasalpasal yang berkaitan
dengan  benda  takbergerak yang berhubungan dengan ranah  dan
penvershannya,

2. berlaku terapi ridak penuh, di antaranya rentang pasalpasal hak milik,
hak memungue hasil, hak pakai sepanjang ridak mengenai ranah;

1. masih berlaku penoh, di antaranys pasabpasal tentang benda berperak,
huikum waris, gadai, dan hipotik selain yang berobyek ranahe

2.6,2 Hukum Perikatan

Hukum perikaran pads  hakikatnya mengatur hubungan hukum
antara orang dan orang yang menimbulkan hak-hak perorangan.t’ Dalam
BW digunakan istilah verbintenissen seche yang diterjemahkan aleh Subekri
menjadi hukum  perikatan. Sedangkan, Soedewi menggunakan istilah
hukum perstangan.'” Namun menurur Setiawan: Verhinennis bevasal dan
kata Verbinden vang artinsa mengikar, Jodi, verbiniatnis menunjuk pada adanya
ikatan atan hubungon, " Pengertian perikatan menurur Mariam Darus adalah:
hethungan vang tenadi i antaro dese orang g lebih, weng terleak di delam
lepampan harta kekayaan, di mana pihak vang satu bevhak atas prestasi dan pihak
lainnva wajib memensche prestast,”” Berdasarkan pengerrian itu, maka lebib
repar digunakan istilah hukum perikatan, yang berarni hubungan hukum
dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebil, yang memberi
hak kepada pihak vang satu dan pihak vang lain berkewajiban ats suam
Prestasi.

B S ibekn, Peeknd-Pakok, il 11
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Hak-hak yang muncul di lapangan hukum perikatan disebut hak
perorangan {(pemoonlifk recht), yaitu wewenang mengenai hubungan antara
seseomang  dan orang  lain aran hubungan anearsubyek hukom. Hak
perorangan merupakan hak relanf karena hubungan yvang berlaku hanyva
rerhadap orang-orang tertentu vang mengadakan hubungan hukum, Misal,
hubungen wtanepiutang, yairu seorang debiror berutang kepada kreditor,
Hubungan ini melahirkan hak perorangan, vairu krediror berhak menunmun
debitor secara perorangan, disebur actio in personam. Hanya krediror yang
berhak menagih pintang kepada debitor vang besangkutan tdak boleh
ditagih kepada orang lain atau pihak ketion, meski masih saedara dar
debeeor, Ketentuan tentang hal ini diarur dalam Pasal 1340 KUIH Perdara,
yain Pevianjienperjonfum ko berloku antar pihak-pifok vang membuatnya.

Sulwek penkatan adalab  pihak-pihak yang melakukan hobungan
hukum, rerdiri acas keeditor dan debitor, Kreditor adalah pihak vang berhak
atas suaty prestasi, Debitor adalah plhak vang  berkewajiban  unmuk
mementhl suatu preseasi. Dalam hal ini, prestasi adalah obyek perikatin
vang merupakan kewajiban vang harus dipenohi oleh debivor, Menurue
Pasal 1234 KUH Perdara, prestasi dapar berupa:

L. memberikan atau menyerahkan sesuaru;
berbuat atau melakukan suam perbuaran;
tidak berbuar sesuar atau tidak melakukan suaty perbuatan,

L p

Lahrrnya perikaran menurue Pasal 1233 KUH Perdam berasal dari dua
sumber utama, yaitu;
. perjanjian {lihat, Pasal 1313 KLIH Perdata);
2. undangundang (lihae, Pasal 1352 KUH Perdara). ¥

Perunjian dalam bahasa Belanda disebur svereenkomar yang  dapa
dilakukan secara lisan (ovally) acau rerralis (wrinen). Perianjian dalam benmuk
rermulis disebut konerak (contractl. Arn perpanjian menurur Pasal 1303 KUH
Perdara: suatu prerfpatn dengen mona satu orang alan lebih mengiakekon dirimya
terfundap sam ovang loin arou lebeh, A perjanpan tetsebur tdak lengkap
karena hanya mengenai petjangian sepihak saja dan terlalu luas sehingga
dapat mencakup perjanjian dalam bidang arau lapangan hukum keluarga,
sepertt peranjian kawin,™ Menurur Setiawan, petanpian  adalah  suatu
perbuatan hukum, di mana satu orang amu lebih mengikackan dirinya acau

¥ Setgwan, Podok-Fodok, hal. 15
** bfnriam Darus, &b, hal. &
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saling mengikarkan dirinya terhadap saru orang atau lehik.™
Pengaturan hukum perikatan dalam KUH Perdata menganut sistem
terbuka, arinya masyarakat diberikan  kebebasan  seluasluasnya  untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan ridak melanggar UL,
ketertiban umum, atau kesusilaan,”' Dengan demikian, setiap vrang dapar
mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apa pun baik rerhadap hal
hal yang sudah ada perarurannya dalam peraturan perundangundangan
maupun yang belum ada peraturannya sama sekali, Berbeda dengan hukum
henda yang menganue sistem  terrurup,  karena  orang  ridak  dapar
mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudsh ditetapkan dalam
ELIH Perdara.
Sementara itu, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdara mengatur tentang
syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat:
1. subvek, mencakuap:
4. harus ada kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri; dan
b. harus ada kecakapan untuk membuat perikatan dari para pihak:
. obvek, mencakup:
a.  harus berkenaan dengan suatu hal eertentu; dan
b, harus herkenasan dengan suam sebab yang halal.

Syaty perjangian yang dibuar dan telah memenuhi persyaratan di atas,
berarti perjanjian it telah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara
hukum, Mamun, apabila tidak dapat terpenuhi dapat memmbulkan akibat
hukum terrentu, Akibar dari melanggar svarat subyek, maka perjanjian dapat
dibatalkan. Misal, seorang anak di bawah umur melakukan perjanjian.
Sedangkan, akibar dari melangear syarar obyek, maka perjanjian baral demi
hukum. Misal, perjanjian penjualan narkoba dilarang oleh undang-undang.

Seorang dehitor vang tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dapat
dikatakan bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi, kelalaian, inghar
janji, cidera jangi, atau melanggar perjanjian.  Wanprestasi dari kata
wanprestatie dalanr bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Menurue
Subekri ada empat macam artau bentuk wanprestasi, yait:

. tidak melakukan apa yang disanggupt akan dilakukan;
7. melaksanakan apa vang dijanjikan, retapi tidak baik arau  ridak
sebagaimana yang dijanjikannya;

 Sepwat, Pokok- Pokos, hal. 49,
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3, terlambat melakikan apa yang dijanjikan;
4, melakukan sesuaru yang menurut perjanjian ridak boleh ditakukan.™

Apabila terfadi wanprestasi, sesungguhnya debitor relah melakukan
pelanggaran kontrak (breach of contract) yang dapat menimbulkan akibar-
akibar hukum bagi keeditor dan debitor. Kreditor mengalami kerugian.
Sedungkan, debitor menghadapi hukuman yang dapar berupa:

. pembayaran pann kerugian:

2. pembatalan atau pemutuzan perjangan;

3. peralihan risiko yang muncul;

4. pembayaran hiaya yang muncul seperti biaya perkara di pengadilan,

Dimungkinkan, seorang debitor tidak dapar memenuhi prestasi bukan
karena wanprestasi tetapi karena rerpadinya suaru keadaan memaksa, dalam
bahasa Belanda disebur overmacht dan dalam bhahasa lnggris force majeser,
Keadaan memaksa adalah rerjadinya suatu keadaan di luar kekuasaan arau
kemampuan debitor schingga tidak dapat memenuhi preseasic. Keadwan
tersebut harus bersifar memaksa dan tidak dapar diduga arau diketahu
sehelumnya, seperti peristiva alam berupa gempa bum, woah longsor,
banjir.

Suary perikatan dapat berakhir arau dapar terjadi pemurusan suatu
perikatan karena slasan-alasan rerteneu, di ancaranya yairu:

. pembayaran:

2. penawaran  pembayaran dan diikuri dengan  penitipan itau
PENYIMPann;
hapus atau musnahnya barang:

4, pembatalan perjanjian.

Apabila pembavaran dilakukan berarts prestasi dipenubi. Begitu pun,
apabila seorang debitor melakukan penawaran pembayarin diikuti Jengan
peniripan atau peryvimpanan wang pembayaran. Hal ini rerjadi apabila
kreditor helum atau tidak mau menerima pembavaran. Apabila suaru barang
vang menjadi obyek perjanyan musnah schingga bapus bukan karena karena
kesalahan debutor, Termasuk, apabila pemerintabh melarang suaru barang
untuk  diperdagangkan, Suarn perikatan juga dapat berakhir karena
pembatalan petanjian,

Y i, hnl. 43
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9.7 Hukum Waris

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang
kedudukan atau starus hukum harta kekayaan seseorang yang  relah
meninggal dunta kepada keturunannya atau orang lan, Hukum wans yang
herdak di Indonesia beragam atan bersifar pluralistik. Sendaknya, ada riga
hukum waris vang berlako bagt orang Indonesia, yain:

I, hukum waris [slam, bersumber dari kitab suci Al Cheran dan Sunnah
Rasululah;

7. hukum wars Adat, bersumber dari kebiasaan masyarakat;

1, hukum waris Barar, hersumber dari KUH Perdara,

Hukum waris Isfam berfako bagi orang [ndonesic yang beragama
Islam. Sedangkan, hukum wazis Adar beraku bagi orang Indonessa ash, yaitu
kemurunan dari penduduk asli. Namun, dalam prakiikoya, erang Indonesia
asli dalam pembagian hara waris, ada yang melakokan pilikan hukum
{chaace of law), vaim memilibh bukum warss Tslam otou hukom waris Adac.
Hukum waris Barar berlaku bagi orang Indonesia keturunan bangsa Eropa,
Cina  atau Tionghoa,  Dengan demikian, meski  secara hokum
herkewarmanegaraan Indonesia, namun daliom hukum perdam, khususnya
hukum waris masih memperharikan pada keturunan dan keluarga. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum waris berkaisan dengan sistem kekerabatan
arau kekeluargaan.

Pewarsan menurur hubkum wans Barat, dibsdakan menadi dua
macam, yaine (a) pewarisan menurut undapgundang {ob mesara); dan (B
pewatisan menurur surar wasiat (kestamenzar), Ketentuan-ketenman rentang
hukum waris dalam KUH Perdara mengarur tentang pewarisan, yara pihak-
pihak yang berhak atas barte wards dan bagaimana pembagianova, Berbeda
dergan surar wasiar yang menunjuk pthak-pihak rertentu sebagai penerima
harta warts dari pewaris atau pemnbuat surac wasiat.

Dalam hukum waces bedlaku priosip atan asas hukum yang berasal darl
hukum Perancis yang berbunyiz e more saisit le vif, yaitu apabila seseorang
meninggal dunia, maka seketika ity segala bak dan kewajibannya beralih
kepada para ahli warisnya.™’ Seakanakan, harta kekayaan in direruskan dari
orang vang sudah mati kepada orang yang masib hidap.

Subwyek hukum dalam hakum warss eeedic dare (a) pewaris ialah orsng
vang meninggal denpan meninggalkan barts kekayaan. (B abhli waris ialah

* Subekt, Frdok-ukak, hal T4
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OTARg-OrAng tertentu yang secara hmitf menerima harts perunggalan,™
Obyek hukum dalam hukum waris adalah hart kekayaan yang dialihkan
dart pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris Barat bersitat materiel, vairu hanya hak-hak dan
kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan,
atau dengan kats lain hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban vang dapar
dindai dengan vang yang dapae diwariskan.™ Akibarnya, ahli waris dapat
menerima agau menolak warisan, yaita apabila hara vang diwariskan berupa
urang, maka ahl wars dapar menolak, Berbeda dengan hukum waris Adar,
yatg mengatur rentang pengalihan harta benda pewaris, baik yang berwugud
mavupun yang takberwujud (immaericls goederen).™ ahli waris dak dapar
menolak warisan, Bahkan, dalam hukum waris adat, proses peraliban
kekayaan dapar dilabukan senmuse masih hidup.

Ahli waris pada hakikamya adalah angeota keluarga, Dalam hal ina,
anggor keluarga dapar dibedakan berdasarkan garis keruminan, bak secara
vertikal maupun  horisontal, sehingm dapar  dikelompokkan  menjadi
tingkatan golongan ahli waris. Misal, golongan  pertama rerdiei Jdard
keturunan dari pewaris dalam gares lencang ke bawah, yainu anabeanak vang
tidak dibedakan berdasarkan uritan kelahirsn, Golongan kedua, terdiri dari
orang tua dan saudar Jdari pewaris.™

Harta waris disebur boedel waris, yairu harea benda dard pewaris secar
keseluruhan, Bagian dari hart waris ito ada yamg disehur dengan legitiense
poveie, yaitu bagian dari warisan yang sudah ditecaphkan menjadi hak untuk
pata abll wans yang ridak dapar dihapuskan cleh pewars atau orang yang
meninggalkan warisan. Seseorang yang berhak menerima legitieme postie,
disebuir begitimans, ™

Wasiar pada hakikatnya adalab suang pernyataan dari sescorang
tencang apa yang dikehendaki serelal meninggal. Ada g macam wasiat,
yaim:

. openbaar testament, yaitu wasiar umum yang dibuar oleh noraris dengan
dihadiri oleh dua orang saksi,
1. ovlographis testament, yaiu wasiot yang dibuar dan dirlis sangan sendin

* Sarmi Ahlin Sparil, Sevicrd Hukue Warts Memeur Bopedfih Weebosk (i Undang-Lnodang
Hidum Perdgny {fakaria: Ghalia Indonesia, 1953, hal, 11
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oleh orang yang akan meninggalkan warisan, diserahkan sendirni kepada
notaris dengan dibadin oleh dua orang saksi, tanggal surar wasiat
(testament) adalah anggal penyerahan.

3. testament tertutup, yains wasiat rahasia yang dibuar sendiri oleh orang
vang akan menmggalkan warisan, Tidak diharuskan  dicubis sendin,
Wasiat rahasia harus tereitup dan disegel kemudian diserahkan kepada
notaris dengan dihadiri oleh empat vrang saksi,™

Selain iru, ada juga yvang disebue codicl, yairu surar yang dibuat bukan
oleh notans yang berisikan pesan-pesan terakhir dari orang yang telah
meningeal dunia, namun tidak berkenaan dengan pembagian warisan.
Misal, seseorang berpesan  setelah meninggal  dunia, agar  jasadnya
dikebnmikan arau dikuburkan Ji tempar terrenn.™

Ada pula yang disebue Jidetcommis adalah sustu pemberan warisan
kepada seorang ahli wans dengan kewapiban menyimpan warisan it dan
setelah lewat wakm rerrentu araw apabila ahli waris itu meninggal, maka
harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam surar
wasiat (testameng).™!
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<3
AB X

HUKUM DAGANG

12,1 Pengertian Hukum Dagang

stilah dagang, retjemahan dari bahasa Belanda handel, bahasa Ingeris

ke atau commerce, Selain istilah daganeg, digunakan pula istilah niaga

atau perniagaan. Pengertian dagang lebih menjurus pada pengertian
ekonomi darpada hukum, yaitw  pembebian dan penjualan barang
(komedicas).’ Pada hakikatnwa, perdagangan mencakup kegiaran pembelisn
dan penjualan barang. Pedagang melakukan pembelian barangbarang dari
stsama pedagang atau dari produsen {producer). Kemudian, barangbarang itu
dijeal lagt oleh pedagang. Dengan demikian, pedagang mengambil aray
mencari keunrungan dari selisih harga pembelian dengan harga penjualan
setelah dikurang: ongkos arau biayabraya.

Pengerrian i dirumuskan dalam peraturan hukum, dengan nama
menjalankan perbuatan perdagangsn (daden van koophandel), vain pembelian
barangbarang untuk dijual lagi’ Barangbarang vang diperdagangkan it
dapar beragam bentuk dan jenisnya. Ditingau dagi aspek kuantitas, barang-
burang komaditas itu dapat berjumlah sedikit atau banyak, dan ditinjau dar
aspek kondisinga dapar berupa barang mentah aau kasar yang disebur
dengan bahan baku atau barang vang sudah dikerjakan.

| Weehster's, Lhverved Dichiomary & Thesawrus | Seotlind! Ooddes & Grosset, 2005, hob 357 byvang
o sntiliniy o commodinier )
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Berdasarkan pengertion rersebur, Achmad lehsan mengarmikan hukum
dagang adalah hukum yang mengatur soalsoal perdagangan atau perniagaan,
ialah soalsoal vamg rimbul karena tingkah laku manusia (persoen) dalam
perdagangan atau perniagaan.’ Pengertian ini sekadar mengaitkan antara
hukum dan kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dipahami karena dirinjau
dari latar belakang sejarah, hukum dagang dulu merupakan hukum yang
berlaku khusus bagi para pedagang. Dalam konteks ini, pedagang adalah
mercka yang menjalankan perbuaran perdagangan sebagai pekerjaannya
seharihari.' Dengan demikian, pengernan hukum dagang dikaitkan dengan
pedagang sebagal pelaku araw subyek hukum dalam perdagangan.

Ada pula yang mengartikan hukum dagang dengan  mengairkan
dengan hukum perdata. Menurue Sockandono, hukum dagang merupakan
baglan dari hukum perdasa, yairy bagian yang mengarur perikaran dan
perjanjian.” Demikian pula Purwosurjipro, hukum dagang adalab hubosm
perikaran yang timbul khusus dan lapanpan perusahaan” Pengertan ini
mengaitkan dengan obyek pengamuran atau substansi yang diarur dalam
hukum dagang, yaitu hukum perikaran, baik yang bersumber dari undang-
undang, antara lain seperti asasasas umum hukum perjanjian, ristko,
pemberan gant kerugian, peranggungiawsban; maupun yang bersumber
dari perjanjian, antara lain seperti peranjian  pengangkutan  barang,
perjanjian antara pedagang dan pihak keriga, peranrara arau makelar {broker).

10.2 Hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Hukum perdara berhubungan erat dengan bhukom dagang. Bahlkan,
hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdara. Hubungan antara
kedua hukum ini dapat diketahui dari ketentuan dalam kodifikasi hukum
dagang, vaina Werboek van Koophandel atau Kirab Undang-Undang Hukum
Dagang, Dalam Pasal 1| KUHD dinyatakan: Koeh UndangUindang Hubkum
Perdata, scherapa jauh davipadanya dalam Kitab o ddak kheswes diadakan
penyimpangan-penyimpongan, herleku peaga rethadap halhal yang dibicrakan dalam
Kirab ini,

Berdasarkan ketenruan rersebut, Soekardono memandang hubungan
antara hukum perdata dan hwkom dagang sebagai hubungan yang bersifat

! chmmad beksan, Hwkum Dirgang, Uerakan | (Jokarin: Pradeva Pammila, P976), hal, 17

! soekardiomn, Miokum Dageag, bal. 7

* i, hal. |

U H MM, Purwosutjiptn, Pergernom Pokak Hobum Dagoany Tk ) FeHgene harar fakves
Ixaparig (Jakarin: Penerbal [jambatan, W40 kal 5
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umum dan khosus! Menurut ketenmuan Pasal 1 KUHD dapar diketahui
bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata berlaku terhadap KUHD
sepanung tidak diatur secara khusus menurut ketentuan dalam KUHD.
Dengan demikian, KUHDY berkedudukan sehagai hukum yang bersifar
khusus vang dapat mengesampingkan KUH Perdata yang bemsifar umum.
Hal ini sesuai dengan prinsip atau asas hukum ke specialis deragor lege generali.
Sedangkan, Sri Soedewi memandang babwa  hukam dagang merupakan
bagian dari hukum perdara. Menurut Sri Soedewd, hukum perdata dalam
arti luas mencakup hukum perdama Jdan hukum dapang, Hukum perdata
dalam arti sempir ridak cermasuk hukum dapang.”

10,3 Kodifikasi Hukum Dagang

Sehagmimana diketahui babwa KUH Perdara Indonesia berasal atau
bersumber dart BW Belanda. Begitu pun KUHD Indonesia, berasal dari
kodifikasi hukum dagang Belamda, vaits Wetboek van Koophandel yang
berdasarkan asas konkordans diberlakukan di Indonesia, saar it bernama
Hindia Belanda. BW dan WK it pun rernyata merupakan saduran dan
Code Civil dan Code de Commerce dari Perancis. Melalui penjajahan, BW dan
WivkK diberlakukan di daerah jaahan, Sebagaimana diketahui, kodifikasi
hukum perdata Perancis juga dipengaruhi eleh kodifikasi ukum Romaws,
yaita Covpus Turis Cieilis dari Kaisar Justinianus,

Mamue, kodifikas: hukum Bomawt hanya berkenaan dengan hukum
perdata tidak mencakup hukum dagang, Sedangkan, di Perancis dipisahkan
antara kodifikasi hukum perdata dan hukom dagang. Dengan demikian,
meski Perancis menganut siol bw sseem dani bukum Romawi, namun dalam
pengaturan hukum dagang diarur terpisab. Menurue Utrechi:

b hacknm dagang adalah bagian hadom privar yang tidak bersal
dart hubsem Romawr, Malainya perkembangan ko dagang, kira-kima
dari dabun 1000 sampan tahon 1500, dapat dihubeenghan dengan
lahirnsa koo Ji Eropal Bavar (opkomst van de WeseEvropese Stad),
kot — terutama i lalia dan di Negeni Perancis baglan Selatan —
laahiv kot itwe sebapal pusat permiogaon.”

' mocwankom, Hulum Dagang, hal. %

¥ Gri Spedens Mjchoen Sofann, vk Sende | Yopyskers: Seks Hulom Penlaia Frkuhes Tukom
Uiniversitas Ciagah Modo, 19755 bal. |

Y E Lirecht, Pempimsar deebgm Seokus fedonrsin, Cotaksn Ke-% (Jakaria: Penerbal T kehar, eh),
hal. b0,
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Berkenaan  dengan  hal i, hukum Romawi tidak  mampu
menvelesaikan perkarp-perkara perniagaan arau perdagangan yang muncul
Dialam konteks ini, dibuatlah peraruran-peraturan hukum baru yang bersifat
khusus yang berlaku bagi para pedagang, disebur hukum  pedagang
(koopmansrecht),"” Pada saat itu, para pedagang merupakan kelas sosial yang
terturup dan bergabung dalam suatu organisast arau asosiasi yang disebur
dengan gilde, yang memonopoli perdagangan.’’ Bahkan, bagi para pedagang
diselengearakan pengadilan khusus atau stmews.

Awalowa, hukom dagang belum merupakan kesatuan ata masih
herupa hukum lokal. Dalam perkembangannya hubungan dagang semakin
erat sehingea membentuk suatu kesaruan, Pada mhun 1673 Menteri Colben
membuat Ordonnance die Commerce, yaitu peranaran tentang perdagangan
vang meropakan kesatuan hukum perdagangan di Perances. Peramuran in
memuat asasasas hukum vang berlaku umum sebagai dasar bagi pengadilan
unouk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang muncul.” Pada tahun
1681 dibuar Ordonnance de la Marine, vaitu hukum rentang peedagangan laut
(recht wan de zechandel). Perturan ini melengkapi kekurangan dalam
pengamuran perdagangan di kotekora pelabuban yang mengeunakan kapal
laut sebagai satana pengangkutan barang dagangan.

Puda tahun 1789 tenadi revolust Perancis untuk memperjuangkan
kemerdekaan (iberte), persamann (epalicd, Jan  persaudaraan (fraterniee),
Berdasarkan sembovan itu, ormanisasi gilde dibubarkan karena ridak sesuai
dengan sembovan egalite, Begitu pun, dengan kodifikasi hukum dagang yang
secara khusus harva berlaku bagi pedagany, sesungguhnya ridak sesuas
denpan semboyan itu, Namun, Colbers banya melanjutkan arau menguarkan
vanz telah ada, vairs kodifikasi hukum dagang secara terpisah dengan
kodifikasi hukum perdara.”

Pada tahun 1811, Code de Commerce des Frangais berlaku Ji Belanda.
Setelal penjajahan Peranciz berakhir, dilakukan usahsusaba penyusunan
kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang di Belanda. Pada rabun 1838,
Pemerintah  Belanda memberlakukan Wetbock wan Keofthandel bersamaan
dengan Burgerlifk Wethoek, Berdasarkan asas konkondansd Wothoek wan
Koophandel diberlakukan di Hindia Belanda. Dalam hal ini, G.]. Scholen

" il

' Il

i S pedisnnn Karichadeprodie, Feagarkar Tol Hekr (F dndoresia [ Mk Perdote, Coskan Ke-10
{Jaknris: PT Fembangiman dan Gholis Indoeesya, (982 bal TH=TTE

" Tivid
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van Oud-Haarlem ditunjuk sebagai kerua tim penyusunan kodifikas: hukum
perdata dan hokum dagang di Hindia Belanda, Pada tanggal 30 April 1847,
Wetback van Koophande! voor Nederlands Indié divmumbkan dalam 5. 1847 No.
23, berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, Werhoek van Koophande! voor Nederlands
Indié aran Werboek van Koophandel voor Indonesié aslinva berbahasa Belanda
dan oleh Subekti dan Tiprosudibio diterjemabkan menjads Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang." Adapun substansi atau mareri yang diamr dalam
KLUHD mencakup tiga buku, yairu:
L. Buku I tentang Perdagangan pada Umomoya (van den Koaphande! m her
Adpemeen).
2. Buky 11 rentang Hak dan Kewajiban yang Dinmbulkan  karena
Perkapalan (van de Regrem en Verplignngen uit Scheepracyr YVoorts praitende),
Buku [l tentang Ketenmuan-Ketenman dalam Keadaaan  Pedagang
Pedagane Tidak Mampu (van Voergiemimgen in Gl van Onvermogen van
Hﬂrjr.'lfl'nhhm:l.l.

-

Maren di aras menunjukkan, KUHD dipengaruhi oleh kodifikasi
hukum dagang Perancis vang dibuar unruk para pedagang, seperti diatur
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHD, Menueat Pasal 2 KUHD, pedagang
adalab mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan perdagangan sebagasi
pekeriaannya seharrhar. Dalam Pasal 3 KUHD dikemukakan PeTVEANE ATT
perbuatan perdagangan, vang umumnys merupakan pembelian barang
barang uncuk dijual kembali; baik secara banyak maupun sedikit; baik secara
mentah atau kasar maupun serclah dikerjakan (WJiolah) ataw pun hanya
untuk disewakan pemaksiannya. Ketentuan itu mengandung kelemahan, dJi
aptaranya, yairn apabila terjadi sengketa antara pedagang dan bukun
pedagang, hukum apa yang akan digunekan unmuk menyvelesaikan sengkera
i,

PPada tahun 1893, Buku I KUHD rtentng Ketenman-Kerenruan
dalams Keadasan Pedagang-Pedagang Tidak Mampu {san Veorzieningen in
Crewatl tuen Omeermogen van Keoplieden) dicabur dan diganti dengan UL
teesendiri, yaim Faillisementsuet atau UndangUndang Kepaifican (S. 1593
No. 140} Berdasarkan asas konkondansi dilskukan perubahan KUHD di
Hindia  Belands  dengan  mencabur Bubu 111 digann dengan

"R Hubskrl dan B Tiitosnlibge, Penerjenuh, Linab {iobaep-Fadang B Do aboe Doy
Lindieg Kepadlivan (Wetboak van Koopiwmde e Faillissemens - Verordemumgd Jakar Pradiys Pesiep,
RUFR

¥ G bima, Feregaane, hal, |15
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Faillisementsverordesung atay Perataran Kepailitan {5 1905 Moo 217 jo. &
1906 No. 340).'

Pada rmhun 1934 dilakukan perubahan KUHD, yaim pencaburan
Pasal 2 — Pasal 3 KUHD yang mengatur eentang pedagang dan perbuaran
perdagangan, divmumkan dalam 5. 1934 No. 347, Berdasarkan asas
konkordansi  perubaban o juga  diberlakukan di Hindia  Belanda,
divmumbkan dalam 5. 1938 No. 276, mulad berlaku tanggal 17 Juli 1938,
Dengan demikian, KUHD ridak hanva berlaku bagi para pedagang karena
istilah pedagang sudah dihapus dan digant Jdengan istilah perusahaan
thedrijf} dan perbuatsn perusahasan (hedriifshandeling). Namun, pengerrizn
perusahann ridak dicantumkan dalam UL karena diserabkan kepada ilmun
pengetahuan dan yurisprudensi.”!

Meski demikian, Pemerintah Belanda vang diwakile oleh Minister van
Tusritie arau Menreri Kehaokiman dalam Penjelasan Besmi (Memorie wen
ToelichtingMyvT) tentang rencana perubahan KUHD & muka Patlemen
Belanda menerangl®in babwa perusahaan adalah keseluruban perhuaran,
yang Jdilakukan secara vdak terpuruspume, dengan erangaerangan, dalam
kedudukan rerrentu dan untuk mencari laba (hagi dini sendin).™ Pengertian
i mirip dengan pendapar Molengraaff yang mengamkan perusahaan
adalah  keseluruhan  perbuatan yang  dilakukan  secara  terusmenerus,
berrindak  keluar  unmak medapatkan  penghasilan,  dengan cama
memperniagakan  barangbarang,  menvermhkan barangbarang,  at
mengadakan penanjian-perjanjian perdagangan.’”

104 Sistematika KUHD
Sejak twhun 1906, sstematika KUHD haova rerdind dari dua buku,

Al

. Buku [ tentang Perdaganpgan pada Umumnya (Eevste Boek; van den
Koaphande! in het Algemeen): terdini dan Pasal T — Pasal 308;

2. Buku I reheang Hak dan Kewajiban vang Ditimbulkan  karena
Perkapalan {Tueede Doek; van de Region en Verpligtingen uit Scheepraan
Voorsprauttende): terdini dar Pasal 309 — Pasal 754.

" Uirecha, Pemanssar, hal 452,

W oncekardiomn, Mudum leagrerergs, linl, 17
" Pauracsulpipio, feageniea, hal. 14
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Y anrara pasalpasal tersebut sudah ada yang dicabur, baik oleh
Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh Pemerintah Indonesia,

Subsransi yang diamr dalam Buku | KUHD mengenai bidangbidang
bukum rertentu yang merupakan cabang hukum dagang, di ancaranya:
hukum perusahaan: hukum surar berharga; hukum asuransi. Buku 11
KUHD mengatur hukum pengangkutan di laue, Jdi antatanys memuat
ketenruan tentang kapal, nakhoda, anak kapal, pencarreran kapal, dan
pengangkutan barang dan orang dengan kapal faur.

1.5 Hukum Perusahaan

Sekumpulan  atae  himpunan  orang yang  berkerja ridak  wnruk
mempercleh keunmingan, disebut peckumpulan (vereniging club) sepertt klub
sepak hola.™ Selain i, ada sekumpulan orang vang bekeria dengan Tujuan
untuk memperoleh keuntungan (laba) disebur perusabaan, Dalam KUHD
diatur tentang perusahaan yang didirikan oleh para pedagang. Meski, dalam
perkembangannya KUHD ridak hanya berlaku bagi para pedagang, namun
kerenquan tentang benmik arawe jenis perusahaan tidak dicabut atau masib
diatur,

Dalam KUH Perdata juga diatur renrang kumpulan crangorang vang
bermuguan unmek mencari keuntungan  ekonomi,  disebur  persekuruan
perdata (burgerlijk maatschap), diarur dalam Pasal 1618 — Pasal 1652 KUH
Perdata. Persekutuan perdata merupakan benruk umum dari badan wsaha.
Sedangkan, badan uwsaha atau perusahaan vang diawr dalam KUHD
merupakan benruk khusos. Ada nga bentuk atau jents perusahaan vang
diatur dalam KUHD, yaieu Firma, Persekutuan Komanditer (Commanditaire
Vennomschap), dan Perseroan Terbatas (Naamisoze Vinnootschap),

Seriap orang yang menjalankan arau menyelenggarakan perusalaan
diwajibkan membuatr pembukuan. Demikian kerentuan Pasal & KUHLD,
Pembukuan i memuar tentang keadaan kekayaan dan sceala sesuaru
tentang perusahaan yang dsusun menurue kerenman perusahaan, Dalam
hal mi, KUHD ridak menentekan tentang bentuk dan pola, tetapi hanya
diwajibkan adanya catatan-catatan,

T Wirjooo Prodjobikora, Hidoim Perbumpedan, Peraroan by Kopereel o dwlongeny (Jakaria:
Peperhin Dian Bakyvas, |9E5) hal 3
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Firma

Menurut Pasal 16 KUHLY, firma adalabh suatu perusahaan yang
didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah saru nama
bersama, yang biasanya diambil dar salah sam nama pendirinya. Misal,
Firma Bakri. Hal ini berdampak terhadap hak dan kewajiban, yaimu senap
angpota persekutuan firma berhak unmik berrindak, mengeluarkan dan
mencrima uang atas nama persekutuan, Oleh sebab iru, setiap angeota
petsekutuan bertanggungjawab rerhadap pihak ke tga secara ranggung
menanggung atau ranggungrenteng untuk seluruhnya aas segala perikatan
yang dibuat oleh persekutuan firma,

Pendirian Firma ridak diwajbkan dengan akta orentik atas akree
notards. Meski dalamn Pasal 227 KUHD ditetapkan babwa Firma harus
didirikan  dengan  akta otenaik, tetapi  ketiadaan akea otentik  ridak
dapar dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga, Berart, tanpa adanya
akta otentik udak boleh digunakan unrek membukrikan kepada pihak keriga
bahwa persekueuan Firma tidak ada. Setiap angeota firma berrangeungjawab
tethadap pihak ke riga secara mngpungrenteng unmk scluruhnya atas
perikatan-perkatan vang dibuar oleh firma.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Commernditaire Vennootschap (CV) adalabh persckutuan firma yang
mempunyai atau rerdiri ams dua macam sekuru, Pentama, sekuru komanditer
ialah sekutu yang menverahkan aan melepasakan sejumlah vang kepada
pihak luin, Kedwa, sekuru komplemenrer ialah sekuru yang menenima
sejumlah  vang dari sekotn  komanditer unmuk  divsabakan.  Sekur
komanditer hanya bermanggungjawab scbesar vang yvang  diserahkannya,
Sedangkan sckutu komplementer bertanggungjawab secara keselurahan
kepada pihak ketiga (Pasal 19 KUHD) Tidak menutup kemungkinan,
apabila  wang  pemekutian  tdak  mencukupi, sekuns komplementer
menanggung bisya hingpa keuangan pribads

Perseroan Terbatas (FT)

Dalam WK dipunakan istlah Neomlooze Venmootschap (NV) yvang
secara kebahasaan berarti persekuruan ranpa nama, Maksudoya, tanpa nama
dari salah seorang pendinnya, Hal ini sebagai lawan dari firma yang berarti
pama  bersama. Dengan  demikian,  istilah  persercan tecbaras bukan
rerjemahan dari naamlooze venneatschap, sebagaimana diatar dalam Pasal 36

KUHD, Kerentuan rentang PT dalam KUHD relanit sedikn, diatur dalam
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Pasal 36 - Pasal 56 KUHD. Padahal, dalam prakeikeva PT merupakan
badan usaha vang sudab berkembang dengan pesar. Oleh sebab o,
dilakuksn perubahan terhadap UL tentang FT dalam KUHD, rerakhir
denean Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 rentang Perseroan Terbaras
(LN BRI Tabhun 2007 Mo, 106, TLK Rl Mo, 47561

Persernan berasal dari kara sero yang berart saham. Menuruir Pasal |
Angka | UUPT 4072007, persercan terbaras adalabh badan hukum yang
merupakan  persekumian modal,  dadirikan berdasarkan  perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selurubnya rerbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan vang ditetapkan dalam UUPT
40/2007. Berdasarkan ketentuan ini, PT merupakan badan hukum yang
terdiri atas saham atau sero, maka disebur perseroan. Salah satu syarar urama
pada badan hukum alah secara materiel, yainu pemilik perseroan atau para
pemegang  saham.  mnppung  jawabnya  terbaras karena  ridak
bertangrungawab secara pribadi rerhadap perikaran yang dibuat atas nama
perseroan dan tidak bertanpgungiawab ats kerugian perseroan melebihi
saham vang dimiliki, demikian ketentuan Pasal 3 Aya (1) LILPT 4072007,

1006 Hukum Surar Berharga

Pada masyarakat tadisional seriap  transaksi  pembelian barang,
pembavaran dilakukan secara kontan atau tunal dan barangnya segera
dihawa {cash and carmy). Cara pembavaran semacam ing sudah ridak memadai
fagt pada masyarakar moderen. Uang schagai alat pembayaran memiliki
kelemahan arau keterbatasan, ditinjau dati aspek keamanan atau efisiensi.
Oeh sehab ru, orang mulai menggunakan surar berharga fwaarde popieren;
negatiahle instruments),

Dinamakan surar berharga karena berfungsi sebagat alar pembayaran
{hetal  middel)  sehingea  dapar diperdagangkan  atau mudsh
dipindahtangankan dar seseorang kepada orang lain.”' Surar berharga
sehagai alat pembayaran seperti layaknya wang vang digunakan untuk
membayar, Surar berharga ridak hanya berfungsi sebagai alar pembayaran,
tetapi juga bertungsi sebagm alar bukei, Menurur VeleMeser: surat berharga
adalah suatu alar bukt (hewys medidel) dari suacu ragiban terhadap orang vang
menandarangani  surar tamhan rersebur,  Surar magihan i

Frnmty Pasgasbaan  Sivangunmk,  Vudum Degang:  Sweaf-Sweal  BecharrorWeel, Soew
SweppupAhse, Ok Knitensi dan Prames ates Twnind) (Yigyakana Sebsi Holum Dagang Fakukas
hukoam DGR 19795 Bal. 1.
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dipindahtangankan dengan menyerahkan surar tersebur dan akan dilunasi
setelah surat ite ditunjukkan.™

Surar berharga dirinjau dari aspek hukum benda, dapar dikategorikan
sebagai benda  berperak vanp tkbertubuh atau vdak berwujud, berupa
piurang atau hak rapih vang dapat dibedakan menjadi tips macam, yaitu:

1. piurang atas tunjuk {oan toonder): siaps pun yang dapae menunjukkan
surar ragihan (surar urangl, maka dia yang berhak menerima pembayaran
[piutang),

1. piurang atas perintah (wm order): diperinahkan unmuk membayar kepada
orang yang namanya tercantum dalam surat tagihan,

¥ piurang atas nama (op noam): hanya orang yang namanya tercanmam
dalam surat tagihan vang berhak atas pembayaran.

Piutang atau hak ragih dalam hukum Jdagang dapat berupa surar
berharga seperti wesel dan surar sanggup (ovderbrief; promissors noted. Dalam
KLIHD selain diamwr tentange wesel dan surat sanppup, juga diatur tentang
cek, kuitansi dan promes atas runjuk. Dalam konteks ini, surar berharga
tidak hanya berfungsi sebagai alar pembayaran dan alar pembukrian rerapi
juga berfungsi sebapai alat meminjam uang, alat penyershan, dan alat
legitimasi. Jens surat berharga yang diatur dalam KUHD sudah ketinggalan
zaman dibandingkan dengan jenis surat berharga vang beredar di pasar
mulal atau bursa etek dan prakeik perbankan yang lebih beragam dan
mudah diperdagangkan, di antaranya seperri saham dan obligasi.

18,7 Hukum Asuransi

Istilah asuramst berasal dari kara assuranne dan versekernnge dalam bahasa
Belanda, yang berarti asurans:, pertanggungan, jamman”’ Dalam bahasa
Ingeris pun demikian, ada dua istilah yang berarti asuransi arau jaminan,
yuitu rnsurance atau guarantee,’* Ditinjau dan aspek hukum, istilah asuransi
lebih tepat diarrikan pertanggungan daripada jaminan, karena isrilah hukom
jaminan lazim digurakan unmk mengator entang benmmbkbenk jaminan

S 1ME In't Vele-Meier, Waardspapivren en bun furiadinoke Retekenis, s Surar-Sura Berbarga dan
Ay Wenwesd Huabam dilerjemahkan cich H Boerhanoeddm Soctan Batocah § Jakaris: Beascipta, V98EI,
bl 01,

T ieee L. Leaimler, Kiwwer Setenaln - Tndonesir, Oetakan Ke-2 (Jekama Mulsoa Sumber Wilya,
Lod |, hal. 9 dam 200,

* lokm M. Echuls dan Haossan Shadiby, Kawe fegoris - Indoweria {Jakarta: PT CGmmedia, 19621, hal.
At dan 28T
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kebendaan seperti gadai, hipotik dan jaminan perotangan (borgoche), ™
khususnya dalam utang-piutang arau kredic perbankan.

Menurur Pasal 246 KUHD, asuransi arau pertanggungan adalah sua
perfanjian, dengan mana seorang penanggung mengikarkan diti kepada
seoring tertanggung, dengan menerima suary premi, untuk memberikan
penggantian kepadanyas karena suatu kerugian, kerusakan arau kehilangan
keuntungan vang diharapkan, yang mungkin akan dideritanys karena suatu
Peristiws terbenr.

Asuransi diperlukan dalam perdagangan unmik mengatasi apabila
rerjadi peristrwa rertentu berupa risiko vang terjadi pads masa mendarang.
Restkar vang muncul dapar menimbulkan kerugian baik secara mareriel arau
ckonomi maupun secarn immateniel techadap diri araw jiwa seseorang. Misal,
risikio berupa kebakaran atau kecelakaan, Risiko vang muncul merupakan
penistiwa yang ridak  diduga kapan akan terjadi. Orang hanya  dapae
memperkirakan sebelumnya bahwa dapar rerjadi suaru risiko atau peristiwa
tertenty. Ristko vang muncul dapar diatusi oleh pihak rerrenmu falah
perusahaan asuransi, Ferdasarkan nisiko yang akan dihadapi itu, asuransi
dibedakan menjadi dup macam arau jenis asuransi, vaitu:

L asuransi ganti kerugian Gchade wvergekeringd: kerugian terrentu yang
muncul akibar terjadinga risiko sudab dapae dihitung, dicaksie, atau
dwkur nilainya secara matenel. Perusahaan asurans: sebapail penangpung
hanya menanggung harts benda terrenou akibat terjadinya risike beripa
kebukaran misalnya.

asuranst sejumlah vang  (sommen verzckering): kerugian vang  muncul
akibat rerjadinya risiko bersifat immateriel arau ridak dapar dihiteng
secars materiel karena menvanghkur fiwa dan dirt seseorang, Kerugian inu
tidak dihirung rerapi dapat ditentukan sehelumnya, Perusabaan asurans:
siifah dapat menentukan jumiah biava vang harus dicanggung apahila
terpadi kecelakasn yang menimbulkan kematian arau luka pada angeota
tbuh rerrenn atau bahkan cacat.™

T

Asuransi telah berkembang menjadi bisnus dengan nilai ekonomi vang
besar dan beragam  jenisnya, schingga perlu pengaruran hukum  yang
memadai. Berkenaan dengan hal ini, telah diterbitkan Undang-Undang
Nomor I Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (LN Rl Tahun 1997

G Soslovd Masichomn Sofan, Mk Somiieas of fmdsesin Probod-Sobak - i Sosinan da

eiran Fevoraegan | Yogsnkara: Liberty, 1980 fal -3
" W Trosdpodikoro. Mk Asuraed o Sufimesi (akarta: T Intermasa, 19511, hal. 4
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No, 13, TLN Rl No. 3467), unruk mengarur usaha asuranst dan usaha
penunjang usaha asuransi, Usaha asuransi mencakup usaha  asuransi
kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi. Sedangkan, usaha
penunjang usaha asuransi meliputi usaha pialang asurans, usaha pialang
reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan akwaria, usaha

agen asuransi. Dengan demikian, ketentuan asuransi dalam KUHD ridak
lagi merupakan kodifikasi,

10.8 Hukum Pengangkutan di Laut

Perdagangan sangat memerlukan penganghkutan untek menganghkur
atau membawa barangbarang dagangan menuju ke pasar atau gudang
pembeli. Penpangkuran memegang peranan yang sangar viral.' Biaya atau
ongkos pengangkutan diperhinigkan dan ikut menentukan harga saruan
barang. Semakin mahal biaya atau ongkos pengangkuran, semakin mahal
pula harga satuan barang. Meski pengangkutan mencakup darar, laur, dan
udara. Namun, KUHD hanya mengarur rentang penganghkutan di laut asao
pengangkutan melalui laur. Dengan kata lain, hukum penganghkucan darat
dan udara ndak dianar dalam KUHD. Ketenruan-ketenman  tentang
pengangkutan di laut yang dutur dalam KUHD, ancara lain:

I, alat arau sarana pengangkutan, berupa kapal;

1. penpusaha kapal:

3. perugas di kapal yang terdiri dari nakhoda dan anak kapal;
&,  persewaan atau pencarreran kapal;

5. pengangkucan di laug

Dalam KUHD dibedakan pengerrian kapal secara umum dan secara
khusus. Menurur Pasal 309 KUHD, kapal adalab semua perahu, dengan
nama apa pun. dan dari macam apa pun. Sedangkan, kapal laur menurut
Pasal 310 KUHD adalah semwa kapal yang dipakai unruk pelayaran di laur
atau yang diperuntukkan untuk e, Ada unsur urama yang membedakan
kedua pengertian fersebur, Pada kapal laut terdapar unsur dipakai atau
diperuntukkan, denpan demikian kapal yang dipakai di sungar tidak masuk
dalam  katewori  kapal laur, Pembedssn  tersebur  diperlukan karena
pandaftatan kapal laut dibedakan dengan  pendaftaran kapal  sungai.
Menurut Pasal 314 KUHD, kapal yang berukuran paling sedikit 20 meter

" Tuei Triyanti Gondhokusamu, Progangboten Webids Lour 1 Semarmng: Fabuleas Hikum Liniversias
L"i.F‘:lTI'[',E'."lInI_ PN, sl |
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kubik (brutto) didaftar dalam register kapal dan dipeclakukan sebaga benda
rakhergerak.

Pengusaha kapal menurur Pasal 320 KUHD adalah seorang vang
memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudikannya
sendiri atau menyuruh seorang nakhoda vang bekerja padanya. Dengan
demikian, pengusaha kapal tidak selalu pemilik kapal ™ Pengusaha kapal
tidak harus memiliki kapal karena dapat menyewa kapal unruk digunakan.
Menurut Pasal 313 KUHD perusahaan perkapalan merupakan bentuk kerja
sama atau pemilik bersama pada sar kapal,

Petugas i kapal dipimpin oleh nakhoda, Dalam Pasal 341 KUHD
ditenrukan bahwa nakhoda memimpin kapal. Nakhoda memiliki berbagai
fungsi penting, di anmranya nakhoda sebagai wakil dari pengusaha kapal.
Selama pelayaran, nakhoda dapar bertindak seperti pejabar publik seperri
menerhitkan surat keterangan. Selain nakhoda, ada anak kapal arau disebur
anak  buah  kapal {(ABK). KUHD tidak membernkan definisi, hanya
dikemukakan hahwa anuk kapal adalah mereka yang namamya tercantum
dalam dafrar anak kapal yang disebut monsterrol (Pasal 341 KUHDY, Dalam
Masal 373 KLUIHD, dikemukakan bahwa anak kapal adalah orangorang yang
diangkat oleh pengusaha kapal unmk bekerja di kapal atau melakukan dinas
kapal.

Persewsan kapal atau carter {charter) kapal dapar dibedakan atas dua
MACAN, yarkl:

Lo carrer kapal berdasarkan waktu (fime chartes): perjanjian antara pemilik
atau pengusaha kapal dan pihak lain untuk memakai kapal dalam wakno
vang telah ditentkan.

carrer berdasarkan perjalanan (voyage chavter): perjanjian antara pemilik
atau pengusaha kapal dan pihak lain unek memakar kapal guna
melakukan satu atau lebih perjalanan atay pelavaran.

I

Kapal laur umumnya digunakan unruk pengangkuran dan pengiriman
barang karena hisvanya relanf murah dengan farak rempuh vang jauh. Maka,
untuk barangbarang yang ridak rahan lama ridak diangkue dengan kapal
laut. Pengangkuran di laur dapar digunakan untuk mengangkur barang arau
orang, Pengangkutan di laur pada hakikamya merupakan perjanjian antara
pihak pengangkur dan pihak yang menyuruh untuk mengangkut.

A Wirjomo Prodpodikeono. Hrdier Laur fungd ubssevia (Bandung Penorbal Somor Bandung, %11, hal
G,
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Mengenai pengangkutan barang, dalam Pasal 466 KUHD ditentukan
bahwa pengangkur adalah  pihak  yang mengikatkan  diri uneuk
menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian
melalui lauran, Sedangkan, arti pengangkut dalam pengangkuran orang
(Pasal 521 KUHD), adalabh  pihak vang mengikatkan  diri unmk
menvelenggarakan pengangkutan otang amu penumpang, seluruhnya atau
sebagian melalui fautan.

Sekarang, telah diterbitkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (LN BRI Tahun 2008 No, 64, TLN RI No. 4349} Dalam
undangundang in, pelayaran diartikan sebagai satu kesaruan sistem yang
terditi atas  angkutan i perairan, kepelabuhanan,  keselamaran  dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.  Berarti, ketentuan
KLIHD sepanjang ridak berrentangan dengan UL Pelayaran 17/ 2008 masih
berlaku.
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HUKUM INTERNASIONAL

11.1 Pengertian Hukum Internasional

atilah atau nama hukum internasional merupakan terjemaban dari
international law dalam bahasa Ingeris. Kaea international dalam bahasa
Ingeris terdirt darl dua kara, yaimu incern dan nation, A kara intemn
{prefink: between, among:' dan nation (n): peaple of commen emitory, descent,
culture, language, or history, pesple united under a single J;TH'!."TI'I-PH-I"II-[-': Apabila
kedua kara ien dipadukan menjadi intermational (adi) berarti: bemcen or among
nations; concerned with the relatioms berween nations; for the use of all nations; of or
fur people in various nations.” Dalam bahasa Indonesin pun demikian. Kata
inter dalam bahasa Indonesia berarts: (da) antara dua; (di) aneara; di tenpah.’
Kara inrernasional dalam kamus bahasa Indonesis berarti menyanghkut
bangsabangsa arau  negerinegert seluruby dunia; antarbangsa.’” Dengan
demikian, secara kebahasaan istilah hukum internasional dapar diartikan
sebagai hukum antarbangsa atan law of nations dalam bahasa Inggris.
Dalam kamus hukom, istilah intemarional law berarmi: prinsippringip
hukum yang mengamr hubungan antarbangsa (the legal principles of govening
the relationships Petween nations).” Ada keragaman isrilah yang digunakan,

Ve haner s, wivewan Detiomany & Thaveeerny C5catlan Geddes & Cirosser, 2008 0 Bal, 26
Y fhid, hal 124,
fhid, hal 763
* [depariemen Fendidikan dan Kebudaysan, Kams Seser Bafare dodonesie, Bdig Ke-2 (Jakana: Bala
Puskala, 1991, hal 1%3
" ingd, lal. 544
* Dimvan A Garmer, EdU. Bk s Lo Dicraonary (Minnoseta. Wess Gricaip, [RE, hal, BXE,
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antara lain hukum internasional (international law), hubom bangsa-bangsa
(lane of nations), hukum anmrnegara (mterseate lows low between states), hukum
transnasional (ransmational low), hukum kebiasaan umat manusia (common
leew: of mankind).” Masing-masing istilah tersebur memiliki makna dan rujuan
arau fatar belakang vang berbedabeda, Meski demikian, pengsrunaan istlah
hukum internasional paling umum digunakan. Dirinjau dari aspek prakes,
menurur Mochrar Knsumaarmadja:

otidak wewjadiossal bemar d.il:-:tlulﬂl lapeengan Feckam wing @kan kit
pelajari dinamalan ke banpsebanpse, hukim aneerdangsa,  hekum
anterr negiera atau hulum mtermasemal, seloma kitn memgetahua apa vung
dimaksudlan dengan astiloh i [ dolam bahasabohasa lain istilah
hukum bangsa-hangsa (law of nations, dreir de gens, Valkenreche) dapar
mempertahankan  din terhadap weidah hukem antar negoro
(Zuwischenstaatdiches Kecht) vang sebenomya lebih ban®

Arti hukum internasional menurur Mochrar Kosumaarmadia adalah
keseluruhan kaidahkaidah dan asasssas vang mengatur hubungan atau
persoatan yang melinsi batasbatas negars antare negara dan negara, negara
dan subyek hukum bukan negara, arau subyek hukum bukan pegara san
sama lain.” Pengertian ini mendasarkan pada hubungan internasional yang
bersifar hukum publik karena lebih menekankan pada unsur negara, Meski,
menvebut subyvek hukum lain di luar negara, namun vang dimaksud adalah
organisasi atau badan-badan internasional, seperri PRB. Bahkan, indivadu
juga menjadi urusan negmara, sepertl seoreng warea negara vang dituduh
melakukan tindak prdana di negara lain au meminm suaka poliik di luar
negeri. Dengan demikian, hubungannya tdak bersifar hukum perdata,

Semenrara i, Philip GO Jessup, dalam bukunya A Medem Low of
Mations menyatakan: [[htermarional law o the law of narions muse be defined as
law applicable to states in their mural velorions and o individieals in cheir relations
with stares. Inermearional Lo may also, under this hypotheses, be applicable to certain
mterrelationshups of mdividuals themselves, wheve such interrelationships involve

' thid Bey Setrammpssh Sowardi, foir Sarr Pk frsernusonal Publik (Banchmp: Alnnai, 198350, hal.
1.1

* bdvschear Busmaatmadia, Pengoniar flubem feiemaenons), Suku | Bagéan Omum (Bandung:
inavipea, 19811, hal. 5.

* M bl B
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wuttters of international concern.'” Rumusan ini menegaskan babwa hukom
internasional ataun hukum bangsa-bangsa harus didefinisikan sebagai hukum
vang dapat diterapkan untuk negara-negara dalam hubungan bersama dan
individu-individu  dalam  hubunganoya dengan negara. Berarti, hokum
internasional dapar juga diterapkan untuk hubungan antarindividu, asalkan
hubungan semacam itu melibatkan berbagal hal yang menjadi urusan
internasiconal,

Sejarah munculnya hukum inrernasional sudabh dimuolas sejak masa
Yunani Pada masa i, Yunani masih berupa negara kota ciny state) yang
rerdiri dari negara-nemara kecil vang merdeka,”’
Jdidasarkan pada peraturan-peraturan tertentu. Dengan demikian, peraturan-
peraturan itu berlake dan mengikat bagi negarwnegara di Yuonam saru sama
lain. Mesks negaranegara im.merdeka, namun mereka sesungeuhnys masih
merupakan satu bamgsa, Berbeda, ketika pada masa Romawi  dengan
kekuazaan yang luas. Negara-negara rersebue merupakan negara merdeka dan
betbeda kebangsaannya, saling berbubungan dan bahkan bernaung dalam
kekuasaan keragaan Romawi, Hukum yang mengamr hubungan antarnegara
pada masa Romawi merupakan cikal-bakal hukam internasional, Pada masa
Romawi dikenal dua macam hukum, yvaim:

Hubungan antarmegars

I, s gentivm: hubum yang berlaka bagi hubungan ancarnezara vang
didasarkan atas persetujuan dari negara-negara tersebut.

2. e civile: hukum vang berlaka di setiap negara yang berlako bagi warea
dari negara masingmasing.'”

Sementara i, rmenurut Umeche, ius wentium memiliki dus makna
Pertama, ius gentivm sebagai hukum yang mengatur hubungan antars warga
kota Roma dengan orang asing yang bukan warga kota Roma, Kedua, ins
gentium sebagai hukum yang diturunkan dari tata tertb alam yaog mengatur
masyarakar sepala bangsa, yairu hukum alam.'’ Dengan demikian, ms gentim
merupakan istilah yang paling rua unruk bukum internasional, ™ Menurur
Mochrar, e pentiem  memiliki cakopan vang luas Karena mengann
hubungan antarbangsa (s inter gentes), sehingga muncul istilab hukum

I Phitip C, Jesesg, dalam Carmer, Fdi, Slack 'n, hal 822

H Wigjemn Prodjodikorn, Azas-dzer Mukam Publii feemriong {fakann: PT Pembembing Masa,
1974, hal. [%

1 ik, hal, T4,

I E Lipeche, Feagar delam Sl ok, Cetadon Ke-Y (lakaria: Peeerbst FT lchtinn, 196,
catutan kaki (farmoneimn. 2, hal I8

" b,
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bangsa-bangsa (the lew of nations) dan hukum antarnegara. Nepgara moderen
sesunggulinya merupakan negarn bangsa (nation-staee),

Hukum intermasional pada hakikatnya bersifar koordinatifl karena
masing-masing negara berdaulat dengan memiliki peraturan hukum dan
fembaga di setiap negara. Selain im, ada pula kerentusn-kerencuan dari
orgamisas internasional vang dibuar melalui peganpian antarnegara. ™ Sifar
hukum yang memaksa ridak selalu ditentukan oleh adanya lembaga sepert
dijumpai dalam hukum nasional. Hukum nasional memperoleh kekoacan
mengikar dan perangkat megara sepern eksekunf, legislatit, dan yudikarit
Sedangkan, hubum inernasional menurue Hugo de Groot atau Grotius
memperoleh kekuaran mengikat dan hukum alam vang berasal dari akal
sehat {common sense} manusia sehingga berlaku universal.!’

Hukum internasional dapat dibagi arau dibedakan atas dua macam.
Pertama, hukum publik internasional vang memuar ketentuan-ketentuan
yang bersifar hukum publik, vains mengatur hubungan angarnezara, Keduwa,
hukum perdara internasional vang memuar  ketentuanketentuan  yang
bersifar bukum perdata, yaitu mengarur hubungan antarwargs negar yang
berbeda kewarpanesaraan,

11.2 Hukum Publik Internasional

lsrilaby hukum publik inrernasional digunakan oleh Wirone uneuk
merunjukkan adanya kepentingan umar manusia yang barus dilindungi
ofeh hukum, Menurur Wirono, hukom internasional publik adalah hukum
vang mengatmic hubungan hukum antars berbagai bangsa di berbagai
negara, " [sulah atau mnama hukum publik internasional digunakan untuk
membednkan '-‘I'i‘l‘lﬂ“ﬂll bukiim |.1:.'1'|..1.'II‘;3 inrernasiomnal, Sl;'danghtn. Mochrar
menggunakan istilab hukum internasional publik. Perbedaan keduanya
lebih menekankan pada aspek kebahasaan daripada aspek substansial.

Dalam hukum internasional ada pihak-pihak eertentu yang diakui
sehagai subyek hukum vang dapar bertindak dan mengadakan hubangan
hukum. Pertama, Negara, merupakan subyek hukum internasional yang
utama. Dalam hal ini, negara sebagai ormansasi politik yang diakui dapat
bertindak bebas, tentunya setelah memenuhi persyararan atau unsur-unsur
terrentu sesual dengan konvensi inrernasional Montevideo., Tidak semua

" Kusumastmailja, PMewmgannee, hal, 4-3
1 Jhid |, hal, 32 dan hal, 42

" Prsdjoafikorn, Az, hal. 24

" Jhad | hal. B-7
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jenis negara diakui sebagai subyek hukum internasional. Ada jenss atau
bentuk negara terrentu yang tidak dapat bertindak bebas, seperri negara
protektorar (prowectorar), ialah negara yang dilindungi oleh negara lain
herdasarkan peranjfan internasional.'”

Kedua, Tahta Suci (Vatican), merupakan organisasi keagamaan gereja
Karolik Roma yang diakui sehagai organisasi politik, di bawah pimpinan
Paus, Meski, bukan negara dalam arti yang sesungpuhnya, namun sudah
sejak duly Varikan menjadi subyek hukum  inrernasional ketika Paus
memiliki kekuasaan dunia dan sekaligus menjadi pimpinan atau kepala
gerejp  Karolik Roma, Jadi, Watikan diakei  sebagai subyek  hukum
internasional lebih didasarkan pada alasan sejarah.™

Ketign. [Palang  Merah  Internasional,  merupakan  organisasi
internasional. vaitu  Inermational  Comminee of the Red  Uross JCRE)
berkedudukan di Jenewa, Organisast ini diakui sebagai subyek hukum
internasional karena alasan sejarah, Keberadsan organisasi ini didasarkan
pada konvensi Jenewa tahun 1949 rentang Perlindungan Korban Perang.”’

Keempat.  Organisasi  internasional,  diakui  oleh Mahkamah
Internasional {Intemational Court of Justice) memiliki kedudukan hukum Gegal
standing) sebagai subwek hukum internasional.’ Ornganmasi internasional
vang diakui adalsh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nutions) dan badan-
hadan khusus (specialized agencies) PBB, antara lain sepetti [LO {Unternanomal
Labowr Organizotion), FAO {Food and Agriculoee Ohganization), LINESCO
(Uinited Nations Edugational, Scentific and Culrural Onganization), WHO (World
Health Crganization).

Kelima, Individu atau orang perarangan, diakui sebagai subyek hukum
internasional karena alasan sejarab. Dalam perjanjian internasional di
Versailes tahun 1919, yairu perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang
Diunda | yang dibuat oleh dan antara Jerman, Inggris, Perancis dan masing
masing sckutunya, Dalam  perjanjian im dicantumkan ketenmuan  atau
klausula (clawse) yang memungkinkan individu arau orang  perorangan
menjadi pihak dalam perkara di mahkamah arbitrase inrernasional.”

Keenam, Pemberontak dan pihak dalam sengkets, yang dalam keadaan
rerrenitn menurut hukum perang memiliki kedudukan dan hak sebaga

15 A Hakits, Hulsun detenerionn {Rendung: Eleman-Elstor Ofser 19731 hal. 13
* Kusumaztmadja, Pemgaar, Bul. 93-94

! it hal.

* B, hal. 96

™ ikt binl. T
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pihak yang berperang atau bersengkera. Hal ini secara khusus tappak dalam
Organisasi Pembebasan Palestina arau Palestine Liberal Chganization (PLOpH

Hukum internasional memiliki sumber hukum tertentu talab sumber
hukum materiel dan formil. Sumber hukum materiel adalah sumber atau
faktor-faktor yang menentukan isi suatu peraturan hukum, misal scjarah,
sosiologi, politik, ekonomi, filosofi, dan schapainya, Sedangkan, sumber
hukum formil adalah sumber vang menentukan bentuk, cara, proses, dan
berlakunya suaru peraneran hukum.” Konsep rersebur juga berlaku bag
hukum  internasional,  Sumber hukum  materiel  sangat  menentokan
kebeelakuan hukum internasional. Misal, dalam sengketa mtemasional
acapkali ditentukan oleh politik atau ekonomi internasional daripada aspek
hukummnya,

Sedangkan,. sumber hukum  formil dalam  hukum  nternasional
dicantumkan dalam Pasal 38 Avac {1} Piagam Mahkamah Internasional, yang
mengatur tentang dasar peraruran yang digunakan sebagai rujukan atu
acuan bagi Mahkamah Internasional dalam memeriksa suatu perkara
Adapun sumber hukum internasional yang bersifar tormil tersebur adalah:

1. perjanjian inrernasional, batk yang bersitar umum atau khusus.

1. kebigsaan internasional, merupakan kebiasaan umum atau peakrik yang
betsifat umum {general practices) yang telah diterima sebagai hukum.

i, prinsipprinsip hukum umum (general prnciples of lawd yang relab diakui
vleh bangsabangsa yang beradab.

4. keputusan pengadilan dan pendapar  para samana yang eerkemuka
dari bangsa-bangsa di dunia. ™

Selain keempat  sumber  rersehar, masih ada sumber hokum
internasional yang bersifac formil fan, vainn kepurusandeputusan dan
badan-badan perlengkapan {organ) dari organisasi dan lembaga-lembaga
internasional, seperti Resolusi PBB,

11.3 Hukum Perdata Internasional

Menurur Sudargo Gautama, hukum perdara internasional (HFPL)
adalah keseluruhan peraruran dan keputusan bukum yang menunjukkan
srelsel hukum manakah yang berlaku arau apakab yang merupakan hukum,

“ Fid hal. 103

T Wadiyu Sesongkn, Hasee-Dasar e Hwkam [ Bandar Lagnpung: Penerhis Linvversitas Lampung,
2004y, hal. 24.

* Kusumanivadis, Meepantar, hal. 107-108,
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jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiva antar warga (warga) negara
pada suatu wakew rertentu memperlihackan dtkntk pertalian dengan
stelselstelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yvang
becheda dalam lingkungan-lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soalscal.™

Menurue Wirjone, spal HPI muncul ke muka apabila ada unsur asing
dalam suama hubungan hukum perdaca di suaru rempat.™ HPl mengacur
rentang hubungan hukum antarsubyek hukum yang bersifar keperdataan.
Dengan demikian, apabila ada WMl mengadakan transaksi pembelian
barang atau membuat kontak dagang dengan WNA, maka perbuatan
hukum i masuk  Jdalam  lingkup HPL Begitn pun, apabila  WKI
melangsungkan perkawinan dengan WNA, Bertemunya dua subyek hukum
dalam suamn hobungan hukum merupakan perumpaan dua sistem agau
seelsel hokom dari dua neeara yang berbeda. Hal mi dapat memmbulkan
persoalan hukum, vaitu hukom apa yang beelaku atau sistem hukum negara
mara yang diberlakukan. Tidaklah mudabh unmwk menentukan, voruk i
Jigunakan prinsipprinsip hukum dalam HPL dengan meneliti nnk pertalian
atau titik taut vang ada

Tittk pertalion merupakan perunjuk unrk dikenakannyga HPL arau
tidak. Ada dua macam ntik pertalion, Pertama, ritik permalian primer adalah
fakrorfakvor  dan keadaan  yang menimbulkan  hubungan perdara
internasional, ™ Dengan demikian, faktorfakoor iru dapar digunakan untuk
mengetahui adanya soal HPL di anmracva seperti kewarganegaraan
{citizenship) seseorang vang berbeda menunjukkan adanya perscalan HPL
Demikian pula  dengan bendera kapal,  diperlakukan  sama  dengan
kewarganegaman. Scorang anak yang dilahirkan di ams kapal berbendera AS
dianggap relab Iahir di wilayah A%, Kedua, titik perralian sekunder adalah
faktordakror dan keadaan vang menentukan berlakunya suaru sistem hukum
rertentie.” Dengan demikian, faktorfabtor ine dapar digunakan untuk
menenmikan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam kasus HPL
Misal, tempat di mana suata benda rerletak merupakan tidk pertalian atau
rivik taur sekunder, karena hukum yang berdaku adalah hukum di mana
sty benda terletak (lex red siae),

2 Suclargs Gautama, Memgamior Mukun Perdiair Infermasiomd Soudveeesidcs | Jakana Penerbii Hln.h.'ipu_
14977, hak X1

 winone Prodpsdikbors, Asar-Arac Sidkum Feradel Informeenimd IHandusg: Penerbat Sumur Banding
1070, hal 1K,

Mol hal X4,

" PR
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Berdasarkan ritik pertalian tersebur, ada kemungkinan hukum perdata asing
berlaku dalam suatu perbuaran hukum tertentu, atau justru sebaliknya,
hukum perdata asing ridak dapat diberlakukan karena melanggar kererriban
umum ferdre public; apenbare orde; public pelicy). Padahal, scjatinya HPT
memuat prinsip agar hukum perdara asing diberlakukan. Keteriban umum
justri. mencegah agar hukum perdara asing ddak diberlakukan karena
bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, ketertiban umum
merupakan  pengecualian sehingga hukum asing cidak  berlaku, Misal,
ketentuan Pasal 23 AB menyatakan bahwa UU yang ada sanghut pautmya
dengan  ketertiban  umum  atau  kesusilian  yang  baik, ridak dapar
dikesampingkan dengan rindakan atau perjanjian.
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BAB XII

E

HUKUM ACARA

12.1 Pengertian Hukum Acara

kegiatan  yang  harus  dilakukan  amu  dieempuh dalam rangka

melaksapakan dan menegakkan hak serra kewajiban, Dalam literarur
hukum Belanda digunakan istilah hubkum proses (frocesrecht), yang rerdin
dart hukum proses materiel (matenieel procesvecht) dan hukom proses formil
ormeel procesrecht).! Dalam konteks ini, hukum proses mareriel adalah
peraturan mengenai  hubunganchubungan hukum yang tmbul karena
pelaksanaan  suaty proses.” Sedangkan, bukum  proses formil adalah
peraturan tentang  benmukbentuk  vang  harus  diperharikan  dalam
pelaksanaan suaru proses,’

sementara inl, dalam sistem hukum commen law, digunakan istlsh
hukum  substantif (aebstantie lawd dan hukom ajekrif (adiective  lawd,
Substantive law: The part of the law thar creates, defines, and vegulates the vights,
disties, and powers of parties.’ Adjective laws The body of nides governing procedure
and practge; procecral low.’ Paton membedakan antara substantive and

I stilah hukum acara digunakan unwk mengarur rencang  kegiatin-

| Pumads Parbacamba dan Socte Sockaniv, Seadi-Sesal fese Hubus doe Tia S | Bandong:
Pemerhal Adumne 197%), hal 1411

? it

* it

" Brymn A, Germer R, Bhack & Lanw Ehciomary [ Mineesoin: West Group, |9059), kal. 1443
b inid, bl 42
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procedural law." Hukum subscantf adalah hukum yang menenmukan hak.
Hukum prosedur adalah hukum yang mengatur proses pengadilan,’ D
Indonesia istilah hukum acara memuat ketentuankerentuan hukum formil
(formeelrechs) sebagai pelaksanaan dari hukum  materiel (matericelrechs).
Dengan demikian, hukum acara adalah hukum formil yang disclenggarakan
untuk melaksanakan hukum mareriel atau menegakkan hak dan kewajiban.

Keberadaan hukum acara senanriasa  dikaitkan dengan  hukum
materiel yang ada. Berkenaan dengan hal ini, dalam hukum Indonesia
dewasa ini dikenal berbagai macam hukum acara dikaitkan dengan bidang
hukum yang ada. Meski demikian, dalam bab ini hanya akan membahas
hukum acara pidsna dan hukam acara perdara, Hal ini mengingar bahwa
tata hukum Indonesia membedakan antara hukum publik dan hukum
perdata. -

12.2 Hukum Acara Pidana

Menurut Tambunan: Huksem Acere Pidana mevupakan swatu sistem
kaidah atau norma yang diberlakukon oleh negava dalom hal tni oleh kekuasaan
kehakiman, sntuk melaksanakan Hedwm Pldona" Dengan demikian, hukum
acara pidana memuar ketentuanketentuan tentang cira-cara  bagaimana
negara melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penjaruhan hukuman
rerthadap pelanggaran hukum pidana yang rerjadi. Menurut Wirjono
Prodjodikoro: Perkataan “acora” kini hars dioreikan swehagai acara di muka
pengadilan dan vang bethubungan dengan badanbadan pengadilan, maka Hukum
Acara Pidana berhubungan erat dengan badanbadan pengadilan vyang ada.”
Selanjutnya dinyvarakan cleh Winono bahwa ada dua macam kepentingan
dalam hukum acara pidana. Pertama, kepentingan masyarakat, bahwa
seorang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman
vang setimpal dengan kesalahaonya guna keamanan masyarakar, Kedua,
kepentingan orang vang dituntur, bahwa seorang yang dituntur harus
diperlakukan secara adil sedemikian rupa, agar seorang yang tidak berdosa
tidak mendapar hukuman arau jika ia memang beesalah, jangan sampai

* Cieorpe Whisecrnss Pawom, A Toxt-Beoll of Jurispriderce | London: Oxford University Press, 1951,
hal. 474,

T Rk,

" &, Tambunan, Kikalr Do Gimokene Heduee oo Pladone (KUNAP) (Bandung: Penerbif Binacapia,
1582, hal, ix

* wWigano Prodpodikons, ki deanr Pldams df Sahescka [Hanifung: Peperbit Sumss Bandung, 1960,
hal. 9.

140 Mengenal Tata Hukum Indonesin




mendapat  hukuman yang wedalu berar atau tidak seimlung  dengan

kesalahanmya,"" Dalam perkembangan, hukum acars pidana juga disebur

dengan sistem peradilan pidana (criminal justice sarem),"!

Dasar peraturan hukum acara pidana adalah UndsngUndang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN BRI Tahun 1981 No, 76,
TLN Rl No. 3209} Kerepmuan dalam KUHAP mengzantikan peraturan
hukum acara pidana warisan Hindia Belanda, yang pads saat itu ada dua
macam hukum acara pidana, Pertama, Reglement op de Strafvordeving berlaku di
Retied van Justitie, yaitu pengadilan bagi orang-orang polongan Eropa dan vang
disamakan, Kedwa, Het Hevziene Inlunds Reglement berlaku di Landraad, vaiou
pengadilan bagi orangorang golongan Bumi Purera dan yang disamakan.
Kemudian diperbaiki dan diubab menjadi Het Herziene Indonesisch Reglement.
serelah kemerdekaan  dinkah menjadi Reglemen  [ndonesia  yang
Diperbaharui. Pada masa penjajahan lepang, Raad van Justine dibubarkan
dan hanya ada Landraad yang dinbah namanya menjadi Pengadilan Neperi
dengan memberlakukan HIR. Setelsh Indonesia merdeka, berdasarkan
Undang-Undang Darurar Mo, | Tahun 1951 tentane Tindakan-Tindakan
Sementara untuk Menvelengrarabkan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan,
dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Sckarang, KUHAP diundangkan
unruk mengrantikan atan mencabur TR,

KUHAP merupakan karya bangsa Indonesia berbeda dengan HIR
vang dibuat oleh pemerinmah kolomal Hindia Belanda, KUHATD berusaha
urtuk  menegakkan  prinsipprinsip atas asasasas hukem vang  lebil
manusiawi, Adapun asasasas hukum rersebur, antara lain yain;

L. Perlakuan vang sama aras diri setiap orang di muka hukum Jengan ridak

mengadakan pembedaan perlakuan.

Penangkapan, penabanan, pengeeledaban dan penyitsan  hanya
dilakukan  berdasarkan  perintah rerrulis oleh  pejabat vang  diberi
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara

-yang diatur dengan undangundang.

Y. Semiap orang vang disangka, ditangkap, ditahan, dicune dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajh diangeap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan yang menvarakan kesalahannya dan
memperoleh kekuaran hukum retap.

[ =
'

i hal 13

" Lihal, Bards Mawiwi Arief, Kapit Sefekia Hokn Pt (Findumge Fenessil PT Ciirs Addieva Baki,
2L, bl 5Y pr T

2 Lihat, Penjelasan Ulimum KLTLAP,
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4. Kepada seorang vang ditangkap, ditahan, dirunmor acaupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undangundane dan atau karena kekeliruan
mengenal orangnya atau hukum yang dicerapkan wajib dibert ganri
kerugian dan rehabilitasi sejak ringkar penvidikan dan para pejabar
pencgak  hukum yang dengan  sengaja amu karena  kelalaiannya
menyebabkan asas hukum remsebur dilanggar, dituntut, dipidana dan
arau dikenakan hukuman sdministrasi.

Peradilan harus dilakukan dengan cepar, sederhana Jdan biaya ringan
serta bebas, jujur dan rdak memihak harus diterapkan secara konsekuen
dalam selurish ringkar peradilan.”

i

Asasasas di atas, merupakan keburuhan dan mintutan bagi Indonesia
sebagat negara  hukum  berdasarkan Pancasida Jdan LUD 1945 vang
menjunjung finggi nilai kemanusiaan.' Hal ini ampak pada hak-hak
rersangka, yang mengakomodasi hak asasi manesia dalam hukum scara
pidina yang berlaku universal.

Proses  pemeriksaan perkara pidana werdini dari empar ahapan
Pertarme, tahap pemeriksaan pendahuluan Goomomderzock). Tahap ini dimulai
dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian uneuk pengusutan as
pemeriksaan  perkara yang  hasiloya dimoangkan dalam  Berita  Acara
Pemeriksaan (BAP). Dalam rahap ini; tesangka dapae didampingi aleh
advokat sebagai penasehar hukum,

Kedua, tahap penunruran (visen). Tahap ini dilakukan oleh jaksa selaku
penuntut umum. Tahap ind dimulai setelah polisi menyerahkan BAP dan
segenap alar buke beserta dengan rersangka kepada jaksa selaku penuncue
umum untuk  mempersiapkan  dakwaan  dan muntuan, Apabila hasil
penyidikan oleh polisi dianggap belum lengkap, jaksa penuntur umum (JPL)
dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi
chserman dengan perunjuk. Serelah hasil penvidikan dilengkapi dan menurut
IPU, sudah sesuai antara alar bukei dan pasalpasal KUHP, maka jaksa dapar
melakukan pennntutan dengan membuoar surar dakowaan.

Ketiga, mhap pemerksaan  di persidangan oleh hakim
Uperechzelipkonderrock), Tahap ind dimulai dari penyerahan berkas perkaras
beserts dengan tersangka ke pengadilan. Dalam whap pemeriksaan di
persidangan terdini dari beberapa rahapan. Pembacaan surar dakwaan oleh

" Thiel,
MO Difisman marnsir, Fivk Acore Mideea dafesr Peebandagan | Handusg: Penerbn Binscipia,
%5, hal. f
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IPL! merupakan tmhap permulaan. Dalam surar dakwasn divraikan tentang
perbuatan  tersangka  dikaitkan dengan pasalpasal hukum pidana vang
dilangear, Setelah pembacaan dakwaan, sebutan tersangka diubah menjadi
terdakwis.

Pemceriksnan  alacalar bukri sehagai mhap  lanjuran. JPLL diber
kesemparan membukrikan dakwaannya dengan alacalae buke, Sewelab o,
terdabkwa berhak mengajukan alavalae bukt yang meringankan. Menurur
Pusal 184 KUHAD, ada lima alar bukri vang sah, vain: (a) kererangan saks;
{b) keterangan ahli; (0} sura {d) perunjuk; dan (e keterangan terdakwa,
Penunturan (reguisicoir) merupakan tahapan Ianjuran. Setelah peneajuan ala
bukti masing-masing pihak dalam pesidangan, [PU mengajukan tuneucan
hukuman, yaitu menguraikan unsurunsur dan pasal-pasal hukum pidana
yang ditudubkan yang berhasil dibuktikan di persidangan dan dikemukakan
ienis dan besarnva hukuman yang  ditunoue sesun dengan ancaman
hukuman pada pasal yang didakwskan, Tahap penpajuan pembelaan oleh
terdakwa dengan mengajukan nota pembelaan atau pleidon {pleidooi).
Terdakwa mengajukan afar bukd yang ridak dapar dibuktikan olch JPU
dalam persidangan, rermasuk mengmukan sakst yang meringankan (saksi o
decharge). Dilanjutkan dengan pengajuan replik replick) oleh 1PU), yait
jwaban aras pembelaan rerdakwa. Kemudian, terdakwa mengajuban duplik
(daeplick), yaine jawaban aras replik dan [, Akhirnya, penjatuhan punesan
{worimisy, Dalam konreks invd, hakim haros membacakan putisan berdasarkan
termuan fakta dan bukni di persdangan, Ada tigs macam purusan hakim
{vommis), yaite:

1. Pumsan yang membebaskan terdakwa dari segala dabwaan atau fazim
disebur dengan bebas murnd (vipspraak) karena dakwaan tidak rerbukei
secara sah dan menyakinkan.

I, Purusan yang membebaskan rerdakws dad sepsla tuntutan  hukum
tomtslag van rechovervedpng). Meski perbuaran rerdakwa terbukn, namun
ita tidak merupakan tndak pudana

L. Purusan yang menghukum werdabwa (veroordeling) koarena  perbuatan
rerdakwa terbukn sesuai densan dakwaan,

Keempat, tahap pelaksanaan putusan hakim (secude). Tahap ini
dilakukan serelah purssan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap
bm kracht van gewijsdel, yairm apabila terdakwa ridak melakukan upaya hukum
atau fterdakwa relah menempuh seluruh upava hukum hingza kasasi, JPU
melaksanakan isi atau dikoum (dicoum) purusan hakim yang pada hakikatnya
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merupakan  perintah  hakim. JPU membuat berita acara  pelaksanaan
putuzan, kemudian dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan.

125 Hukum Acara Perdara

Hukum Acara Perdata atau hukum perdata formil memuar ketentoan-
ketentuan unmuk melaksanakan hukum perdata mareriel yang berisikan hak
dan kewajiban. Menurut Sudikno Merrokusumo: Hubum acara perdaza hansa
diperunnekkan menjamin ditaatingg hakum mateniel perdota, Ketentan hakum
acares peveiate pada wmumnya tidek membeban) hak dan kewagiban seperti yang kita
fumpai dedom hubum materiel perdata, tetapt melaksanakan dan mempertahankan
atasx menegkkon keidah hkem mareriel perdata vang ada, atare melindsngl hak
perseerangan.' Denzgan demikian, hukum acara perdata mengarur rentang
hagaimana caranya mengajuksh dan memproses anmean hak ke pengadilan
lungea melaksanakan pumsan pengadilan.

Berbeda dengan hukum acara pidana yang sudab memiliki peraturan
hukum vang dibuoar oleh bangsa  Indonesia dengan mengakomodasi
keburuhan dan  tuntutan  nasional,  Hukum  acara  perdata masib
mengeunakan peraruran hukum peninggalan Hindia Belanda. Hukum acara
perdats bagi golongan Eropa dan vang disamakan adalah Reglement of de
Burgerlijk Rechrsvordering (S, 1847 N, 52), sekarang sudah ridak berlaku lagi.
Hukum acara perdata bag polongan B dan yang disamakan berlaku Hel
Herziene Infands Reglemene {5, 1848 No. 16) HIR dirancang dan disusun oleh
HL Wichers, Ketua Hugerechtsho! atau Mahkamah Agung Jdi Baravia pada
masa ' HIR berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Madura, Sedangkan,
lwskum acara perdara bag BI* di luar Pulau Jawa dan Pulou Madura berlaku
Rechisreplement Buitengesesten (3. 1927 No. 2271

Pacla tahun 1941, dilakukan perbaikan dan perubahan pada beberapa
pasal dalam HIR sehingea diubah mengadi Het Herpene Indomesisch Reglement
(5. 1941 Mo, 4407 Serelah Indonesia merdeks dilakukan peneremahan
sehingaa  disebur  Reglemen  Indonesin Diperbaharoi atau Reglemen
Indonesia Baru, Hingga saat ind, HIR awu Bbg. belum diganti dengan
peraturan hukum acara perdata nasional yang dibuat oleh Tangsa Indonesia.

* gadikne Mertokusame, Hutum deare Perdiaie fedonesia [Yogyakastas Penerbir Liberty, 14975,
hal 2.

R Spepoma, Hukum dearg Peedany Pemgadilaen Negery (fakaris: FT Probeya Peramiia, 20025, hal. 7

" Remowalan Sutantio dan bkandar Oerphaftawmata, Hekum doaee Peradita dalass Teors gaw Prasick
{landung: Penerbit Aduemi, 1900, hal, 1T

144 Mengenal T Hukum Indenesia



Hukum acara perdara memiliki asas-asas hukum yang bersitar khusus
vang menjadi cin atau karakteristik yang khas. Petama, tugas hakim dalam
perkara perdata untuk mencari kebenaran formil. Berbeda dengan hukum
acara pidana yang mencari kebenaran materiel, Demikian menurut Star
Busman, sehagaimana dikemukakan oleh Soepomo.” Selan i, hakim
bersifat pasif atau bersikap menunggu karena  menurue Sudikno  yang
berinisiatif dan menentukan pokok sengketa untuk menggugat diserabkan
pada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara, bukan hakim
vang memeriksa.'” Namun, Soepomo berpendapar sebalikoya, yain hakim
hersifat akeif sejak permulaan hingga akhir proses. Bahkan, schelum proses
persidangan, hakim berhak memberi pertolongan. Kemudian, setelah
persidangan  berakhir, hakim memimpin ekaekusi.”” Dengan demikian,
perbedaan pendapat dalam penentuan tugas hakim dalam perkara perdata
bersifat pasif atan aktif sangar bergantung pada perspeknf masing-masing.

Keduo, Persidangan  bersifat  terbuka.  Selama  pemeriksaan i
pengadilan atau persidangan perdata bersitat rerbuka {openbaar) unruk
umum.”  Seriap awal persidangan, senantiasa dibuka oleh hakim dengan
menyatakan bahwa persidangan rerbuka dan dibuka untuk umum. Asas ini
bermjuan untuk menjamin bahwa  persidangan  diselenggarakan  secara
obyekeif. Kecuali, ada alasan-alasan lain, yang menuru hakim dan sesuai
dengan ketenmean ULL persidangan dilakukan secara tertutup.

Ketiga, para pihak yang hersengketa diperlakukan sama, Hakim harus
mengusahakan agar persidangan tidak memihak yang diwujudkan dalam
petlakuan yang sama terhadap para pihak yang bersengkera, sepertl memberi
hak yang sama dalam menyampaikan pendapar dan mendengar argumentasi
dari pihak pengeugar dan rergugat secara adil.”

Keempat, tidak ada keharusan untuk mewakilkan, Dalam persidangan
perkara perdara tidak ada kewapban atau keharusan hagi para pihak yang
hersengketa unmuk mewakilkan kepada pihak lain, seperti advokat. Dengan
demikian, pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung, yaitu huakimm
langsung berhadapan  dengan  pihakepihak  yang berperkara.” Namun,
dibelehkan oleh UL apabila para pibak menghendaki unruk dibantu olch

" Snepomn, Fuwkew Aeara, hal, 13

" Coalikio, Hukum Ao, kal B4,

1 repmu, Flaukvem docd, hal 18

U rhid . hsl. 20 Swdikno, Fiekess Aoeea, hal. 560

< Sudiknn Mutum deare, bal |

1A kil kndir Muhommad, Hubsis Acara Peroala Frwlvvaesria | Bambamp: T Citrn Additys Bakis, 14452,
fsaall, 25,
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orang lain dalam persidangan.”

Proses  pemeriksaan perkara perdata rerdini dari enam tahapan.
ertama, tahap pengajuan gugatan, Tahap ini dimulai dengan pembuatan
pugatan dan pengajuan atau pendatraran pugatan di kantor kepaniteraan
pengadilan negeri vang wilayah hukumnya mencakup tempar tinggal atau
Jdomisili dari tergugat, tentunya dikuti dengan pembayaran biaya perkara.
Serelah gugatan dimasukkan dalam dafear {register) dan diberikan nomor
perkara, kerua pengadilan negeri menentukan majelis hakim dan hari
persidangan.

Keduwa, rahap perdamatan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan
sihang cleh hakim dan kemudian hakim menetapkan agar para pihak
melakukan perdamaian melalui mhap mediasi dipimpin oleh mediator.
Keharusan perdamaian melalui mediasi merupakan  mmplementasi dari
ketentuan Pasal 3 Peraturan Mabkamah Agung Nomar 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa pada han
sidang pertsma yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewaibkan para
pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi dan untuk i
hakim wajib menunda persidangan agar para pihak diberi kesempatan
menemputh mediasi paling lama 30 hari, Apabila tercapai perdamaian, maka
Jdibuar pemanjian  pecdamaion vang  dikuluhkan aleh hakim, sehingga
petjanjian perdamaian ity memiliki kekoatan hukum yang sama dengan
putusan hakim. Namun, apabila fdak tercapai perdamasan hakim dapat
melanjutkan pemeriksaan perkara menurur hukum acara perdata,

Ketiga, tahap jawab-menjawab. Hakim mengawali acars pemeriksaan di
persidangan dengan meminta kepada pengeugar menyerahkan pugatan dan
kemudian memberikan kesemparan kepada tergugar unmk mengajukan
sawaban (anmeoond) aras pugatan, Pengajuan jawaban aras gugaran diserahkan
pada  sidang  berkutnya, Pada  persidangan  berikutnya,  penggugat
mengajukan replik (repliek), yairu jrwaban penggugar atas awaban rergugac.
Kemudian, rersugar diberi kesemparan mengajukan duplik (dupliek) ialab
jawahan kedua atas replik.

Keempat, tahap pembuktian. Serelah masingmasing pihak mengajukan
argumentasi hukum atau pernyataan yang memuat alasan-alasan unok
mendukung  dalil yang  diajukan.  Kemudian, hakim  mempersilakan
penpgugat  untuk  mengajukan  alacalae bukt yang  dimiliki ook
mendukung dalildalilnya. Adapun alatalar bukti dalam perkara perdara

Hogihknn Mukum deaeg, Bal 14,
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menurut Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 Bobe. jo. Pazal 1866 KLUH Perdaga: {a)
bukri dengan surar atau rulisan; (b) bukd dengan saksi; (c) persangkaan-
persanghkaan; () pengakoan: (e} sumpah. Setelab penpeugar mengajukan
alacalar bukei, sclanjumya piliran  terpugar mengajukan  alatalat bukt.
Keabsahan dan kekuatan pembukrian dari masing-masing alar bukn di atas,
sangat direnrukan oleh hakim di pengadilan.

Sistemn pembuktian dalam hukum acare perdats menganur prinsip
atau asas beban balik pembuksian, sebagrimana diatur dalam Pasal 1865
KLUH Perdara, yaseu: Setiap orang yang mendalilkan bahwa 1o mempunyor sesuatu
hok otaw gund menepuhkan kakma sendivl magpun membaniah seaiu hak orang
lwin, menunjuk pado sieatu perisoiua, divajibkan membubiikan adansa hok grau
peristivea rersebur,

Kelima, tahap kesimpulan. Persidanpan selanjutnya, masingmasing
pihak mengajukan kesimpulan yang memuar rangkuman seluruh mareri
vang relah dikemukakan, vaitu dengan mengaitkan antara dalil-dalil dengan
alat bukti yvang berhasil dibuktikan di pengadiian.

Keenam, whap keputusan, Pada  persidangan  selanjutinva, hakim
menjarubkan putusan (vimnis). Seridaknva, ada riga macam putesan hakim,
yaitu: (1} purusan yang menghukum {eondemnaroir vonnis); (2) pumsan yang
menetapkan aran membenruk hukum hary {eonsdmmef vonmis); (1) purssan
vang menyatakan [declaratoir vonnis), Seriap purusan hakim harus arau wajib
disermai dengan alasancalasan yang dijadikan perrimbangan hukem unwk
menjaruhkan arau memberikan purtusan tertentu

Model pemeriksaan hubkum acara perdara jugn digunakan dalam
hukum acara pada pengadilan lain. Hukum acara pada peradilan rata usaha
pegargs mirp dengan hukum acara perdata, setidakova pada proses atau
tahapan pemeriksaannya. Hukum  acara peradilan rara usaha  negara
digunakan untuk memeriksa keputusan mm wsaha negara. Pemeriksaan
perkara didasarkan pada permohonan dar pihak yang dicogkan sebagai
akibar  diterhitkan  surar keputusan . Dengan demikian,  proses
pemeriksaan pada peradilan rara usaha negara mengarah pada pembatalan
suratl keputusan

Pemceriksaan perkara di pengadilan agama menggunakan hukom acara
perdara, Menurar kerenmuan Pasal 54 UndangUndang Mo, 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (LN BRI Tahun 1989 Mo, 49 ditegaskan babwa
hukum acara yang berlalu pada pengadilan dalam linpkungan peradilan
agama adalah hukum acara perdaca yang berlakn pada pengadilan dalam
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lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam

LI Peradilan Agama. Berarti, secara umum hukum acara perdara berlaku

untuk pemeriksaan perkara di pengadilan spama, Dalam hal pembukean,

hukum 1slam mendasarkan pada kevakinan hakim vang bertingkar, yain:

1. Yagin: meyvakinkan, vaim hakim benar-benar vakin:

2. Zhaan: sangkaan yang kuar, yairu lebih condong unruk membenarkan
adanya pembuktian;

1. Syubhose: ragu-ragu;

4. Waham: sangsi, yaitu pembukrian lemah karena lebih banyak vang ridak
dapat dibuktikan danipada yang dapar dibukrikan.”

Idealnya, hakim dalam mengambil kepurusan yang meyakinkan
karena hakim benarbenar yakin (100%) dan bukan pada kesangsian
{ Waham). i
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LEMBAGA PERADILAN

13.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman
! linea 1l Pembukaan UTUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa

kemerdekaan Indonesia vane merdeka, bersanu, berdaudar, adil, dan

makmur., Berarti, Indonesm sebaga suamn negara harus adil bags
rakyarnya. Berkenaan dengan hal ini, dalam Batang Tububh LILIDY 1945,
yaite Pasal | Awar (3) UUD 1945 Perubahan Keriga dinyarakan bahwa
negars Indonesia adalab regara hukum. Ketentuan ini menjamin bahwa
negara sehagal suate onganisas didirikan dan runduk pada peraturan hukum
dan menjamin unmak membentuk masyarakar yang adil.

Megara hukum {rechesstaat) secara konseprual sudah muncul pada masa
Yunani kuno dan berkembang pada negara moderen Jdi Eropa Barar sekirvar
abad ke-18 dan 19, Salah satu cr atau syarar negara hukum adalab adanya
pemisahan kekuasaan {sepavation of fwaees) atau pembagian kekuasaan
(distribution of power) negara. Hal ini merupakan ajaran atau dokenin Trias
Polinka vang memisahkan kekuasaan negars menjadi riga bagian, yau
kekuasaan-kekuasaan  eksekutif, lemislatit, dan wvodikatit, Di Amerika,
digunakan istlah mle of low yang salah saru syaratnyas adalah supremasi
hukum  (supremacy of L), yan hukum sebagai pemegang  kekuasaan
tertingzi dalam negara, sehingea dikenal slogan yang herbunyi: Pemerintah
berdasar hukum, bukan oleh manusin  (Geverment of law, but not of man).'

| Mfoh, Eusmsind dap Haseaely Thrahin Peaganier Hakam Tane Separd fedoiesi (Jakario: Pusal Shedi
Hekume Taw Wegars Fakubias Bukam Universstas Indonesae, 19701, hal 7678,

15“ Mengenal Tura Hukum Indiomesia



Konsep rule of liw vang lebih moderen pada abad ke-20 menghendaki agar
badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (mdependent and impartial
tribamals).!

Kekuazaan yudikadl dalam UUD 1945 disebut dengan kekuasaan
kehakiman yang diarur dalam pasal 24 dan pasal 25. Menurue Pasal 24 Ayar
(1 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah
agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangeundang. Kemudian,
dalam ayar (2) dinyarakan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan
kehakiman i diarur  dengan  undangundang.  Penjelasan  pasal  itu
menyatakan: Keksasaan kehakiman dalah  kekuasaan vang merdeka, artinya
tevlepas dari pengaruh keksasaan pemeriniah. Berhubungon dengan its,  hanes
diadakan jaminan dalam  wndengundang  tentong  kedudukan  para hakim.
Rumusan ini menunjukkan bahwa Konstitusi UUD 1945 menganur ajaran
atau doktrin Trias Politika yang memisahkan kekuasaan kehakiman dengan
kekuasaan eksekurif dan kekussaan legislatid,

Pada era reformasi, telah dilakukan perubahan ULIDY 1945 sebanyak
empat  kali. Pengamuran  tentang  kekuasaan  kehakiman  mengalami
perubahan dan penambahan, yairu kekuasaan kehakiman ridak hanya
dilakukan oleh Mahkamah Agung terapi juga oleh Mahkamah Konseitusi
dan Komisi Yudisial, sebagaimana diarr dalam pasal-pasal 24, 24A, 248,
240, 25, Meski demikian, pengertian tentang kekuasaan kehakiman secara
konseptual tidak berubah, vang berubah hanys dalam  rumusannys
sehagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayae (1) UUD 1945 Perubahan Keriga,
yaitu:  Kekuasaan  kehakimen  merupokon  kebuasaan  vang merdeka  untuk
menselenggarakan  peradilen gunag menegakkan  habkum  dan keadilan, Dulu
rumusan semacam ini dicantumkan dalam penjelasin pasal. Sekarang, ULD
1945 ridak lagi memuar penjelasan, karena dimasukkan ke dalam batang
tubiuh,

Kekuasaan kehakiman dalam implementasinga dilaksanakan oleh
suaty lembaga atau badan vang diatur dalam UU sebagai persturan
pelaksana. Berkenaan dengan hal ini telah diondangkan peraturan yang
mengatur kelembagaan tersebur, yaiou:

I, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
(LM RI Tahun 2009 Mo, 157).

* wfiriam Budmedpo, Dusge-Exasr B Polid, Bl Revesl (Jakara: PT Gramedia Pastaka Utama,
ZIHREE, Bal 116,
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UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(LN RI Tahun 1985 No. 73) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-

Undang Nemor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UL No, 14

Tahun 1985 tentang MA (LN RI Tahun 2004 No. %) dan Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua aras UL No.

14 Tahun 1985 rentang MA (LN BRI Tahun 2009 No, 3,

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 rentang Mahkamah Konstitusi
(LN RI Tahun 2003 No. 98} jo, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan aras UL No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (LW Bl Tahun 20011 Ne, 700

4. Undapg-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisal (LN

BRI Tahun 2004 No. 83 jo. UndaneUndang Momor 18 Tahun 2011

tentang  Perubahan aras ULF Moo 212 Tahun 2004 renmng Komisi

Yudisial (LM RI Tahun 2011 Mo, [06),

Menurur Pasal 1 Apgka | ULY Kekupsaan Kehakiman 4872009,
kekuasann  kehakiman adalab  kekuvaspan nepars vang mendeka  uneok
menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan keadilan
berdasarkan  Pancasila  dan  UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselengparanya negara hukum Bepublbik
Indonesia, Meski rumusan ini berbeda dengan rumusan dalam Pasal 24
LU 1945 Perubaban Ketips, namun hal o ddak meopubab makna
meclainkan memperregas dan memperjelas arti atao makna kekussaan
kehakiman.

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU MA 572004 dinvarakan bahwa MA
adalah salah sam pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Lindang Dasar Memara Bepublik Indonesia Tahun 1945,
Menurur Pasal 2 UL MA 1471985 kedudukan MA adalah pengadilan
negara tertingeet dan semuoa lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan
mugasnya terlepas dari pengaruh pemerintsh dan penparuhepenegarub lain,
MA dalam kedudukan imi memiliki wewenang dalam tingkar kasasi untuk
membatalknn putusan aeaun penetapan pengadilan-pengadilan dari semua
lingkungan peradilan dan berwenang menguji  peraturan perundang
undangan di bawah undangundang erhadap undangundang. Ada riga UL
vang mengarur MA. Keriganya masih berlaku, karena hanya pasal-pasal
tertentu dalam UL MA 1471985 yang diubah oleh UL MA 5/2004 dan
LU MA 372009, Dengan Jdenukian, perubahan im tidak menyeluroh retapi
hanya bersifar parsial.
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Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 Anghka 1 UL ME 242003,
adalah salah sam pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam UndangUndang Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun 1945,
Ketenmuan ini menunjuk pada UUID 1949, yaita Pasal 240 Ayar (1) UUID
1945 Perubahan Ketiga, vang menvatnkan: Mahkamah Konstinus berwenang
mengadili pada ringkar pertama dan cerakhir vang putusannya bersifat final wntuk
el wndangundong  prhadap UndongeUindang Dasas,  memune senghera
kewengnmrn dembage negora wang kewenangannva diberikan elch UndingUneieng
Dasar, memutus pembubaran partai poditik, dan memutis perselisihon tentang hosil
pemilihan s,

Lembaga ME merupakan lembaga baru dalam hukum ketataneparan
Indonesia,  Lalurnya ME untuk  merespon keluhsn  babwa  selama
kepemimpinan Presiden Subarto pada masza Ovde Baru, banyak UL dan
peraturan perundangundangan vang melangear konstitusi. Keberadaan ME
ternyata mampu membuktikan adanvn UL7 vang melanpgar Konsitasi LIUD
1945." Selama ini, pengupan UL {udical review) dilakukan oleh MA, itu
pun hanya menguji peraturan di bawah UL yang diuji rerhadap UL Bukan
pengujian. VLD rerhadap UUIDY 1945, Demikian puls dengan wewenang
unruk memutus perselisihan tentang hasil pemiliban umum, merupakan hal
vang bara karena selama Orde Baru ridak ada pemilihan secara langsung,
Drengan demikosan, keberadann ME merupakan buah hasil retormasi hukoam
Eatia NegieL

Ada pula lembaga baru yvang muncul pada ers reformasi, ulah Komisi
Yudisial. Menurut Pasal 1 Angka 1 UL EKY 2272004, Komisi Yudisial adalah
lemmbaga  negara sebagaimana  dimaksud  dalam Undanglndang  Dasar
Mewmara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam Pasal 248 UILID 1945
Perubahan Ketiga dinyvatakan: Komisi Yudisial fevsifar mandin vang bemeenang
mengusulkan penganghatan hakim ggung dan messgrensal wewenang Loim dalam
rongha wenjoge dan menepakkan kelurmaran, kelehiren mareabar, sema perilakn
hakit. Sehelum adanva KY, perekruran hakim  dilakukan oleh MA.
Sekarang, keberadaan KY semakin penting, hal i dapar diketahui darni
ketenmuan Pasal 13 UL KY 1872011 yang menyarakan bahwa KY memiliki
wewerang otk
p.  menzusulkan pengangkatan hakim agune dan hakim oad hoc di MA

kepada DR untuk mendapatkan persetajuan;

DML Mahdid MR Peadehaton Hkiow ol Neprd Poscrinuimdemed et {lakasm ]
Rajatiralind Persuba, 200407, hal. 10,
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b. menjaga dan menegakkan kehormaman, keluhuran  maeabar, serta
perilaku hakim; menetapkan Kode Erik dan/amu Pedoman Perilakou
Hakim bersamasama dengan MA;

c. menjags dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/aran Pedoman
Perilaku Haksm.,

Munculnya lembagatembaga baru dalam penyelenggaman kekuasaan
kehakiman merupakan reformasi hukum schinges  dibarapkan keadilan
dapar reraujud dalam masyarakar,

13.2 Lingkungan Peradilan

Penyelengrarman dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurue
Pasal 24 Avar (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga dilakukan oleh MA dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan  peradilan agama, lingkungan  peradilan milieer,
lingkungan peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini diacur kembali dalam
Pasal 18 UL Kekuassan Kehakiman 48720090 Dengan  demikian,
keberadaan badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang duer dalam
Konstirus: LT 1945 dan UL Kekuasaan Kehakiman 4872009 sebagu
peramuran pelaksana ada eémpar lingkungan peradilan. Meski Jdemikian,
secars konseprual lingkungan peradilan dibedakan menjads dus macam,
V-

. lingkungan peradilan umum: peradilan bage rakyvar pada vmumnya, haik
berkenaan dengan perkara perdara maupun perkara pidana,

2, lingkungan peradilan khusus: peradilan bagi perkara 2o golongan
rakyar rerrenm.”

Lingkungan peradilan  pada  hakikarnya  merupakan  lingkungan
wewenang mengadili arau komperensi mengadili yang dilakukan oleh badan-
badan peradilan, Berdasarkan pembagian lingkungan peradilan wu, maka
dibedakan antara  komperensi shsolut  {aksolete comperentie)  unrek
menentukan Badan pengadilan vang berwenang mengadils dalam hal rerjadi
perbedaan lingkungan peradilan; dan komperensi relanf (rlateve cnnpetentie)
yang menentukan badan pengadilan yang herwenang mengadili dalam
lingkungan peradilan vang sama.

Lingkungan peradifan umum terdiri dari badan-badan peradilan vang

* siubkan Memakusamn, Hudum doera Perdeg fedonesie {Yopyahara Pooserlst Labemy, 1974,
hal 17

154 Merperal Tana Hubkum Indoresa




merupakan tingkatan arau susunan. Menurue Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN BRI Tahun
P986 No. 200 jo. Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 renrang
Perubahan atas ULT Mo, 2 rahun 1986 tentang Peradilan Umum LM ORI
Tahun 1004 No. 34) diawr tentang susunan dan kedudukan pengadilan
uimum yaite:
l. Pergadilan  Negeri,  merupakan  Pengadilan  Tingkar  Perrama
berkedudukan di ibukora Kabupaten/Kota, dan dacrah hiukumnya
melipusi wilayal Kabupaten/Kora.
Pengadilan ~ Tinggi,  merupakan  Pengadilan Tingkae  Banding
berkedudubkan di ibukora Provinsi, dan daerah hukumnya melipun
wilavah Provinsi.
3. Mahkamah-Agung sebagai Pengadilan Negara Tertingg berkedudukan
di ihukora fregara Republik Indonesia.

L

Badan  peradilan  pada  lingkungan  peradilan wmum  memiliki
wewenang tertenty menurut fingkatinnya, Adapun wewenang mengadily
pada lingkungan peradilan umum, yaitu:

L Pengadilan Negeri: memeriksa, mengadili, dan memurus perkara perdar
atau perkara pidana pada tingkar pertama.

4. Pengadilan Tingg:: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata
arau perkara pidana pada tmgkar kedua atau dngkar banding,

L Mahkamah Awung: memeriksa dan memunis perkara pada tingkar
terakhir atau tngkar kasasi®

Pemeriksaan pada vingkat pertama dan tingkar kedua, lazim disebur
fuddex fucn yaitu hakim memeriksa fakea-fakea vane menjadi duduk perkara.
Sedangkan, pada ringkar kasasi disebur  judes furis wairte hakim  hanya
memeriksa tepar atay tdak penerapan hukumnya, Dalam lingkungan
peradilan umum dimungkinkan adanyas pengkhususan atau spesialisasi,
seperti pengadilan niaga arap pengadilan indak pidane korupsi vang berada
pada pengadilan negeri. Dengan demikian pengadilan niaga bukanlah
pengadilan khusus, melainkan spesialisasi saja.”

Lingkungan peradilan khusus terdin dari badandadan peradilan
khusus yang memiliki wewenang untuk memeriksa perkara khusus, yain:

" Abihalkadic Mutammad, firker Ao Peedan S (Bandung: PT Citm Ay Bakt, 19921
had. 2%
* Saadikno, Mukum fear, hal 17
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lingkungan peradilan agama:
lingkungan peradilan milirer;
lingkungan peradilan tata usaha negara,

i Ped =

Lingkungan peradilan agama terdiri dan badandadan  peradilan
apama. Dalam hal ini peradilan agama adalah peradilan bagl orangomng
yang heragama lslam. Menurut Pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang NMomor
7 Tahun 1989 rencang Peradilan Apsma jo. Pasal 4 UndangUndang
UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UL No. 7
Tahun 1989 tentane Peradilan Agama (LN R Tahun 2006 Mo, 22}, susunan
dan kedudukan pengadilan agama, vaitu:

. Penmadilan  Agama, merupakan  Pengadilan Tingkar  Pertama
betkedudukan di by kota Kabuparen/Kora dan daerah hokumnga
meliputi wilayah Kabupaten/Kous:

2. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tmekar Banding
berkedudukan di ibu kora Provinsi dan daerah hukumnya meliput
wilayah Provins.

1. Mahkamah Agung sebagal Pengadilan Negara Tertingai berkedudukan
di ihukota negara Republik [ndonesia.

Wewenang mengadili Pengadilan Agama menuror Pasal 49 Undang
Undang No. 3 Tahun 2006 teneang Perubahan ams Undang Undang Mo, 7
Tahun 1989 rentang Peradilan Agama (IN Rl Tahun 2006 Mo, 22), vaitu
berwenang  memeriksa,  memurus,  dan menyelesaikan  perkara:  {a)
perkawinan; (b) waris; (c} wasiat; {d} hibah; (e) wakaf; () zakar; () infag; (h)
shadagah; (i) ekonemi syariah. Dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa
penvelesaian sengkets di Pengadilan Agama mencakup sengketa Ekonomi
Syariah  dan  termasuk bidang Perbankan Syan'ah. Pihak-pihak  yang
bersengketa di Penpadilan Agama ridak hanya rerbaras pada orangorang
vang beragama [slam, namun juga termasok orang ataw badan hukum vang
dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam
mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama,

Lingkungan peradilan  ouliver teediti dari badanbadan  peradilan
militer, Dalam hal ini, peradilan milirer merepakan pelaksana kebuasaan
kehakiman di hngkungan ouliter unmik menegakkan bukum dan keadilan
dengan  memperhatikan kepentingan peoyelenggaraan perrahanan
kearnanan negara, demikian ketentuan Masal 5 UndangUndang Noemor 31
Tahun 1997 renmang Peradilan Militer (LN RI Tahun 1997 Mo, 8540,
Susunan pengadilan militer menurur Pasal 12 jo. Pasal 153 UL Peradilan
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Miliver 31/1997, verdinl dari:

I, Pengadilan Militer memeriksa dan memus perkara pidana  pada
tingkat pertamas;

2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara tinghat
banding dan senpkera Tama Usaha Angkaran Bersenjara pada ringkac
pertama;

1. Pengadilan Militer Utama memenksa dan memutus perkara senpher
Tata Usaha Angkatan Bersenjara pada ringlear handing;

4. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memums suam perkara
pidana pada tingkar pertama dan rerakhar yang dilskukan di daerah
pertempuran;

5. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi berkedudukan
di ibukota negara Republik Indonesia,

Badan peradilan militer memiliki sifar atan karakrerisitik khusus
karena diberlakukan rerhadap para angegora milieer, bak dalam  keadaan
aman maupun dalam pertempuran. Para angpota militer vang diperiksa
memiliki status dan pangkat vang berjenjang atau bertingkar, maka susunan
persidangannya pun hams khosus atan dibedakan. Kepolisian sebelum era
reformasi diperlakukan khosos, vaitu diberlakukan UL Peradilan Militer.
Mamun sckarang, setiap anggota Kepolisian Negars Republik Indonesia
herlaku ketenmuan peramuean perundangundangan di lingkungan peradilan
umum, demikian ketentuan Pasal 43 UndanegUndang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Megara Republik Indonesia (LN R1 Tahun 2002
M. 20,

Lingkungan peradilan wra usaha negara teedivi dan badanbadan
peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini PTUN adalah salah saru pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyar pencari keadilan rerhadap sengkera rara
wsaha nesara, Susunan dan kedudukan peradilan tata usaha nesara menurue
P'asal 5 dan I"asal 8 Undang-Undang Momor 3 Tahun 1986 tentang FTUN
. (LN Rl Tahun 1986 No. 77) jo. Pasal 6 UndangUndang Momor 9 Tahun
2004 renang Perubahan aras UL Now 5 Tahun 1986 rentang FTUN (LN R
Tahun 2004 Mo, 15}, vair:

1, Pengadilan Tara Usaha Negara, meripakan pengadilan ringkar pertama
berkedudukan Jdi ibukots Ksbopaten/Eota dan Jdaerab hukumny
meliputi wilayah Knbupaten/Kota.
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2. Pengadilan Tingg Tara Usaha Negara, merupakan pengadilan ringkar
handing berkedudukan di ibukora Prowvinsi dan daerah hukomnya
meliputi wilayah Provinsi;

3. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Terringgi herkedudukan
di thukota negara Republik [ndonesia,

Menurur Pasal 47 UL PTUN 571986, Pengadilan Tata Usaha MNepgara
bertugas Jdan berwenang memeriksa, memurus, dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara, Dalam Pasal 53 UL PTUN 952004 ditenmukan bahwa
orang atau badan hukum perdata vang merasa kepentingannyva dirugikan
oleh suaru Kepurusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapar mengajukan
eugaran terrulis kepada pengadilan rata vsaha negara yang berwenang vang
berisi tuntutan agar KTUN vang Jdisengketakan ito dinyataken bagal aga
tidak sah, dengan atau tanps disertai tuntuean pand gl dandatau
direhahiliras.

Pada hakikarnwa, KTUN berupa sumt keputusan, Proses eerbitnya
surat keputusan itu atau substansi (mareri) dari surar keputusan ioe dapar
dimintakan pembatalan. Ada beberapa alasan unruk diajukan gugaran ke
pengadilan rata usaha negara: (a) KTUN berrentangan dengan peramaran
perundanzundangan vang berlaku; (b) badan atau pejabat rata usaha nepara
vang mengeluarkan kepurusan relah mengpunakan wewenangnya secara
salah (abuse of power); {c) badan atau pejabat tara usaha negara pada wak
mengeluarkan aras ridak mengeluarkan kepurusan ima,  serelah
mempertimbangkan semua kepentingan vang terkur dengan keputusan
seharwsnyn  tidak  sampme pada  penpambilan atau  ridak  melakukan
pengambilan kepumsan in’
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BAB XIV

— A

R

PENYELESAIAN SENGKETA
ALTERNATIF

14.1 Pengertian

idak salamanya interaks: ancarimdmadu atau hubungan anearpersonal

berlangsung dengan baik. Ada kalanya, muncul perhedaan atau

pertengangan pendapar vang dapat menimbulkan kenflik {conflict).
Apabila kontlik ak kunjung selesai berpotensi menimbulkan sengketa
(dispraze). Dalam konreks ind, John Collier and Vaughan Lowe membedakan
kedua istilah terschut: The term conflict 15 used to signify o penesal sue of
hoserliey between the parties, and the term dispute fo simify o specific disagreement
refating to @ quostion of righes o inrerests i which tha parties procead by way of
claims, cowntercloims, denials and so on.'

Konflik secara umum dapar rerjadi karena berbapai alasan. Sedangkan,
sengketa disebabkan karena pertentangan hak atau benniran kepentingan.
Ulleh sebab itu, sengketa merupakan persoalan yang genring schingga harus
diupayakan untuk disclesaikan. Berkenaan dengan hal ini, penyelesaian
sengrhets dapar dilakukan melalui dua cara yang utama, yaitu:

[. Perundingan, di antara prhak-pihak yang bersengkera.
! Perlibatan pihak kenga unmuik membantu menyelesakan senghkera,

! John Collicr dan Vaughas Livwe, The Sembomoend of Déspufes i imlemmaiana’ Lo daaiations
weed Provedures [Oxford: Owford  University Pross, 20000, fal 1 Tefemaban bebas Istilah keallik
dhigunakan unmik meiganian s pernysinen wmem dan permuosshan anfar pitak-pihek, dan ssilah
senghets univk mengorikan ketidnksepakatsn unmm bk dengan persaelan hok dan kepentingan yang
mama prihak-pilkak mimeriskan denpan cars menunoul, membalos mensmint, menyanekal dar sclimusing
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Idealnya, sengleta dapat selesar oleh pihak-pihok yang bersengketa (the
disputants) melalin perundingan atau negosiasi, lazim digunakan  srilah
musyawarah untuk mencapai mutakat agar tercapai penyelesaian yang saling
menguntungkan  (winaen solution)”  MNamun, sulit atu tdak  mudah
mencapai perdamaian. Apabila fdak rercapai kesepakatan uneuk berdamai,
maka pihakpihak vang bersengketa dapar menyelesaikannya  dengan
melibatkan prhak ketipa, Penvelessian dengan melibatkan pihak keriga dapar
dilakukan oleh hakim di pengadilan atau pihak ketiga lninoya, sntara lam
seperti mediator atan arbiter, Dengan demikian, penyelesaian sengketa pada
hakikatnva dapar dilukukan dengan cara:

I, Lirigasi {licigariond:  penyelesaian Jdi dalam pengadilin {in the court
sertlement).

2. Nonlirigas (nonlitigotion): penyelesaian di luar pengadilan (out of the cort
settlernent).

Penvelesaian sengkera mefalui pengadilan arau Biogasi merapakan cara
penyvelesaian utama, MNamun, penyvelesaion melalui  pengadilan dapat
menimbulkan  ketidakpuasan  atau  bahkan  ketidakadilan. Hakim  di
pengadilan jumlahnya terbamas dibandingkan dengan jumlah perkara yang
harus dirangani, it pun jenis kasosnys beragam, sehingea dikhawaritkan
hakim tidsk fokos. Apalag. keshlian dan profesionalitas hakim  kadang
diragukan.

Berbeda dengan perwelesaian melalus forum di luar  pengadilan
dengan melibatkan pihak ketiga vang bukan hakim melunkan seorang shli
lexpert) vang profesional di Bidang rertenm, Penvelesaian di luar pengadilan
secara konseprual fazim Jdisebur penyvelesaian sengkern aleernanf (elremrive
dispute resodurion/ADRY. Kam alternarit dalam hal ini menunjukkan adanya
pilihan lain unmik penyelesaian sengkera. Dalam kamos hukum, Altemarive
dispute vesoluzion adalah a proceduve for serding a dispere by means other than
litigation, such as arbitration, mediation, or minimial.' Sementara im, Gamal
Pasya dan Marmua T. Sirair, menggunakan isilah Agara, akronim dar
Analisa Gava Bersengketa, vainn metode unmek memalih benmik penyvetesaian
sengkera yang dapar digunakan dalam penyelesaian sengkets pengelolaan

' Galod Soemarionis, Arhrnare dom Medbas o Sdonena skarta PT Gramedia Pustaka Utama, HIG
hal. 3

' Brvan A, Gamer Ed, Slack v Law Ducnvmary {Minmesota: Wes Group, 1999, hal. 7R,
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sumber daya alam.? Penyelesaian melalui ADR hersifar piliban mengikar,
artinya apabila para pihak sudah memilih penyelesaian sengkera melalus
ADR, maka proses ini diselesaikan hingea muntas. Apabida proses ADR
belum selesai, pihak yang bersengheta tidak boleh berpindah ke lembaga
pengadilan.’

14.2 Dasar Hukum

Meski penvelesafoan  sengkera  alternant masih  relarf baro di
Indonesia. Mamun, ketentuan yang mengatur  tentang  arbirase  arau
perwasitan sudah ada sejak masa Hindia Belanda, diarur dalam hukom acara
perdara, yairu Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de Burgerlijk
Rechtsvordering jon. Pasal 377 Her Herziene Indonesisch Reglement (5. 1941 No.
44} jo. Pasal 15 dan Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 Undanglndang
Nomot 1 Tabun 1950 renrang Mahkamah Agung (LN BRI Tahun 1950 No,
SO,

Secelah Indonesin merdeka kerentuan rentang perwasitan o masih
rerap berlaku. Baru, pada ers reformast diterbitkan peraturan khusus, yaitu
UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alrernatit
Penyelesainn Sengkera (LN RI Tahun 1999 No. 138}

14.3 Jenis-Jenis Penvelesaian Sengkera Alternatit

UL tersebut bBernama  arau berjudol “Arbitrase dan Alternarif
Penyelesaian Senpketa” dengan kats “dan” seolaholah arbirrase bukan
bagian Jari ADR. Padahal, arbitrase secara konseptual merupakan salah sama
penyelesaian sengketa di luar pengadilan” Begitu pun, penerjemahan
alternative  dispute  reselution  menjadi  alrernant  penyelessan senghera,
sesungzubnga kurang tepar. Apabils menglkosi kaidah hahasa Indonesia,
penerjemahannya adalab penvelesaian senpketa alternatif. Kar “alrernacit”
menjelaskan kata di mukanya ialah penvelesaian sengheta. Bukan sebaliknya,
kata “alternatif” pada awal kalimat karena yang menjadi subyek atau topik
pada kalimar it adalah penyelesaian sengketa. Dengan demikian, lebih tepar

* Gamal Fasve dan Mans T Sienit, Gl Gova Bersenghens (gl Pandvoe Rinphar ek
Membaman Memilih Bontuk Pewiefeanian Semphenr Perpeloiion Srewbee Sava Adaw [Bogor: The Samidtasa
Instituse, 200 LY bal 2,

' Walpa Sasongke, Mediase Telmik Pemperfexmbian Fenpdenr Aoy’ (Makalah ustuk Bimbingan
Teknis Monapomen Konirik disslenggarnkon oleh Pemeriniak Provins Lampong. & Hanader Lampung.
sl 25 Oanher 20025

" Callier and Loww, The Semlemend, il 1 dan 11,
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digunakan atau direrjemahkan menjadi penyelesaian sengkera alrernarif
(PSA).

Arti arbitrase dalam Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase 3071999 adalah
cara penyelesaian suar sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuar secarn rertulis oleh para
pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengerrian ini, secara regas dinvatakan
ada dua unsur urtama.

Pertama, arbitrase merupakan cara penvelesaian sengketa perdata di
luar  peradilan  wmum,  Sengaja  digunakan  kaea  “perdar”  unmuk
menunjukkan bahwa sengketa dalam hukom perdata pada hakikatnya
adalah sengketa tentang hak arau kepentingan yang secata hukum dikuasai
sepenuhnya cleh prhak-pihak vang bersengkera, Pengertian ini juga menjadi
dasar pemikican agar sengkera lingkungan hidup atau pengelolaan sumber
daya alam diselesaikan melalui PSA. Berbeda dengan sengkets atsu perkara
dalam hukum  pidana misaloya, yang  dikussai oleh  negara sebagai
representasi dart kepentingan publik (public meees),

Kedua, Perjanjian arbitrase yang dibuar secara rerulis oleh para pihak
vang bersengkera, Unsur ini berkaitan dan bahkan memperkuat unsur vang
pertama, karens merupakan bukn bahwa sengketa perdata dikuasai oleh
pihab-pihak yang hersengkers adalah adanya perjanjion secara tertulis vang
dibuar oleh mercka. Dengan demikian, ada kesukarelaan atao ridak ada
paksaan dan pihak mana pun.’ Mengenal svarat bahwa perjanjian harus
tertulis merupakan penegasan adanva kepastian hukum. Dalam Pasal 1
Angka 10 ULT Arbitrase 3071999 dicantumkan  art duri sleernatif
penyelesaian sengkera, yintu: lembaga penselesaian sengketa wtan beda pendapat
melalui prosedier yang disepakari para piluk, yoknd peryelesaion di tuar pengadilan
dengan cora komsultas, negosiasi, mediasi, konsiliusi, wtaw penilaian ahli. Dalam
tumusan ini pun, dinyatakan sebagar penyelesaian di lear pengadilan,
kemudian, dikemukakan lima cara penyelesaian sengketa alternanf yait: (a)
kemsultasy; (b)) negosiasi; () mediasi; () konsiliast; (e} peniaian ahli.
5::.1|ilnﬁ]c:in. arbitrase  ridak  dicantumkan. Padabal, dalam pengertian
arbitrase disebur dengan tegas bahwa “arbitmse adalah cara penvelesatan
suary sengketa perdata di luar peradilan amum” unsur ini juga dicantumbkan
dalam pengerrian alternatif penyelesaian sengkeea.

' Gumsrsan Widisia, 4Aivermany Pamrelcniaan Kengheti luknna: PT RajaCiralmde Persada, 3001, hal. 2
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Sementara itu, secars konseprual ada jenisjenis penvelesaian  sengketa
alternatif secara luas dan menvelurub vang diakui secama internasional, yaina:
Meposinsi {Negotiation);

Penyelidikan dan Penemuan Fakea (Inguirs and Facr Finding);

Mediast dan Jasa-fasa Baik (Mediation and Gioasd Offices);

Konstliasi (Conciliananl;

Fasilrasi {Facilitation]);

Konsultasi (Consultatiom);

Koordinasi {Coordinanam);

Arhitrase (Arkimarion).”

Of =d TOF U e e Pl e
v [ = Bt

Seridaknya ada delapan cara  penyelesaian  sengketa (methods of
witlement of disputes) vang dapat dilakukan di luar pengadilan, Caracara
tersebut dapar dilakukan secara altermadif, maksudnya, pihakepihak yang
bersengkera dapat melakubkan pilihan (oprional). Para pihak dapar pula
mengkombinasikan caracara di atas karena ada kemungkinan saru cara
ditempuh sebagai pendahuluan, misal negosiasi dilakukan lebih dahalu,
apabila gagal dapat ditempuh konsulrasi dengan ahli yang dikombmasikan
dengan meminea penilaian ahli. Hingga akhiroya ditempuh cara arbitrase
vang memiliki prosedur yang lebib pase karena diarur dalam ULD dan
hasiloga pun memiliki kekuatan mengikar yang dapar dilaksanakan melalu
putusan hakim di pengadilan negen sebagai lembaga peradilan nmum.

Sejatinya, penyelesaian sengkera di luar pengadilan tdak hanya diarur
dalam UL Arbitrase 3071999, Terapi juga diamr dalam UL lan, i
antaranya  yairn  UndangUndang Nomer 8 Tabun 1999 tentang
Peclindunean Konsumen (LN Rl Tahun 1999 No, 42, TLM RI Moo 3821)
vang mengakui keberadaan lembags penyelesaian sengketa konsumen di lwar
pengadilan yang diberi nama Badan Penyelesaian Sengkera Konsumen (lihar,
Pasal 45 Avar (2} jo. Pasal 49 Ayar {10 UL Perindungan Konsumen
B/ 19990,

® i 1A Merrilis, Frtermarional Dupwie Seiflerment (Cambandpe: Cambridge Unreersily Pross, 2k,
Bl ixew: Hadirmilye, Mempertmbomplom ADE Kgioe  Alleonosf Pomneleraiae Semghens o Luar
Pevapaacifean | Inkama: Lembapa Studi dan Aclvokas Masymrakar, 1073 bal. 31,
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GLOSSARY

Actio in personam: TunmEn Ay gURatn seseorany rerhadap oranporang
rertenty, sesuai dengan hak dan kepentingannya tentang sesustu hal yang
telah diperjanjikan sebelumnya.

Actio in rem: tuntucan aran gugatan kebendaan dari pemesang hak milik
suaty kebendaan rerhadap siapa pun yang menguasai benda tersebur,

Bagi hasil: sistem atan cara pembagian keunmungan dalam masyarakar adar,
di mana pemilik tanah bekerja sama dengan penggarap tanah. Setelah
memperoleh hasil dibagi sesuai dengan kesepakaman yang dibuat, ada yang
dabagi dus (mero) atau sat banding ties (mertel).

Bezit: sescorang menguasai suam kebendaan yang bukan milikava tetapi dia
berrindak  seolah-olah  sebagai pemilik yang sah sehingea orang lain
menganggapnya schagai pemilik,

Codex: kitalr undangundang pada masa Romawi yang disusun pada masa
kekaisaran Justindanus disebur Codex Justinianses.

Covenant:  perjanjian  internasional  yang  dibuar oleh arganisasi
internasional, seperti BB dengan anggots vang terdiri dari banvak negam
imultilateral). Misal, nemational Cosetutnt on Cil and Polivical Righes.

Detentie: istilah ini dalam hukum pidana berart penahanan. Sedangkan,
dalam hukum perdam berarti pemegang, berasal dari kaea derentio dalam
bahasa Larin yang berarti suan keadaan seseorang menjadi pemegang staru
kebendaan milik orang lain untuk kepentingan orang tersebur, misal,
seorang penyewn menguasal benda milik orang lain, vaito pemiliknya.
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Droit de preference: hak isrimewa arau hak utama dari seorang kreditor
untuk didahulukan pemenuhan piutangnya dari sesama keeditor lainnya
terhadap seorang debitor, karena dia sebagai pemegang gadai arau hipotik.

Droit de suite: hak kebendaan melekar pada bendanya. Hak dan seorang
pemilik kebendaan unmk memperoleh kembali benda miliknya di rangan

pihak ketiga atau siapa pun yang menguasai benda itu karena hak milik
kebendaan melekar pada benda e,

Duplick: jawaban Terdakwa aras veplick dan Jaksa Penunmut Umum dalam
perkara pidana. Sedangkan, dalam perkara perdara, dupliek adalah jawaban
dari Tergugat berkenaan dengan replick dari Penggugar.

Eigendom: milik suaru kebendaan. Biasanya diikuti dengan kara hak
sehingga menjadi hak milik (eigendomrecht) seseorang untuk menikmati dan
menguasai suam benda.

Executie: pelaksanaan purusan hakim. Suatu tahapan yang dilakukan
apabila purusan hakim it relah memperoleh kekuatan hukum yang terap (in
kracht vam gewijsde), yaim apabila tidak ditempuh arau ddak dilakukan upaya
hukum lagi, seperti banding dan kasasi.

Gadai: penyerahan suatu kebendaan dari seorang debitor kepada kreditor
sebagai jaminan atas utangnya. Dalam hukum perdata Barar, benda yang
digadaikan berupa benda bergerak (movable good), seperti perhiasan, sepeda
motor. Sedangkan, dalam hukum Adat tidak membedakan antara barang
bergerak dan ridak berperak sehingga segala macam jenis barang dapar
digadaikan, rermasuk gadai ranah.

Hipotik: penyerahan suaru kebendaan tak bergerak {immovable good) dari
seorang debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya, seperti kapal
laut dengan ukuran 20 meter kubik arau pesawat udara. Sedangkan, jaminan
berupa tanah, di Indonesia tidak disebur hipotik recapi hak tanggungan.

lus civile: hukum perdata yang berlaku pada masa Romawi, mengamr
hubungan antarwarga Romawi atau antara warga Romawi dan warga asing,
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lus gentium: hukum publik yang berlaku pada masa Romawi, mengatur
hubungan antara bangsa Romawi dan bangsabangsa lun, sehingma dischur
hiukum anarbarma (the low of nations),

Jaminan: dalam hukum perdata digunakan iscilab hukam jaminan vang
mengatur tentang jaminan (uerantee) kebendaan amu jaminan perorangan
sehagai syarar untuk memperkuar perjanian ueang atau kredit di bank.

Koditikasi: penulisan dan penyusunan kb undangundang di lapangan
hukum rertentu secara lengkap dan menveluruh, Penyusunan im dilakukan
secata logs, analisis, dan ssremans  dengan menprunakan metode
pendekatan rercenna. Misal, kodifikasi hukam perdata menggunakan metode
pendekaran subyvek Jan obyek, diawali dengan ketentuan yang menganr
tentang subyek hokum, yaira hubum perorangan (van Personen Rechs)
kemudian disusul dengan pengaturan tentang obyek hubiem, vairn hukum
benda fvan Zoken Reche) sebagai harea kekayaan dan cara memperalehnya,

Mation state: negara bangsa salah negara yang rkyatnya merupakan sam
hangsa vang bermukim di wilayah geografis yang sama sebagai kesatuan
wilayah dan mengakui sebagai tanah air. Mereka saling berinteraksi dan
berbagi pengalaman serta melakukan pertukaran budava dan memiliki
kesaduran unruk menggunakan wentitas dan bahasa vang sama. Seperri,
bangsa Indonesia yang berpegang pada sembovan Bhineka Tangeal Tha.

Unbebwaam: tidak cakap berbuar menurn hukum. Iseilab datam bahasa
Belanda, lengkapnya berbunvi enbebwaamheid, Misainya, anak belum dewasa
dungeap ndak cakap berbuar atau mampu bertindak menurut hukum, maka
orang Ta atau walinga yang melakukan,

Onbevoepd: tidak berwenang atau keridakwenangan  menurut hukoam,
[stslah dalam hahasa Belanda, lengkapnya berbunyi anbevsesdheid. Seseorang
dianggap tidak  berwenang  berrindak  menunst hukum  karena  ridak
memenuhi persyaratan tertenty menurut undangundang dan putusan
hakim. Misalnya, seorang suami dicabur kekuasaannya sebagai orang nua
wethadap anakoya oleh hakim karena berkelakuan buruk, seperri suka
berpudi, narkoba, sran mabok-mabukan.
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Pleidooi: pembelaan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara pidana,
untuk membela diri tethadap ruduhan atau dakwaan yang disjukan oleh
Jaksa Penunrmur Umum.

Repliek: jawaban dari Jaksa Penunrur Umum atas pembelaan {pleidooi) dari
Terdakwa dalam perkara pidana. Sedangkan, dalam perkara perdata, repliek
merupakan jawaban dari Penggupar terhadap jawaban dari Tergugar.

Wali: orang vang diterapkan oleh undangundang arau keputusan hakim

sebagai pengganti orang tua untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam
melakukan perbuaran atau nndakan hukum.

-
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A

Avtuy in personane: 107,

Ao an feme: 102

B

Bagi Hasil: 71.
Bezic: 103-104.
Bill of Kixhis: 24,
C

Covenane: 2527,

Curator: 100

[ )
I vatenrie: 103104

Droic de preference: 103

Dlroir de sagee: 103,
Dupliek: 143, 146.

E

Etrendom: a8, [0, 103

Exoviprie: [43.

G

Gadad: 71, 103, 10, 125

H
Hiporik: 109, 106, 125

|

lus Civile: 132

s Gentium: 132,
fuis Samguins: 12,
[u= Soli: 1213,

Lilnssior

INDEKS

]

faminnn: 52, 69, 103, 124125

K

Kodifikasi: BOEZ, 9293 114119, 126

Konkordanse: 81, 93, 117-120.

N
Mation State: 14

)
Cinbelowaam: 45

Cribevispd: 93,

P
Pleidaooe: 143

4

Replick: 143, 146,
Retribusi: 57, 60, 62,
Revolusi: 24-25, 92,

=
Struktor: 123, 5-8, 20, 30031, 36

T
Tata bukum: 1.3, 3-8, 140,

Tata Ussha Mepara: 31, 147,

[36-158

W
Wrali: 0% &7,
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